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WALlKOTA SEMARANG, 

a. bahwa berdasarkan Pasal 354 ayat (1) Undang­ 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerab disebutkan bahwa dalam rangka 
pcnyelenggaraan Pemerintahan Daerab, Pcmerintab 
Daerah mcndorong partisipasi masyarakat; 

b. bahwa bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana 
dimaksud pada huruf a diantaranya mencakup 
pcrencanaan, penganggaran, pelaksanaan, 
pemonitoran, dan pengevaluasian pembangunan 
daerah, yang dapat dilaksanakan dalarn bentuk 
musyawarah; 

c. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 230 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah 
mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk 
pembangunan sarana dan prasarana lokaJ kelurahan 
dan pembcrdayaan masya.rakat di kelurahan; 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang 

PEDOMAN PELAKSANAAN 
REMBUG WARGA DAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN 

KELURAHAN DAN KECAMATAN DALAM RANGKA PENYUSUNAN 
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

KOTA SEMARANG 
TAHUN 2019 

TENT ANG 

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG 
NOMOR 57A TAHUN 2017 

PROVlNSI JAWA TENGAH 

WALIKOTA SEMARANG 



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 }; 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Ta.hun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4410); 

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kora Besar dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa 
Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; 

d. bahwa sebagaimana disebutkan dala.m Pasal 230 ayat 
(3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, penenruan kcgiatan 
pernbangunan sarana dan prasarana lokaJ kelurahan 
dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan 
sebagairnana dimaksud pada huruf {c) dilakuka.n 
melalui musyawarah pembangunan kelurahan scsuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 

e. bahwa sehubungan dcngan maksud sebagairnana 
tersebut di atas, dan bcrdasarkan Undang-Undang 
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional, maka perlu dilaksanakan 
Rembug Warga dan Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan Kelurahan dan Kecamatan sebagai 
bagian yang tidak terpisahkan dari Musyawarah 
Perencanaan Pembangunan Kota Semarang daJam 
rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Kota Semarang Tahun 2019; 

f. bahwa untuk melaksana.kan maksud tersebut di atas, 
maka perlu membentuk Peraturan Walikota 
Semarang tentang Pedoman Pelaksanaan Rembug 
Warga dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 
Kelurahan dan Kecamatan dalam Rangka 
Penyusunan Rencana Kerja Pemerirrtah Daerah Kota 
Semarang Tahun 2019. 
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.l2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang 
Pembentukan Kecarnatan di Wilayah Kabupaten­ 
Kabupaten Daerah Ting.kat Il Purbalingga, Cilacap, 
Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan 
Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 
Tentang Pemerlntahan Daerah !Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58); 

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemeriotahan (Lernbaran Negara Tahun 
2014 Nomor 292, Tarnbahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5601); 

11. P-eraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat JI Semarang 
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1976 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3079); 

8. Undang-Undang Nomor l 2 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lemba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389); 

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tcntang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
Tahun 2005-2025 [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tcntang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nornor 104, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 



19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
Tabun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia. Tahun 2015 Nomor 3); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, 1'ambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5272); 

16. Peraturan Pcmerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan 
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada 
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4693); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang 
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan 
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 89 Tambaban Lembaran Negara 
Republik IndonesiaNomor 5305); 

15. Peraturan Pernerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4817); 

14. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 6 
Tahun 2008 ten tang Pedoman EvaJuasi 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, 
Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4815); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I 
Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1992 Nomor 89); 

- 4 - 



24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 
Tahun 2014 ten tang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerab ProvinsiJawa Tengah Tahun 2013- 
2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 
2014 Nomor 5, Tambahan Lernbaran Daerah Provinsi 
Jawa Tengah Nomor 65) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas 

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Provinsi Jawa Tengah Tabun 2005-2025 
(Lernbaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 
Nomor 3 Seri E, Tarnbahan Lernbaran Daerah Nomor 
9); 

20. Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 1.3 Tahu.n 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Oaerah sebagaimana tclah diubah. bebcrapa kali 
terakhir dengan Peraturan Menteri DaJam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Mentcri Dalam Negeri Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 
Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah 
diubah beberapa kali tera.k.hir dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Rcpublik Indonesia Nomor 14 
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tabun 
2011 tentang Pedoman Pernberian Hibah dan 
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 20 l 6 Nomor 541); 

22. Peraturan Menteri Dala.m Negeri Nomor 86 Tahun 
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian 
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 
Evaluasi Rancangan Peraruran Daerah tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata 
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Meoengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahuo 
2017 Nornor 1312); 

- 5 - 



29. Peraturan Daerah Kata Semarang Nomor 6 Tahun 
2010 ten tang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerab (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005- 
2025 (Lembaran Daerab Kata Semarang Tahun 2010 
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerab Kata 
Semarang Namar 43); 

28. Peraturan Daerah Kata Semarang Namor 12 Tahun 
2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota 
Semarang (Lembaran Daerah Kata Semarang Tahun 
2016 Namar 12, Tambahan Lembaran Daerah Kata 
Semarang Nomor 112); 

27. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomar 3 Tahun 
2008 tentang Keluraban (Lembaran Daerah Kata 
Semarang Tahun 2008 Nomor 7); 

26. Peraturao Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 
2007 tentang Tata Cara Peoyusunan Rencana 
Pembangunan Daerah Kata Semarang (Lembaran 
Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Namor 3, 
Tambahan Lembaran Daerah Kata Semarang Nomor 
13); 

25. Peraturan Daerah Kota Semarang Nornor 11 Tahun 
2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kata Semarang Tahun 2007 
Nomor 1 Seri E, Tambabao Lembaran Daerah Kata 
Semarang Namor 1), sebagaimana telab diubah 
dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Namor 5 
Tahun 2013- tentang Perubahan Atas Peraruran 
Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembara:n 
Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, 
Tambaban Lembaran Daerah Kata Semarang Nomor 
83); 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 
Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013- 
2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 
2017 Namor 3, Tambahan Lernbaran Daerah Provinsi 
Jawa Tengab Nomor 88); 
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33. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kata 
Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Semarang Namor 114); 

34. Peraturan WaJikota Kota Semarang Nomor 17 Tahun 
2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan 
dan Penatauaahaan, Pertanggungjawaban dan 
Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan 
Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kata 
Semarang Tahun 2016 Nomor 17), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Walikota Narnor 38 Tahun 
2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota 
Kota Semarang Nomor 17 Tahun 2016 teotang Tata 
Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan 
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan 
Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan 
Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (Berira Daerah Kota Semarang 
Tahun 2016 Nomor 38). 

31. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 
2014 tentang Rencana lnduk Sistem Drainase Kola 
Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota 
Semarang Tahun 2014 Nomor 7); 

32. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2016 - 2021 
(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 
Nomor 6) sebagai.mana telah diubah dengan 
Peraturan Daerab Kota Semarang Nomor 11 Tahun 
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Dae rah Kota 
Semarang No mar 6 Tahun 2016 ten tang Rencana 
Pernbangunan Jangka Panjang Menengah Daerah 
(RPJMD) Kata Semarang Tahun 2016-2021 
(Lembaran Daer ah Kota Semarang Tahun 2017 
Namor 1 l, Tambaban Lernbaran Daerah Kota 
Semarang Nomor 123); 

30. Peraturan Daerab Kata Semarang Nomor 14 Tahun 
2011 ten tang Rencana Tata Ruang WiJayah (RTRW) 
Kota Semarang Tahun 2011 - 2021 (Lembaran 
Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 
61); 
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BAB l 

KETENTUAN UMUM 

Pasal l 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kata Semarang; 

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pernerintahan Daerah yang memimpi.n pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjacli kewenangan daerah otonom; 

3. Wallkota adalah Walikota Semarang; 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD 
adalah DPRD Kota Semarang; 

5. Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat 
BAPPEDA adalah BAPPEDA Kota Semarang; 

6. Kecamatan adalah wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin 
oleh Camat; 

7. Kelurahan adalah wilayah dari keca.matan yang dipimpin oleh Lurah 
sebagai perangkat kecamatan dan bertanggungjawab kepada camat; 

8. Camat adalah Kepala Kecarnatan; 

9. Lurah adalah Kepala Kelurahan; 

JO. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD 
dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah. 

11. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib 
diselenggarakan oleh semua Daerah; 

12. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib 
diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimilik:i 
daerah; 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN 
PELAKSANMN REMBUG WARGA DAN 
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN 
K.ELURAHAN DAN KECAMATAN DA~M RANGKA 
PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH 
DAERAH !<OTA SEMARANG TAHUN 2019 

Menctapkan 
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21. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya 
disingkat MUSRENBANG adalah forum antar pemangku kepentingan 
pembangunan dalam rangka menyusun rencana pembangunan 

13. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD 
adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota dan dipimpin 
olch Sckrctaris Daerah yang mempunyai rugas mcnyiapkan serta 
rnelaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan 
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang anggotanya terdiri dari 
Pejabat Perencana Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dan 
pejabat lainnya sesuai dengan kebutuban; 

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah APBD Kota Semarang yang merupakan rencana 
keuangan tahunan daerah yang ditctapkan dengan Perda; 

15. Badan Keswa.dayaan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat BIQ.f 
adalah lembaga pimpinan kolektif masyarakat warga/penduduk suatu 
Kelurahan yang terdiri dari tokoh maeyarakat yang disepakati bersama 
dan dapat mewakili masyarakat dalam berbagai kepentingan 
khususnya terkait pelaksanaan PNPM Mandiri; 

16. Lernbaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, yang selanjutnya 
disebur LPMK adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas 
prakarsa masyarakat sebagai mitra Lurah dalam menampung dan 
mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakal di bidang 
pernbangunan: 

17. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, yang 
selanjutnya disingkat TP PKK adalah lembaga kemasyarakatan 
sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan 
lainnya, yang berlungsi sebagai fasilitator, perencana, peiaksana, 
pengendali dan penggerak pada masing-rnasing jenjang pemerintahan 
uotuk terlaksananya program PKK; 

18. Rukun Warga, yang seJanjutnya disingkat RW adalah bagian dari 
wilayah kerja Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui 
musyawarah pengurus RT di wilayah. kerjanya yang ditetapkan oleh 
Lurah; 

19. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang 
dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka 
pelayanan pemerintaban dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh 
Lurah; 

20. Kara.ng Taruna adalah lembaga kemasyarakatan yang merupakan 
wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang 
atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan 
untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Kelurahan atau 
Kecamatan dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan 
sosial; 
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daerah; 

22. Rembug Warga adalah forum rnusyawarah lingkungan di tingkat RW 
untuk melakukan idcnti:fikasi permasalahan serta perurnusan usulan 
kegiatan infrastruktur, sosial, budaya, dan ekonomi dalam rangka 
meningkatkan kualitas pcnnukiman dan kesejahteraan masyarakat; 

23. Narasumber adalab pihak pemberi informasi yang perlu diketahui 
peserta MUSRENBANG untuk bahan pengambiLan keputusan dalam 
proses MUSRENBANG; 

24. Pemangku Kepentingan Pembangunan adalah pihak yang 
berkepentingan untuk mengatasi permasalaban yang langsung atau 
tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan 
dan pelaksanaan pembangunan daerah, meliputi unsur masyarakat 
dan kelompok-kelompok didalamnya: 

25. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang selanjutnya 
disingkat SPPN adalah 1 {satu} kesatuan tata cara perencanaan 
pembangunan untuk menghaailkan Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang (RPJPI, Rencana Pembangunan .langka Menengah (RPJMJ, 
dan Rencana Kerja Pembaogunan (RKP) Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerab; 

26. Rencana Pembangunan Jangka Menengab Daerah, yang selanjutnya 
disingkat RPJMD adalah dokumen Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021; 

27. Rencana Kerja Pernerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD 
adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota Semarang untuk 
periode 1 (satu) tahun dan merupakan bagian dari SPPN; 

28. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat 
Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan 
pembangunan dari maslng-masing Perangkat Daerah Kota Semarang 
Tahun 2016-2021 yang merupakan penjabaran dari RPJMD sesuai 
masing-masing tugas pokok dan fungsi dari Perangkat Daerah; 

29. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renja 
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah 
untuk periode 1 (satu) tahun, mengacu pada Renstra Perangkat 
Daerah; 

30. Partisipasi Masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk 
menyalurkan aspirasi, pernikiran dan kepentingannya dalam 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

31. MUSRENBANG Kelurahan, yang selanjutnya disingkat 
MUSRENBANGKEL ada.lah forum musyawarah perencanaan 
pembangunan tahunan di tingkal Kelurahan dengan melibatkan 
pemangku kepentingan yang dilaksanakan untuk menyepakati dan 
menetapkan rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya; 

- l O - 



38. MUSRENBANG Kota Semarang, yang selanjutnya disingkat 
MUSRENBANGKOT adalah forum musyawarah perencanaan 
pernbangunan tahunan dengan melibatkan pemangku kepentingan 
pembangunan dalam rangka menyusun RKPD Kota Semarang; 

39. Kerangka Anggaran adalah rencan_a kegiatan pengadaan barang 
maupun jasa yang akan didanai dari APBD untuk mencapai tujuan 
pernbangunan kota; 

40. Swadaya masyarakat adalah uang dan/atau barang/jasa yang dapat 
dinilai dengan uang yang berasal dari masyarakat dan secara Jangsung 
dlgu.nakan untuk suatu keperluan tertentu; 

32. MUSRENBANG Kecamatan, yang selanjutnya d.isingkat 
MUSRENBANGCAM adalah forum musyawarah pcrencanaan 
pembangunan tahunan di tingkat Kecarnatan dcngan melibatkan 
pemangku kepentingan untuk menyepakati dan mcnetapkan prioritas 
kegiatan pembangunan dari Kclurahan serta menyepakati kegiatan 
lintas Kelurahan dalam wilayah Kecamatan yang disinerglkan dengan 
rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah; 

33. Persiapan Pelaksanaan MUSRENBANG adalah serangkaian kegiatan 
yang dilakukan sebelum pelaksanaan MUSRENBANGKEL dan 
MUSRENBANGCAM; 

34. PRA MUSRENBANG Kelurahan, yang selanjutnya disingkat PRA 
MUSRENBANGKEL adalah forum musyawarah untuk membahas dan 
mensinergikan potensi wilayah berdasarkan basil Rembug Warga, 
mcmbabas araban pernbangunan wilayah beserta langkah­ 
langkahnya serta membahas rancangan daftar skala prioritas sebagai 
bahan MUSRENBANGKEL dengan memperhatikan perencanaan 
pembangunan kecamatan; 

35. PRA MUSRENBANG Kecamatan, yang selanjutnya disingkat PRA 
MUSRENBANGCAM adalah forum musyawarah untuk mernbahas dan 
mensinergikan hasil MUSRENBANGKEL serta membahas rancangan 
daftar skala prioritas sebagai bahan MUSRENBANGCAM dengan 
memperhatikan perencanaan pembangunan kota; 

36. Pemantau adalah orang atau kelompok orang yang berasal dari 
kelompok, lembaga, atau organisasi masyarakat yang peduli terhadap 
proses perencanaan. partieipatif yang sebelum melakukan pemantauan 
harus terlebih dulu menyampaikan surat pemberitahuan melakukan 
pemantauan pelaksanaan MUSRENBANGKEL dan atau 
MUSRENBANGCAM kepada WALIKOTA SEMARANG c.q. Kepala 
BAPPEDA Kota Semarang; 

37. Forum Perangkat Daerah adalah wahana antar pihak-pihak yang 
langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak 
dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat 
Daerah; 
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Pasal 3 

MUSRENBANGKEL merupakan forum musyawarah perencanaan 
pembangunan tahunan pemangku kepentingan yang berkedudukan di 
tingkat Kelurahan yang bertujuan mernbahas dan menyepakati daftar skala 
prioritas kegiatan beserta alokasi anggarannya dengan memperhatikan 

Pasal 2 

Rembug Warga merupakan forum musyawarah warga tahunan yang 
berkedudukan di tingkat RW untuk membahas dan merumuskan usulan 
prioritas yang diiakukan melalui penggalian potensi Infrastruktur , sosial, 
budaya dan ekonorni di tingkat RT/ RW sebagai bahan masukan 
pelaksanaan MUSRENBANGKEL dan akan disinergikan dengan prioritas 
pembangunan Kelurahan. 

BAB Il 

K.EDUDUKAN DAN TUJUAN REMBUG WARGA, MUSRENBANGKEL DAN 
MUSRENBANGCAM 

41. Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan 
Masyarakat Mandiri, yang selanjutnya disingkat BLM PNPM 
Mandiri adalah dana stimulan keswadayaan yang dibcrikan kcpada 
kelornpok masyarakat untuk membiayai sebagian kegiatan yang 
direncanakan oleh masyarakat dalam rangka pelaksanaan PNPM 
Mandiri. 

42. Corporate Social Responsibility, yang selanjutnya disingkat CSR adalah 
dana sosial yang bersumber dari perusahaan dan/atau organiaasi 
masyarakat yang diperuntukkan bagi masyarakat sebagai bentuk 
tanggung jawab sosial dan lingkungan. 

43. Pagu indikatif pendanaan adalah perkiraan alokasi pendanaan 
kegiatan yang bersumber dari anggaran pemerintah untuk setiap 
urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat 
Daerah atas dasar perhitungan yang rasional dan bersifat tidak kaku. 

44. Program adalab bentuk instrurnen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau 
lebib kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk 
mencapai sasaran RPJMD. 

45. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang 
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran 
(outpu~ dalam rangka mencapai basil (outcome) suatu program; 

46. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk rnencapai 
sccara Iangsung sasaran program prioritas. 

47. Daftar Skala Prioritas Kegiatan adalah Daftar Rancangan Kegiatan 
yang diurutkan menurut bobot dan/atau tingkat kepentingannya 
sesuai indikator yang ditetapkan. 
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i. Usulan Kegiatan Sosial, Budaya Dan Ekonomi Lingkungan 
Permu.kiman (selain kegiatan Pemberdayaan Perempuan); 

Pasal 7 

MUSRENBANGCAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bertujuan 
untuk rnenyusun dan menetapkan: 

a. Daftar Usulan Prioritas Kecamatan; 

b. Serita Acara Hasll MUSRENBANGCAM; 

Pasal 6 

MUSRENBANGKEL sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 3 bertujuan untuk 
menyusun dan menetapkan: 

a. Daftar ldentillkasi Potensi Wilayah; 

b. Data Jdentifikasi Kampung Ternatik; 

c. Daftar Panjang Usulan Kegiatan di Musrenbang Kelurab.an Bidang 
Infrastruktur; 

d. Berita Acara Hasil MUSRENBANGKEL; 

e. Usulan Kegiatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Kelurahan; 

f. Usulan Kegiatan lnfrastruktur Lingkungan Permukiman melalui 
Fasilitasi Musrenbang Kecamatan; 

g. Usulan Kegiatau Infrastruktur Kewenangan Perangkat Daerah Teknis; 

h. Usulan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan di Lingkungan 
Permukiman; 

Pasal 5 

Rembug Warga sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 2 bertujuan untuk 
menyusun dau menetapkan: 

a. Daftar Usu1an Kegiatan Prioritas RW bidang infastruk:tur. 

b. Daftar Usulan Kegiatan Prioritas bidang sosial, budaya dan ekonomi. 

Pasal 4 

MUSRENBANGCAM merupakan forum musyawarah perencanaan 
pembangunan tahunan pemangku kepentingan yang berkedudukan di 
tingkat Kecarnatan yang mengha.silkan Daftar Skala Prioritas Kecamatan 
dan usulan Prioritas Kegiatan Pernbangunan sebagai bahan masukan 
pelaksanaan MUSRENBANGKOT dengan memperhatikan prioritas 
pembangunan daerah. 

potensl wilayah kelurahan untuk menghasilkan usulan prioritas kegiatan 
pembangunan di kelurahan sebagai bahan masukan pclaksanaan 
MUSRENBANGCAM dengan memperbalikan prioritas pembangunan 
Kecamatan. 
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Persiapan sebagairoana dimaksud pada ayat 
pembentukan tim dan lain-lain sebelum 
MUSRENBANGKEL dan MUSRENBANGKEL. 

(3) Pelaksanaan PRA MUSRENBANGKEL sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( l) .huruf b d ilaksanakan paling lam bat pad a minggu ke-4 (em pat) 
bulan Januari 2018. 

(1) huruf a adalah 
pelaksanaan PRA 

(2) 

Pasal 9 

(1) Tahapan MUSRENBANGKEL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
(tiga) terdiri dari: 
a. Persiapan; 
b. Pelaksanaan PRA MUSRENBANGKEL; 
c. Pelaksanaan MUSRENBANGKEL. 

(3) Petunjuk tekrus pedoman pelaksanaan Rembug Warga sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Lampiran I Peraturan 
Walikota ini, 

(1) Tahapan Rembug Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri 
dari: 
a. ldenti:fikasi potensi dan perrnasalahan pembangunan di tingkat 

RW; dan 
b. Pelaksanaan Rembug Warga. 

(2) Pelaksanaan Rembug Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b dilaksanakan paling lambat-pada minggu kedua bulan Januari 
2018. 

BAB lII 

TAHAPAN REMBUG WARGA, 
MUSRENBANGKEL DAN MUSRENBANGCAM 

Pasal 8 

c. Daftar Skala Prioritas Pembangunan lnfrastruktur Lingkungan 
Perrnukiman Kelurahan Pada Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat; 

d. Daftar Skala Prioritas Pembangunan lnfrastruktur Lingkungan 
Permukiman melalui Fasilitasi Musrenbang Kecamatan; 

e. Daftar Skala Prioritas Pembangunan lnfrastruktur Jalan, Saluran dan 
Jembatan Lingkungan Pcrrnukiman oleh Dinas Perumahan dan 
Kawasan Permukiman; 

f. Daftar Skala Prioritas Kegiatan Pemberdayaan Perempuan di 
Lingkungan Permukiman; 

g. Daftar Skala Prioritas Kegiatan Bidang Sosial, Budaya dan Ekonomi 
(non Pisik) Kecamatan; 

h. Daftar Skala Prioritas Pembangunan Infrastruktur, Sosial, Budayadan 
Ekonomi Kewenangan Organisasi Perangkat Daerah Tek:nis; 
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(l) Peserta Rembug Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi 
perwakilan dari RT dan pemangku kepentingan pembangunan di RW 
setempat, 

(2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan 
cara mendaftar kepada dan/atau diundang oleb Tim Penyelenggara 
Rembug Warga dan/atau Ketua RW. 

(3) Tata cara pendaftaran peserta dan/atau penentuan calon peserta 
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) yang dlundang ditetapkan oleh 
Tim Penyelenggara Rembug Warga dan/atau Ketua RW. 

Pasal 11 

BAB[V 

PESERTA REMBUG WARGA, 
MUSRENBANGKEL DAN MUSRENBANGCAM 

(5) Petunjuk teknis pedoman pelaksanaan MUSRENBANGCAM 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berpedoman pada Lampiran Ill 
Peraturan Walikota ini. 

(2) Persiapan pelaksanaan MUSR.ENBANGCAM sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a adalah pembentukan tim dan lain-lain sebelum 
pelaksanaan PRA MUSRENBANGCAM dan MUSRENBANGCAM. 

(3) Pelaksanaan P.RA MUSRENBANGCAM sebagaimana dimaksud pada 
ayat (11 hu.ruf b dilaksanakan paling Iambat pada minggu ke-2 (dua) 
bulan Februari 2018. 

(41 Pelaksanaan MUSRENBANGCAM sebagaimana dimaksud -pada aya.t 
(1) huruf c dilaksanakan paling lam bat pada rninggu ke-2 (dua) bulan 
Februari 2018. 

(1) Tahapan MUSRENBANGCAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
terdiri dari: 
a. Persiapan; 
b. Pelaksanaan PRA MUSRENBANGCAM; 
c. Pelaksanaan MUSRENBANGCAM. 

Pasal 10 

(5) Petunjuk teknls pedornan pelaksanaan MUSRENBANGKEL 
sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) bcrpedoman pada Lampiran II 
Peraturan Wallkota ini. 

(41 Pelaksanaan MUSRENBANGKEL sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 
huruf c dilaksanakan paling lambat pada minggu ke-4 (empat) bulan 
Januari 2018. 
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Pasal 14 

(J) Pembiayaan Rembug Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
dilakukan rnelalui swadaya masyarakat dan atau melalui APBD yang 
dialokasikan pada anggaran Perangkat Daerah Kecamatan. 

BABV 

PEMBIAYMN REMBUG WARGA, 
MUSRENBANGKEL DAN MUSRENBANGCAM 

Pasal 13 

(1) Peserta MUSRENBANGCAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
meliputi perwakilan dari Keluraban dao pemangku kepentingan 
pembangunan di Kecamatan setempat. 

(2) Peserta sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dapat dilaku.kan dengan 
cam rnendaftar kepada danfatau diundang oleh Tim Penyelenggara 
MUSRENBANGCAM. 

(3) Tata cara pendaftaran peserta dan/ atau penentuan calon peserta 
sebagaimana dima.ksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Tim 
Penyelenggara MUSRENBANGCAM. 

(4) Peserta MUSRENBANGCAM merniliki hak bicara dan hak suara 
roengenai pengambilan keputusan melalui pembahasan yang 
disepakati bersama dalam MUSRENBA.J'JGCAM. 

(3) Tata cara pendaftaran peserta dan/atau penentuan calon peserla 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Tim 
Penyelenggara MUSRENBANGKEL. 

(4) Peserta MUSRENBANGKEL sebagaimana climaksud pada ayat (1) 
memiliki hak bicara dan hak suara mengenai pengambilan keputusan 
melalui pembahasan yang disepakati bersama dalam 
MUSRENBANGKEL. 

(2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan 
cara mendaftar kepada dan/atau diundang oleh Tim Penyelenggara 
MUSRENBANGKEL. 

Pasal 12 

{ll Peserta MUSRENBANGKEL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
meliputi perwakilan dari RW dan pemangku kepentingan 
pembangunan di Kelurahan setempat. 

(4) Peserta Rernbug Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki 
hak bicara dan hak suara mengenai pengambilan keputusan rnelalui 
pernbahasan yang disepakati bersama dalam Rembug Warga. 
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Pasal 15 

(1) Fasilitasi Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Lingkungan 
Permukiman dan kegiatan non fisik di wilayah Kecamatan 
dialokasikan dan dilaksanakan melalui Kerangka Anggaran Kegiatan 
Pembangunan Hasil MUSRENBANGKEL dan MUSRENBANGCAM. 

(2) Kerangka Anggaran sebagairnana dimaksud pada ayat (1) .merupakan 
Kerangka Anggaran Kegiatan Pembangunan Hasil MUSRENBANGKEL 
dan MUSRENBANGCAM dengan besaran sebagaimana tercantum 
pada Lampiran N Peraturan Walik:ota ini yang dilaksanakan oleh 
Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan 

(3) Besaran Kerangka Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di 
tiap Kecamatan disusun dengan memperhatikan variabel: 
a} jumlah penduduk: 
b) jumlah penduduk miskin; 
c) luas wilayah: 
d) kondisi sarana prasarana: 
e] jarak wilayah dari pusat pemerintaban; 
O letak secara spasial; 
g) jumlah RT dan RW; dan 
h) jurnlah 'usulan Musrenbang tahun sebelurnnya yang belum 

diakomodir; 

(4) Perhitungan besaran Kerangka Anggaran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dan/ atau perbitungan variabel sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dilaksanakan oleb TAPD. 

BAB VI 

KERANGKA ANGGARAN KEGIATAN PEMBANGUNAN 
sxsn, MUSRENBANOKEL DAN MUSRENBANGCAM 

(3) Pembiayaan MUSRENBANGCAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
7 dilakukan melalui APBD yang dialokasi.kan pada anggaran 
Perangkat Daerah Kccamatan. 

(2) Pembiayaan MUSRENBANGKEL scbagaimana dimaksud dalam Pasal 
6 dilakukan melalui APBD yang dialokasikan pada anggaran 
Perangkat Daerah Kecamatan. 
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ADI TRI HA.NANTO 

Diundangkan di Semarang 
pada tanggal #, 

SEKRETARJS DAERAH KOTA SEMARANG 

WI_ 

Ditetapkan di Semarang 
pada tanggal ~ ~ · ; 0 '-: 

Peraruran Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 
Agar setiap orang mengetahuinya, memcrintahkan pengundangan 
Peraturan Wahkota iru dengan penernpatannya dalarn Berita Daerah Kota 
Semarang. 

Pasal 16 

BAB Vil 

KETENTUAN PF:NUTUP 
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B. Tujuan 

Tujuan penyelenggaraan RembugWarga ini adalah: 

l. Mendorong partisipasi masyarak:at di tingkat RW dalam rangka 

memperkuat kapasitas dan kemandirian masyarakat dalam 

perencanaan dan pelak:sanaan pembangunan. 

2. Menghimpun dan melakukan identi!ikasi potensi infrastruktur, sosial, 

budaya dan ekonomi, di tingkat RW yang akan menjadi kunci 

keberhasilan pernbangunan. 

3. Membahas dan menetapkan daftar usulan prioritas kegiatan 

pembangunan di tingkat RW. 

A. Pengertian 

Rembug Warga merupakan forum musyawarah lingkungan di tingkat RW 

untuk mengidentifikasi, menggali dan menyepakati potensi yang dimiliki di 

wilayah RT /RW berupa potensi infrastrukrur, sosial, budaya, dan ekonomi 
untuk menentukan faktor yang mendorong keberhasilan pernbangunan 

yang akan rnenjadi masukan pada tahapan Pra MUSRENBANGKEL. 

RembugWargajuga merupakan forum untukmenyepakati usulan kegiatan 
prioritas yang dibutuhkan dalam rangka pengemhangan wilayah sesuai 

dengan menggunakan potensi yang dimiliki di wilayah RT /RW. Usulan 

prioritas kegiatan ini selanjutnya diusulkan untuk dibahas pada Pra 
MUSRENBANGKEL dan MUSRENBANGKEL. Rembug Warga merupakan l 

(satu} kesatuan yang tak terpisahkan dengan kegiata.n Pra 
MUSRENBANGKEL dan MUSRENBANGKEL yang menjadi bagian dalam 

penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang. 

PETUNJUK TEKN!S 
PEDOMAN PELAKSANAAN REMBUG WARGA 

LAMPlRAN I 
PERATURAN WALJKOTA SEMARANG 
NOMOR 57A TAHUN 2017 
TENTANG 
PEDOMAN PELAKSANAAN REMBUG WARGA DAN 
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN 
KELURAHAN DAN KECAMATAN DALAM RANGKA 
PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMER!NTAH 
DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2019 
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E. Peserta 

Peserta Rembug Warga terdiri dari: 

1. Lurah atau perwakilan darl Kelurahan setempat; 

2. Tim Fasilitasi Rem bug Warga; 

3. Ketua atau pengurus LPMK; 

4. Pengurus Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM}; 

5. Seluruh Ketua RT dan Pengurus RW; 

6. Tokoh Masyarakat/ Agama/ Pemuda, perwakilan perempuan, 
perwakilan warga miskin: 

7. Kepala Sekolah (SD/ SMP a tau sederajat/ SMA atau sederajat) swasta 
atau negeri yang ada di wilayah RW tersebut; 

8. Pengurus PKK tingkat RT dan RW, pengurus Pos Pendidlkan Anak Usia 
Dini (PAUD), pengurus Posyandu dan Karang Taruna di tingkat RW (jika 
tidak ada, maka dapat mengundang pengurus Karang Taruna di tingkat 
RT); 

9. Peserta lain yang dianggap perlu dan layak ikut dalam Rernbug Warga. 

D. Waktu dan Ternpat Pelaksanaan 

1. Rembug Warga clilaksanakan di setiap RW paling lambat pada minggu 

kedua bulan Januari 2018. Rembug Warga dapat dilaksanakan 
bersamaan dengan pertemuan rutin bulanan warga di tingkat RW atau 

dapat dilaksanakan dengan pertemuan khusus Rembug Warga. 

2. Tempat pelaksanaan kegiatan dapat menggunakan balai warga, balai 
RW atau tempat Lain yang dapat menampung jumlah peserta Rem bug 

Warga. 

C. Masukan 

Masukan yang menjadi bahan pernbahasan di Rem bug Warga adaJah data­ 

data pendukung yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan 
'Rembug Warga, misalnya, data potensi ekonomi (jumlah koperasi, jumlah 
Usaha Kecil dan Menengah, potensi pengembangan ekonomi di wilayah, 
dan lain-lain), data potensi sosial, budaya (jurnlah penduduk rniskin, 
jumlah sarana pendJdlkan, jumlah sarana kesehatan, daftar kegiatan 

budaya tahunan, dan lain-lain), data potensi dan kondisi infrastruktur 
(data kondisi sarana prasarana jalan dan saJuran, data taman lingkungan, 
data sarana prasarana air bersih, dan lain-lain) serta data Jain yang 

dibutuhkan. 
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3. Pengurus LPMK 

a. Melakukan sosialisasi dan penjelasan mekanisme pelaksanaan 
Rembug Warga kepada Ketua RW paling lambat minggu pertama 
Januari 2018; 

b. Menjadi fasilitator untuk menetapkan potensi infrastruktur, sosial, 
budaya dan ekonomi di wilayah RW serta prioritas usulan yang 
menjadi kebutuhan. 

4·. Pengurus BKM 

Menjadi narasumber, terutama terkait dengan program-program BKM 

yang akan dan telah dilaksanakan di wilayah RW setempat. 

5. Ketua RW 

Ketua RW bertindak selaku penanggung jawab dan pemimpin 
pelaksanaan Rernbug Warga. Apabila Ketua RW tidak dapat dan/atau 

c. Tim Fasilitasi Rembug Warga terdiri dari unsur LPMK dan perangkat 
keluraban. Tim Fasilitasi Rembug Warga dibentuk dan 
bertanggungjawab kepada Lurah. Anggota Tim Fasilitasi Rembug 
Warga diutamakan yang pernah mengikuti pelatihan perencanaan 
partisipatif a.tau semacamnya. 

b. Melaporkan pelaksanaan Rem bug Warga kepada Lurah; 

2. Tim Fasilitasi Rembug Warga 

a. Memfasilitasi pelaksanaan Rembug Warga agar dapat menghasilkan 
daitar potensi infrastruktur, sosial, budaya, dan ekonomi serta 
prioritas usulan kegiatan yang menjadi kebutuban di tingkat RW 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 

a. Menjadi narasurnber, terutama terkait dcngan pcnyampaian arah 

kebijakan pcmbangunan Pemerintah Kota Semarang; 

b. Membentuk dan menunjuk tim fasilitasi Rembug Warga yang 

bertugas untuk melakukan fasilitasi dan monitoring pelaksanaan 

Rembug Warga agar berjalan dengan baik dan menghasilka.n 
prioritas kegiatan untuk rnenyelesaikan permasalahan 
pembangunan di wilayah RW sesuai dengan potensi wilayab yang 

ada; 

F. Peran dan Fungsi Pelaku Kegiatan 

Dalam pelaksanaan kegiatan Rembug Warga, rugas, peran dan fungsi 
pelaku kegiatan yang tcrlibat adalah sebagai berikut: 

l. Lurah 
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tidak marnpu melaksanakan tugas menyelenggarakan Rembug Warga, 
maka dapat didelegasikan kepada Wakil Kctua RW dan/atau tokoh 

masyarakat yang dianggap mcmiliki kcmampuan untuk melaksanakan 
Rcmbug Warga, dengan menyampaikan pcmberitahuan kepada Lurah. 

Tugas Ketua RW adalah sebagai beri.kut: 

a. Bertanggungjawab dan memimpin pelaksanaan musyawarah 
Rembug Warga. Agar dapat berjalan secara partisipatif, dalam 
memimpin pelaksanaan musyawarah Rembug Warga, Ketua RW 

berkoordinasi dengan Tim Fasilitasi Rembug Warga. 

b. Menyampaikan jadwal pelaksanaan Rem bug Warga ke Kelurahan; 

c. Menetapkan peserta yang diundang pada Rembug Warga; 

d. Menyampaikan undangan Rembug Warga ke Ketua RT; 

e. Menunjuk dan menetapkan pengurus RW atau warga yang 
dipandang mampu untuk menjadi sekretaris pelaksanaan Rembug 
Warga, yang mempunyai tugas: 

1) Menghimpun dan merekapitulasi data potensi infrastruktur, 

sosial, budaya dan ekonomi di tingkat RW: 

2) Mencatat hasil diskusi Rembug Warga dan kesepakatan­ 
kesepakatannya; 

3) Memasukkan hasil kesepakatan Rembug Warga dalam Berita 
acara dan form-form lainnya. 

f. Jika dibutuhkan, Ketua RW dapat menunjuk beberapa warga untuk 
membantu persiapan dan pelaksanaan Rembug Warga. Warga yang 
ditunjuk adalah yang memiliki kemampuan untuk 

menyelenggarakan dialog/diskusi partisipatif, berkomitmen serta 
tidak rnemilild tendensi dan kepentingan pribadi tertentu. 

g. Menetapkan identifikasi potensi infrastruktur, potensi ekonomi dan 
potensi sosial, budaya yang ada di wilayah RW; 

h. Menetapkan daftar potensi infrastruktur, sosial, budaya, dan 
ekonomi yang ada di wilayah RW; 

J. Menetapkan usulan prioritas kegiatan di tingkat RW atau kelurahan 

yang merupakan hasil musyawarah Rem bug Warga; 

j. Menandatangani berita acara hasil Rembug Warga serta form-form 
lain yang terkait dengan hasil Rembug Warga; 
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c. Usulan merupakan "kebutuhan" bukan sekedar "keinginan" serta 

mernperhatikan kemampuan dan potensi warga; 

d, Usulan kegiatan pembangunan yang diusulkan adalah yang terkait 
dengan pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan Pemerintah 
Kata Semarang serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
Perangkat Daerah maupun yang menjad.i kewenangan Pemerintah 
Provinsi maupun Pemerintah Pusat; 

e. Pemilihan usulan sesuai tersebut adalah usuJan solusi prioritas 

yang didapatkan melalui musyawarah dengan memperhatikan: 

,.,. Tingkal Kemendesakan: 

Kebutuhan tersebut tidak dapat ditunda dan apabila tidak 
segera d.itangani akan mengganggu aktivitas warga, 
mengganggu kesejahteraan masyarakat, atau menurunkan 
tingkat pendapatan. Semakin mendesak, semakin tinggi 
rrilainya. 

,.,. Tingkat Kemanfaatan: 

Manfaat kebutuhan tersebut dirasakan oleh banyak orang atau 
kelompok, rnisalnya kelompok perempuan, kelompok miskin, 
kelompok minoritas dan golongan muda. Semakin banyak yang 
rnerasakan manfaatnya, semakin tinggi nilainya. 

l 
I 

infrastruktur, sosial, budaya. dan ekonomi serta prioritas usulan 
kegiatan di tingkat RW atau kelurahan yang akan dapat 

meningkatkan kualitas lingkungan perrnukiman maupun 
kesejahteraan masyaralcat. Daftar potensi dan usulan prioritas 

rersebut selanjutnya akan dibahas dan dimusyawarahkan lebih 
lanjut pada Pra MUSRENBANGKEL dan MUSRENBANGKEL; 

b. Ruang lingkup bahasan pada Rembug Warga meliputi 2 (dua) 

bidang, yaitu: bidang fisik lingkungan (prasarana dan sarana dasar 
infrastruktur lingkungan); serta bidang sosial, budaya dan ekonomi. 

G. Proses Pelaksanaan 

Memberikan pcndapat, saran atau masukan pada saat berlangsungnya 
Rcrnbug Warga dengan ijin dari Kerua RW. 

6. Pemantau 
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untuk rnenginventarisasi, 

menetapkan daftar potensi 

1. Lingkup Pembahasan 

a. Rembug Warga dilaksanakan 

merumuskan, membahas dan 



./ Kcteraediaan Sumber daya: 

Keburuhan tersebut didukung oleh sumberdaya yang cukup 
untuk melaksanakannya. Semakin banyak sumber daya yang 

tersedia untuk melaksanakan kebutuhan tersebut, semakin 

tinggi nilainya. 

f. Usulan program atau keg.iatan yang dibahas pada Rembug Warga, 

terdiri dari: 

1) DaftaT Usulan Kegiatan Prioritas RW bidang lnfraatruktur . 

./ Agar usu1an yang disampaikan lebih terfokus, maka usulan 

kegiatan yang akan di.bawa ke Pra MUSRENBANGKEL paling 
banyak adalah 1 (satu) x jumlah RT yang merupakan 

usulan yang paling prioritas; 

..I Usulan ini merupakan usulan pembangunan fisik sarana 
prasarana yang merupakan kebutuhan di wilayah RW atau 

merupakan usulan yang menjadi cita-cita kedepan untuk 
pengembangan wilayah RW dan atau kelurahan . 

./ Kegiatan konstruksi dilakukan di atas tanah/ lahan aset 
Pernerintah Kota (bukan merupakan milik perorangan, 
swasta, lernbaga atau instansi lain) atau di. lahan yang telah 
dihibahkan/ diseraht.erimakan kepada Pemerintah Kota; 

./ .Jika di wilayah RW rnemang tidak terdapat hal-hal yang 
perlu untuk dirangani {misaloya sarana prasarana sudah 
baik semua), maka dapat mengosongkan usulao 

infrastruktur. 

2) Daftar Usulan Kegiatan Prioritas RW bid.ang Sosial, Budaya 
dan Ekonomi . 

./ Agar usulan yang di.sampaikan lebih terfokus, maka usulan 
kegiatan yang akan di.bawa ke Pra MUSRENBANGKEL paling 
banyak adalab 1 (satu) x jumlah RT yang merupakan 
usulan yang paling prioritas; ditambah l (satu) usulan 

kegiatan khusus untuk pemberdayaan perempuan; 

./ Kegiatan yang mendukung upaya penanggulangan 
kemiskinan dart peningkatan kesejahteraan masyarakat, 
misalnya kerja bakti bedab rumah, pelatihan keterampila.n 
usaha produktif, rintisan pembentukan sentra-sentra 

_lculiner / kerajinan, da.n lain-lain; 
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2. Mekanlsme Pelaksanaan 

Pelaksanaan Rembug Warga terdiri dari 2 (dua) tahapan, yaitu tahap 
Persiapan dan tabap Pelaksanaan, 

a. Tahap Persiapan 

Tahap Peraiapan dilakukan oleh Ketua RW dengan dibantu 
pengurus RW dengan tabapan sebagai berikut: 

./ Usulan berupa pelatihan yang diusulkan harus merupakan 
pelatihan yang akan dimanfaatkan warga untuk 

meningkatkan kesejahteraan; 

./ UsuJan sosialisasi yang diusulkan merupakan kebutuban 
informasi atau pengetahuan yang berguna bagi peningkatan 
kualitas hidup atau peningkatan kesejahteraan masyarakat, 
misaJ sosialisasi pola hidup sehat, sosialisasi babaya 
narkoba, sosialisasi penanganan sampah atau bank 

sampah, dan lain-lain. 

g. Hasil dari pelaksanaan Rembug Warga diserahkan ke Keluraban 
paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan. 

h. Usulan-usulan yang belurn tertampung di dalam daftar usulan 
prioritas dapat diarsip tersendiri untuk menjadi da.ftar panjang 
usulan dari rembug warga tingkat RW sebagai bahan dalarn Pra 
MUSREBANGKEL dan/ atau MUSRENBANGKEL. 

./ Kegiatan berupa penunjang pemberdayaan masyarakat, 
misalnya penguatan pokmas, pengembangan kelurahan 
sehat, peningkatan ketentraman dan ketertiban umum, 

perlindungan masyarakat, dan lain-lain; 

./ Kegiatan berupa penyebarluasan informasi, pengetahuan, 
atau sosialisasi kegiatan dan program pembangunan, 

misalnya sosialisasi Bank Sampah, sosialisasi Pola Hidup 
Sehat, sosialisasi bahaya penyebaran HIV/ AIDS, dan lain­ 
lain; 

v' Kcgiatan penunjang pengernbangan budaya/adat tradisi 
lokal, olahraga non profesional dan olahraga rekreasi, 
misalnya wayangan, warak dugderan, lomba Tari .Jipin, 

sedekah burni, sedekah laut, bersih desa, apitan, 

penyelenggaraan tumamen olahraga di tingkat kelurahan 

dan kecamatan, seleksi untuk lornba di tingkat kecamatan 
atau kota, dan lain-lain; 
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1) Pembukaan oleh Kerua RW 

2} Pengarahan da:ri Tiro Fasilitasi Rem bug Warga yang meliputi: 

./ Menjelaskan makna da.n tujuan pelaksanaan Rembug 
Warga; 

.r Menjelaskan mekanisme musyawarah pada Rembug 
Warga; 

./ Menjelaskan bahwa penyusunan prioritas kegiatan yang 
akan diusulkan akan didasarkan pada potensi yang ada di 

wilayah. Dari potensi yang ada tersebut selaojutnya akan 

disusun impian atau cita-cita yang diharapkan akan 
terlaksana di wilayah kelurahan dan wilayah RW; 

../ Menjelaskan bahwa usulan kegiatan yang akan disepakati 

merupakan usulan dengan usulan pendanaan yang dapat 
berasal dari swadaya, APBD atau sumber lain; 

../ Menjelaskan bahwa hasil Rembug Warga yang kegiatannya 

membutuhkan da.na besar yang tidak memungkinkan 
didanal dengan dana swadaya, akan diajukan ke 
Pemerintah Kota Semarang melalui APBD dan diusulkan 

b. Tahap Pelaksanaan 

Tahap Pelaksanaan Rembug Warga dilakukan dengan tahapan 

sebagai berikut: 

1) Melakukan koordinasi dengan pihak Kelurahan dan Tim 
Fasilitasi Rembug Warga; 

2) Menunjuk pengurus RW atau warga yang akan membantu 

pelaksanaan Rernbug Warga sebagai sekrctaris atau tugas lain 

ya.ng mendukung pelaksanaan; 

3) Menyiapkan dan menghimpun data-data potensi wilayah yang 
dibutuhkan untuk rnendukung pelaksanaan Rembug Warga 
dengan berkoordinasi dengan Kelurahan dan Tim Fasilitasi 
Rembug Warga; 

4) Menyiapkan tern.pat Rembug Warga; 

5) Menyusun dan mengedarkan undangan Rernbug Warga; 

6) Menyiapkan alat tulis dan perlengkapan, seperti: spidol kecil 
dan besar, papan tulis/ white board, pulpen, kertas piano, HVS, 
Isolatif, dan lain-lain. 
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4) Perumusan kesepakatan hasil Rembug Warga kernudian 

dimasukkan dalam form isian yang ditandatangani Ketua RW 
dan salah I (satu) orang perwakilan peserta Rembug Warga; 

5) Selanjutnya rnembahas dan menetapkan delegasi tingkat RW 
untuk mengikuti Pra MUSRENBANGKEL dan 
MUSRENBANGKEL. Delegasi RW terdiri dari 3 (tiga) orang yang 
dianggap rnampu untuk rnenyampaikan dan membahas usulan 
pada Pra MUSRENBANGKEL dan MUSRENBANGKEL. Delegasi 
RW sedapat mungkin terdapat perwakilan dari unsur 
perempuan sebagai representasi keterwakilan perempuan. 

6) Penutupan Rembug Warga oleh ketua RW. 

./ Mempersiapkan usulan di luar daftar usulan prioritas 
sebagai daftar usulan panjang rembug warga tingkat RW 
untuk baban masukan Pra MUSRENBANGKEL dan 
MUSRENBANGKEL. 

./ Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas, kemudian 
dibahas dan disepakati usulan kegiatan prioritas menurut 

bidang infrastruktur, sosial, budaya dan ekonomi 

berdasarkan cita-cita pengembangan wilayah; 

./ Selanjutnya Ketua RW memimpin pembahasan untuk 
menyusun daftar usulan prioritas bidang infrastruktur 
sebanyak-banyaknya 1 (satu) x jumlah RT; dan usulan 
prioritas bidang sosial, budaya dan ekonomi sebanyak­ 
banyaknya 1 (satu) x jurnlah RT sesuai urutan prioritas 

teratas; ditambah l {satu) usulan kegiatan khusus 
pemberdayaan perempuan yang akan diusulkan ke dalam 
Pra MUSRENBANGKEL dan MUSRENBANGKEL; 

3) Pcrnbahasan masalah dan solusi dilakukan dcngan cara: 

./ Membahas potensi wilayah yang dapat digunakan untuk 

menunjang keberhasilan pembangunan dan pcningkatan 

kesejahteraan masyarakat; 

./ Berdasarkan identifikasi potensi yang ada, selanjutnya 
dibahas permasalahan lingkungan yang mendesak untuk 
diselesaikan; 

secara berjenjang mulai dari MUSRENBANGKEL, 

MUSRENBANGCAM dan MUSRENBANG Kota Semarang. 
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PELAKSANA / BULAN/ MINGGU 
NO URAJAN TAHAPAN PENANGGUNG DESEMBER JANUARl 

JAW AB 3 4 1 2 
l Pembentukan tim Lu rah 

Fasilitasi Rembug Warga 
2 Sosialisasi pelaksanaan Lurah 

Rembug Warga oleh Lurah 
3 Penyampaian edaran Lurab 

Lurah tentang .. 
pelaksanaan Rembug 
Warga beserta form- 
fonnnya 

4 Penyampaian jadwal KetuaRW 
Rembug Warga ke 
Kelurahan 

5 Penunjukan dan Ketua RW 
penetapan pelaksana 
Rernbug Warga I~~·· ~ 

Tabel 1 
Usulan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Rem bug Warga 

J. Lampiran Dokumen 

Dokurnen yang disertakan untuk dibawa/ dikirim ke Pra 

MUSRENBANGKEL dan MUSRENBANGKEL adalah sebagai berikut: 

l. Daftar Hadir Rembug Warga; 

2. Peta lokasi usulan sarana prasarana fisik [apabila tersedia dan 
cliperlukan); 

3. Daftar Usulan Kegiatan Prioritas Bidang Infrastruktur (Form. RW 1); 

4. Daftar Usulan Kegiatan Prioritas Bidang Sosial, Budaya dan Ekonomi 
(Form. RW 2). 

l. Anggaran/Pendanaan 

Pendanaan kegiatan rem bug warga berasal dari APBD Kota Semarang dan/ 
atau swadaya masyarakat. 

Rcrnbug Warga menghasilkan dokumen akhir berupa: 

1. Daftar Usulan Kegiatan Prioritas Bidang Infrastruktur (Form. RW l); 

2. Daftar Usu\an Kegiatan Prioritas Bidang Sosial, Budaya dan Ekonomi 
(Form. RW 2). 

3. Daftar Panjang Usulan diluar Prioritas sebagai bahan masukan Pra 

MUSRENBANGKEL dan MUSRENBANGKEL. 

H. Keluaran 
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A CARA 
PENANGGUNG 

NO DURASI JAWAB 
1 ± 5 menit Pembukaan KetuaRW 
2 ± 10 menit Pengarahan dari Tim Fasilitasi Tim Fasilitasi 

Rembug Warga Rembug Warga 
3 ± 30 menit Identifikasi, pembabasan dan KetuaRW 

penyepakatan potensi infrastrukrur, 
sosial, budaya, dan ekonomi yang ada 
di wilayah 

4 ± 45 meoit Pembahasan daftar usulan kegiatan KetuaRW 
yang sudah mencakup potensi 
infrastruktur, sosial, budaya, dan 
ekonomi yang ada 

5 ± 30 menit Pembahasan Daftar Usulan. Kegiatan Ketua RW 
Prioritas Infrastruktur dan Prioritas 
Sosial, Budaya & Ekonomi 

6 ± 10 menit Perumusan basil dan pengisian form Ketua RW 

7 ± S rneriit Pembahasan dan penetapan delegasi Ketua RW 
ke Pra MUSRENBANGKEL dan 
MUSRENBANGKEL 

8 ± 5 menit Penutupan KetuaRW 

Tabel2 
Pedoman Susunan Acara Rembug Warga 

PELAKSANA I BULAN / MJNGGU 
NO URAIAN TAHAPAN PENANGGUNG DE SEMBER JANUARI 

JAWAB 3 4 1 2 
6 Identifikasi data potensi Ketua RT . 

infrastruktur, budaya dan - 
ckonomi, sosial. .. - 

- 
7 PEI,AKSANMN REMBUG Ketua RW --' ': - 

WARGA 
8 Pengiriman hasil Rembug Ketua RW 

Warga ke Kelurahan ,, 
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Semarang, . 
Ketua RW . 

No Urut 
Prioritas Jenis Kegiatan Lokasi RT/RW Volume Potensi Partisipasi 

Masyarakat 

1 z 3 4 s 
1. 

6 

2 . 
... dst 

RW 
Kelurahan 
Kecamatan 

DAFTAR USULAN KEGIATAN PR[ORITAS RW BIDANG INF'RASTRUKTUR 

Form RW. 1. 
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Diisi volume darijenis kegiatan misal: "700 meter persegi", 
"13 meter kubik" , dsb. 

Diisi dengan potensi partisipasi masyarakat yang dapat 
dilakukan untuk .mendukung kegiatan yang dimaksud. 

Diisi dengan nomor urut prioritas yang mencakup bidang 
infrastruktur 

Diisi jenis/ nama usulan kegiatan sesuai prioritas, potensi 
wilayah yang sudah disepakati Rem bug Warga 

(jurnlah usulan = 1 (satu) x jurnlah RT) 

Diisi keterangan spesifik lokasi/ alamat dari jenis kegiatan 
yang diusulkan. Lokasi/ alamat usulan dapat berupa nama 
ruas jalan (misalnya Jalan Mutiara V, Jalan Kanguru IJ, 
dll], tetenger (misalnya persimpangan/ bundaran 
Perumahan Tulus Harapan, pertigaan Gapura Masjid, dll) 

Diisi nama RT tempat usulan misal : RT 07 atau dapat lebih 
dari 1 [satu) RT misal RT 01 & RT 03 

Diisi nama RW tempat usulan, jika usulan merupakan 
prioritas dari RW sesuai hasil Rembug Warga namun belum 
mun cu I dari usulan RT 

Kolom '6 

Kolom 5 

Kolom 4 

Kolom 3 

Kolom 2 

Kolom 1 

Perunjuk Pengisian: 
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Semarang, .. 
Ketua RW . 

No Urut 
Prioritas Jenis Kegiatan Lokasi RT/RW Volume Potensi Partisipasi 

Masyarakat 

I 2 3 4 
1. 

s 6 

2 . 
... dst 

RW 
Kelurahan 
Kecamatan 

DAFTAR USULAN KEGIATAN PRIORITAS RW BIDANO SOSIAL, BUDAYA & EKONOMI 

Form RW. 2. 
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Diisi jenis/ nama usulan kegiatan sesuai prioritas, potensi 
wilayah yang sudah disepakati Rembug Warga 

(iumlah usulan "' 1 [satu] x jumlab RT) ditambah 1 {satu) 
usulan kegiatan khusus untuk pemberdayaan pcrempuan. 

Diisi keterangan spesifik lokasi/ alamat dari jenis kegiatan 
yang diusulkan. Lokasi/ alamat usulan dapat berupa nama 
ruas jalan [misalnya Jalan Mutiara V, Jalan Kanguru Il, 
dll], tetenger (misalnya persimpangan/ bundaran 
Perumahan Tulus Harapan, pertigaan Gapura Masjid, dll) 

Diisi nama RT tempat usulan misal : RT 07 atau dapat lebih 
dari 1 (satu) RT misal RT 01 & RT 03 

Diisi narna RW tempat usulan, jika usulan merupakan 
prioritas dari RW sesuai hasil Rembug Warga namun belum 
muncul dari usulan RT 

Diisi volume dari jenis kegiatan misal: "1 kali kegiatan 
sosialisasi dengan peserta ± 100 orang'', "12 kali pelatiban 
dengan peserta ± 30 orang", "1 kali kegiatan wayangan 
dengan peserta ± 200 orang. 

Diisi dengan potensi partisipasi masyarakat yang dapat 
dilakukan untuk mendukung kegiatan yang dimaksud. 

Kolom 6 

Kolom 5 

Kolorn 4 

Kolom $· 

Kolom 2 

Petunjuk Pengisian: 
Kolorn 1 Diisi dengan nomor urut prioritas yang mencakup bidang 

sosial, budaya dan ekonorni; serta usulan kegiatan khusus 
untuk pemberdayaan percmpuan. 
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B. Tujuan 
Tujuan penyeleoggaraan MUSRENBANGKBL adalah: 

1. Mendorong partiaipasi dan dialog masyarakat dengan pemangku 
kepentingan Kelurahan dalam penyusunan perencanaan 
pembangunan tahunan di tingkat Kelurahan. 

2. Merumuskan cita-cita dan arahan pembangunan di Keluraban 
berdasarkan potensi clan karakteristik di wilayab Kelurahan; 

A. Pengertian 

MUSRBNBANGKEL adalah forum musyawarah perencanaan 
tahunan di tingkat Kelurahan untuk membahas dan menyepakati 
prioritas rencana kegiatan pembangunan beserta usulan alokasi 

anggaran di tahun anggaran 2019 berdasarkan skala prioritas yang 
akan disampaikan ke MUSRENBANGCAM. MUSRENBANGKEL 

merupakan forum dialogis antara Pemerintah Kelurahan dengan 
pemangku kepentingan lainnya untuk mendiskusikan dan 
menyepakati program pembangunan yang dibutuhkan dan 
merupakan prioritas untuk mencapai cita-cira pembangunan 

wilayah berdasarkan potensi dan karakteristik wilayah yang 
disinergikan dengan perencanaan pembangunan di tingkat kota. 
MUSRENBANGKEL terdiri dari 3 (tiga) tahapan, yaitu PERSlAPAN 

MVSRENBANGKEL, pelaksanaan PRAMUSRENBANGKEL dan 

pelaksanaan MUSRENBANGKEL. 

PETUNJUK TEKNTS 
PEDOMAN PELAKSANAAN 

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN 
KEWRAHAN 

LAMPlRAN 11 
PERATURAN WALtKOTA SEMARANG 
NOMOR 57A TAHUN 2017 
TENT ANG 
PEDOMAN PELAKSANAAN REMBUG WARGA DAN 
MUSYAWARAl-1 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 
KELURAHAN DAN KECAMATAN DALAM RANGKA 
PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH 
DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2019 
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1. Pemerintah Kelurahan, yaitu Lurah; Sekretaris Kelurahan; 
pejabat struktural dan staf Kelurahan; 

2. Pengurus Lernbaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
(LPMK); 

unsur: 
Peserta PRA MUSRENBANGKEL dan MUSRENBANGKEL, rerdiri dari 

E. Peserta 

D. Masukan 

Masukan untuk MUSRENBANGKEL antara lain berasal dari: 
1. Hasil RembugWarga sesuai dengan form-form yang ditetapkan 

yang telah dibahas sebelumnya di PRA MUSRENBANGKEL; 

2. Daftar Usulan Prioritas Kelurahan; 
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan di 

wilayah kelurahan; 
4. Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD di wllayah kelurahan. 

MUSRENBANGKEL dilaksanakan dan berternpat di wilayah 
Kelurahan. 

dan MUSRENBANGKEL 3. Pelaksanaan kegiatan PRA 

3. Menyepakati usulan prioritas masalah dan kegiatan yang akan 
diuaulkan ke MUSRENBANGCAM untuk menjadi kcgiatan 

Perangkat Daerah Kecamatan atau yang akan diteruskan ke 
M USRENBANGKOT untuk mcnjadi kegiatan Perangkat Dae rah; 

4. Mensinergikan perencanaan di tingkat Kola (RPJPD, RPJMD, 

RTRW, dan lain-lain) dan Kecamatan dengan perencanaan dan 
cita-cita yang ingin dicapai di wilayah Kelurahan tersebut. 

C. Waktu dan Ternpat Pela.ksanaan 

1. Pelaksanaan MUSRENBANGKEL didahului dengan pelaksanaan 
PRA MUSRENBANGKEL sebagal bagian tidak terpisahkan dari 

pelaksanaan MUSRENBANGKEL. PRA MUSRENBANGKEL 

dilaksanakan paling lambat pada minggu ke-4 (empat} bulan 

-Jarruari 2018; 
2. MUSRENBANGKEL d.ilaksanakan paling lambat pada minggu ke- 

4 [empat] bulan Januari 2018; 
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Narasumber dalam pelaksanaan PRA MUSRENBANGKEL dan 
MUSRENBANGKEL, terdiri dari Camat, LPMK Kelurahan, Lurah, 

l. Unsur Narasumber 

F. Naras'umber 

3. Anggota DPRD, yaitu anggota DPRD Kota Semarang dari Daerah 
Pcmilihan setempat a.tau yang berdomisili di wilayah Kelurahan 
sctempat; 

4. Pcngurus Partai di tingkat kclurahan; 
5. Delegasi RW dan organisasi kemasyarakatan di Kelurahan, 

yaitu: 
a) Delegasi utusan dari rnasing-rnasing RW yang sekurang­ 

kurangnya berjumlah 3 (tiga) orang tiap RW; 
b) Perwakilan Sadan Keswadayaan Masyarakat (BKM) 

Kelurahan; 
c) Organisasi atau lembaga masyarakat di tingkat Kelurahan 

(Karang Taruna, kader Posyandu, Forum Anak Kelurahan, 
PKK, Pengurus Pos PAUD, Kelompok Kerja Kelurahan Sehat, 
clan lain-lain); 

d) Tokoh Agama/Masyarakat, tokoh perempuan atau 
pengurus organisasi perempuan; 

e) Majelis Taklim arau majelis keagamaan lainnya yang ada di 

Kelurahan; 
f) Perwakilan warga miskin; 

g) Kelompok Profesi (guru, dokter, pengusaha, dan lain-lain); 
h) Kelompok usaha kecil (sektor informal); 
i) Komite Sekolah Negeri dan Swasta yang ada di wilayah 

Kelurahan; 

j) LSM yang berdomisili dan beraktivitas di wilayah Kelurahan 
setempat, 

k) LSM Jain yang peduli terhadap proses perencanaan 
pembangunan partisipatif di Kota Semarang; 

1) Kepala Puskesmas yang membawahi wilayah Kelurahan 
bersangkutan; 

m) Perwakilan Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan (UPTD/B) 
SKPD yang ada di wilayah Kelurahan/Kecamatan. 
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b. Menjadi narasurnber pada pelaksanaan MUSRENBANGKEL. 

H. Peran dan Fungsi Pelaku Kegiatan 

Peran dan fungsi dari pelaku kegiatan MUSRENBANG Kelurahan, 

yaitu: 
1. Camat 

a. Melakukan pemantauan dan monitoring pelaksanaan 
MUSRENBANGKEL. 

G. Penyelenggara dan Fasilitatcr 

Untuk mendukung penyiapan dan pelaksanaan sampai dengan 
penyusunan hasil MUSRENBANGKEL, maka dibentuk tim 
penyelenggara dan fasilitast MUSRENBANGK.EL yang melibatkan 

unsur masyarakat dan pemerintah Kelurahan dengan Lurah sebagai 
penanggungjawabnya. Tim Penyelenggara dan Fasilitasi 
MUSRENBANGKEL dibentuk dan ditetapkan oleh Lurah pada saat 
pelaksanaao Persiapan MUSRENBANGKEL I, yang terdiri dari Ketua, 
Sekretaris dan beberapa anggota sesuai kebutuhan. Tim 

Penyelenggara dan Fasilitasi MUSRENBANGKEL juga bertugas 
sebagai fasilitator pe1aksanaan MUSRENBANGKEL. Tim 

Penyelenggara dan Fasilitasi MUSRENBANGKEL harus melibatkan 
unsur Pemerintah Kelurahan, LPMK dan atau warga masyarakat 
yang memiliki pengetahuan dan keterampilan untu.lc memfasilitasi 

dialog/musyawarah partisipatif atau yang pernah mendapatkan 
pelatihan fasilitator perencanaan partisipatif. 

2. Togas Narasurnber 
a. Menyampaikan dan memberikan informasi yang perlu 

diketahui peserta sebagai bahan dalam proses pengambilan 
keputusan PRA MUSRENBANGKEL dan 

MUSRENBANGKEL; 
b. Lurah selain menyampaikan hal yang sebagaimana dimaksud 

pada huruf 2a juga rnenyarnpaikan program/ kegiatan 

prtoritas Kelurahan; 

serta anggota DPRD yang berasal dari Daerah Pemilihan [Dapil] 

atau yang bertempat tinggal di wilayah Kelurahan setempat. 
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terbuka, efektif, dan efisien; 

MUSRENBANGKEL dan 

penyelenggaraan PRA 
MUSRENBANGKEL secara 

anggaran • Mengelola 

2. Lurah 
a. Persiapan MUSRENBANGKEL 

• Bertanggungjawab tcrhadap rangkaian pelaksanaan PRA 
MUSRENBANGKEL dan MUSRENBANGKEL; 

• .Memfasilitasi dan menetapkan pembentukan tim 

penyelenggara dan fasilitasi MUSRENBANGKEL, yang 
harus terdiri dari unsur masyarakat (LPMJC) dan unsur 
Pemerintah Kelurahan; 

• Memfasilitasi rapat persiapan MUSRENBANGKEL dan 

PRA MVSRENBANGKEL 

• Menyiapkan kegiatan yang bersifat lint.as RW atau dalam 
skala Kelurahan. Kegiatan ini merupakan usulan dari 
Kelurahan yang dianggap penting dan mendesak untuk 
dilaksanakan serta usulan-usulan yang berasal dari 

Pokok-Pokok Pikiran DPRD. Usulan prioritas ini bersama 
deogan hasil Rembug Warga akan dibahas pada PRA 
MUSRENBANGKEL dan pelaksanaan MUSRENBA.!'JGKEL 

yang menjadi bagian dalam Usulan Kegiatan Prioritas 

yang akan dikirimkan ke MUSRENBANGCAM; 

• Berkoordinasi dengan anggota DPRD di Dapil tentang 
usulan pokok-pokok pikiran DPRD yang berlokasi di 

wilayah kelurahan; 

• Berkoordinast dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas atau 
Badan (UPTD atau SKD) terkait dan Perangkat Daerah 
teknis lain untuk mendapatkan informasi kegiatan pada 
tahun 201'7 serta rencana di tahun 2018 yang akan 

dilaksanakan di wilayah keluraban; 

• Menetapkan jadwal pelaksanaan PRA 
MUSRENBANGKEL dan MUSRENBANGKEL. Jadwal dan 

tahapan pelaksanaan harus diurnumkan .secara Iuas 

kepada rnasyarakat dan juga disampaikan kepada 
Kecamatan; 
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• Bcrkoordinasi dengan Camat terka!t dcngan pela.ksanaan 

PRA MUSRENBANGKEL dan MUSRENBANGKEL. 

b. Pelaksanaan PRA MUSRENBANGKEL 

• Membuka acara PRA MUSRENBANGKEL; 

• Mcnyampaikan prioritas pembangunan kelurahan; 

• Menutup acara pelaksanaan PRA MUSRENBANGKEL. 

c. Pelaksanaan MUSRENBANGKEL 

• Membuka acara MUSRENBANGKEL; 

• Menyampaikan prioritas pembangunan kelurahan; 

• Bersama-sarna dengan Ketua LPMK menandatangani 

berita acara basil MUSRENBANGKEL; 

• Bersama-sama dengan Ketua LPMK menandatangani 

Usulan Kcgiatan Prioritas Kelurahan yang merupakan 

kesepakatan hasil MUSRENBANGKEL sesuai form-form 

terlampir; 

• Menetapkan tim delegasi untuk mengikuti 

MUSRENBANGCAM, sesuai dengan kesepa.katan hasil 

MUSRENBANGKEL; 

• Menutup acara pelaksanaan MUSRENBANGKEL. 

3. Ketua LPMK 

a. Memfasilitasi pembahasan PRA MUSRENBANGKEL uotuk 
menentukan cita-cita dan arahan pembangunan di wilayah 

kelurahan; 

b. Beraama-sama dengan Tim Penyelenggara dan Fasilitasi 

MUSRENBANGKEL menetapkan hasil PRA 

MUSRENBANGK.EL berupa Daftar ldentifikasi Potensi 

Wilayah serta rumusan daftar skala prioritas untuk dibahas 

dan ditetapkan di MUSRENBANGKEL; 

c, Bersarna-sarna dengan Lurah menandatangani berita acara 

hasil MUSRENBANGKEL. 

d. Bersarna-sarna dengan Lurah dan Koordinator BKM 

menandatangani Usulan Kegiatan Prioritas Kelurahan yang 

merupakan kesepakatan hasil MUSRENBANGKEL sesuai 

form-form terlampir. 

e. Ketua LPMK dapat terJibat dalam Tim Penyelenggara dan 

Fasilitasi. 
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I. Tahapan Pelaksanaan 

MUSRENBANGKEL merupakan kelanjutan dari Rembug Warga dan 

mcrupakan bagian dari rangkaian pelaksanaan MUSRENBANGCAM. 

Mekanisrne pelaksanaan MUSRENBANGKEL terdiri dari tahapao 
Persiapan MUSRENBANGKEL, Pelaksanaan PRA MUSRENBANGKEL 

dan Pelaksaoaan MUSRENBANGKEL. Lurab bertanggungjawab 

4. Tim Penyelenggara dan Fasilitasi 

a. Melaksanakan seluruh proses MUSRENBANGKEL, mulai dari 
tahap persiapan, pelaksanaan PRA MUSRENBANGKEL dan 

MUSENBANOKEL, serta pasca pelaksanaan 
MUSRENBANGKEL. 

b. Memfasilitasi pelaksanaan PRA MUSRENBANGKEL dan 
MUSRENBANGKEL agar dapat berjalan sesual dengan 
prinsip-prinsip percncanaan partisipatif. 

c. Berkoordinasi dengan Tim Fasilitasi Rembug Warga. 

d. Menghimpun basil Rembug Warga. 
e. Menyusun tata tertib dan mekanisme pembahasan PRA 

MUSRENBANGKEL dan MUSRENBANGKEL. 

f. Menyiapkan kebut:uhan penyelenggaraan PRA 

MUSRENBANGKEL dan .MUSRENBANGKEL. 

g. Memastikan keterwakilan peserta dari seluruh unsur 
masyarakat. 

5. Delegasi RW 

a. .Memberikan penjelasan, klarifikasi, usulan serta solusi (basil 
dar:i kegiatan Rembug Warga RW). 

b. Memberikan masukan/pendapat pada saat pembahasan. 

6. Peserta Lainnya 

Member:i.kan usulan, saran atau pendapat dalam pembahasan 
cita-cita dan arahan pembangunan di tingkat Kelurahan beserta 
langkah-langkahnya. 

7. Pemantau 

Memberikan pendapat, saran atau masukan pada saat 
berlangsungnya PRA MUSRENBANGKEL dan MUSRENBANGKEL 
dengan ijin dari pimpinan rapat PRA MUSRENBANGKEL dan 
MUSRENBANGKEL. 
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rerhadap pelaksanaan Rembug Warga dan seluruh tahapan 

M USRENBANGKEL. 

1. Persiapan MUSRENBANGKEL 

A. Rapat Persiapan MUSRENBANGKEL adalah rapat yang 
dilaksanakan untuk mempersiapkan pelaksan.aan tahapan 
MUSRENBANGKEL yang dipimpin oleh Lurah bersama LPMK 

dengan peserta dari perwakilan LPMK, BKM, staf Kelurahan 
dan perwakilan tokoh masyarakat; 

B. Keglatao yang dilakukan adalah sebagai berikut: 
1) Membentuk dan menetapkan Tim Penyelenggara dan 

Fasilitasi MUSRENBANGKEL, yang terdiri dari Ketua, 
Sekretaris, dan beberapaanggota, dengan rnelibatkan unsur 

LPMK, unsu.r pemerintahan Kelurahan dan unsur 
masyarakat. Tim Penyelenggara dan Fasihtasi 
MlJSRENBANGKEL ditetapkan dengan Surat Keputusan 

Lurah paling lambat pada minggu kedua bulan Januari 
2018. 
Tim Penyelenggara dan Fasilitasi MUSRENBANGKEL 

rnempunyai tugas: 

a) Melaksanakan selurub proses MUSRENBANGKEL, mulai 
dari tahap persiapan, pelaksanaan PRA 
MUSRENBANGKEL dan MUSRENBANGKEL, serta pasca 
pelaksanaan MUSRENBANGKEL; 

b) Menetapkan agenda, tempat dan daftar undaogan PRA 
MUSRENBANGKEL dan MUSRENBANGKEL. Sural 

Undangan ditandatangani oleh Lurah. Menetapkan 
jadwal dan daftar yang diundang pada 
MUSRENBANGKEL. Jadwal dan tahapan pelaksanaan 

MUSRENBANGKEL harus diumumkan kepada 

masyarakat paling Jambat 4 (empat) hari sebelum 

pelaksanaan; 
c) Menyebarkan undangan ke selu.ruh peserta PRA 

MUSRENBANGKEL dan MUSRENBANGKEL; 

d) Mempersiapkan materi untuk pelaksanaan PRA 
MUSRENBANGKEI.. dan pelaksanaan 
MUSRENBANGKEL; 
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e) Berkoordinasi dengan Tim Fasilitasi Rembug Warga, 
Kecarnatan dan Bappeda terkait dengan Rcncana Kerja 
Perangkat Dacrah yang akan dilakukan di wilayah 
kelurahan pad a tahun 2018 dan 2019 serta kcbijakan 

dan rcncana pembangunan di wilayah Kelurahan 
bersangkutan; 

l) Menyiapkan dokumen pendukung (data-data) terkait 
dengan kondlsi geografis, potensi mfrastruktur, potensi 
sosial, potensi budaya dan ekonom.i di Kelurahan; 

g) Menyiapkan seluruh peralatan yang clibutuhkan dalam 

pelaksanaan seperti: whiteboard., spidol dan penghapus, 
sound system, staples, paper clip, kertas piano dan lain­ 
lain; 

h} Menyiapkan tempat/ruang rapat yang representatif dan 
dapat menampung seluruh peserta PRA 

MUSRENBANGKEL dan MUSRENBANGKEL; 

i) Menyedia.kan konsumsi rapat; 

j) Membuat daftar hadir daa mencatat Jalannya diskusi: 

k) Menyampaikan jadwal PRA MUSRENBANGKEL dan 
MUSRENBANGKEL kepada Kecamatan; 

l) Berkoordinasi dengan BKM terkait dengan sinkronisasi 
MUSRENBANGKEL dengan pelaksanaan Rembug Warga 
Tahunan BKM; 

m) Menyampaikan laporan pelaksanaan dan form-form 
terkait ke Kecamatan 

2) Membeotuk Tim Fasilitasi Rembug Warga. Tim Fasilitasi 
Rembug Warga ini dibentuk deogan anggota dari unsur 
pemerinrahan Kelurahan dan tokoh masyarakat/LPMK. Tim 
Fasilitasi Rembug Warga ini mempunyai tugas: 
a) Melakukan koordinasi kepada ketua RW untuk 

memastikan jadwal pelaksanaan Rembug Warga di 

setiap RW sesuai kesepakatan; 
b) Memfasilitasi dalarn mempersiapk.an, mengganda.kan, 

dan membantu pengisian format isian RT /RW; 

c) Memfasilitasi penyediaan data-data pendukung yang 
dibutuhkan dalam pelaksanaan Rembug Warga; 
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2. PRA MUSRENBANGKEL 

A. PRA MUSRENBANGKEL merupakan forum untuk menyusun 
cita-cita masyarakat beserta langkah-langka.hnya di tingkat 

kelurahan berdasarkan potensi dan karakteristik wilayah 
terse but yang disinergikan dengan perencanaan pembanguna.n 

di tingka.t Keca.matan dan Kota. PRA MUSRENBANGXEL juga 

merupakan forum untuk menetapkan materi dan rurnusan 
bahan untuk dibahas pada MUSRENBANGKEL. PRA 
MUSRENBANGKEL difasilitaei oleh Tim Penyelenggara dengan 
Lurah serta LPMK sebagai narasumber dan pengarah; 

B. Peserta PRA MUSRENBANGKEL adalah Lurah, LPMK, 

perwakilan dari RW, BKM, pendamping dari Kecarnatan, 
Bappeda, perwakilan dari organisasi di tingkat Kelurahan, Unit 
Pelaksana Teknis Dinas/Bagian (UPTD/B), Puskesmas di 

wila.yah Kecamatan, dan perwakilan tokoh masyarakat; 

C. Pada PRA MUSRENBANGKEL dilaksanakan kegiatan sebagai 

berikut: 

1) Menetapkan rancangan acara, tata tertib dan mekanisme 

pembahasan yang aka.n dilakukan di MUSRENBANGKEL; 

2) Menyusun daftar potensi infrastruktur, potensi sosial, 
budaya dan ekonomi sebagai bahan musyawarah penentuan 

arah pembangunan (cita-cita) wilayab Kelurahan yang ingin 

dicapai. Penyusunan daftar potensi wilayah dapat 

rnenggunakan Form Kel.1; 
3) Menyusun arahan pemba.ngunan yang diinginkan (cita-cita) 

di wilayah Kelurahan berdaaarkan karakteristik wilayah 

yang dimiliki. Berdasarkan karakteristik wiJa.ya.h yang telah 

d) Memfasilitasi dan mengarahkan jalannya musyawarah 

pelaksanaan Rem bug Warga hingga menghasilkan daftar 

usulan prioritas di tingkat RW untuk diusulkan pada 

PRA MUSRENBANGKEL dan MUSRENBANGKEL. 

3) Menyusun edaran pelaksanaan Rembug Warga beserta 
form-formnya; 

C. Rapat Persiapan MUSRENBANGKEL dilaksanakan paling 
lambat pada minggu kedua bulan Januari 2018. 
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disepakati inl selanjutnya menjadi acuan daJam penentuan 
tcma, potensi, gambaran perrnasalahan dan gambaran hasil 
yang diinginkan dari Karnpung Tematik yang direncanakan 
(Form Kel. 2); 

4} Mensmergikan perencanaan tingkat kota dan kecarnatan 
dcngan araban pembangunan yang diinginkan (cita-cita) di 

wilayah Kelurahan; 
5) Merumuskan langkah-langkah nyata untuk mencapai arah 

pembangunan (cita-cita) yang telah disepakati; 
6) Membahas hasil Rembug Warga sesuai dengan form yang 

ada; 
7) Mensinkronkan hasiJ Rembug Warga Tahunan (RWT) BKM 

Keluraban setempat dan usulan Pokok-pokok Pikiran 
anggota DPRD dengan usulan dari Rembug Warga serta 

rumusan langkah-Iangkah untuk mencapai arah 
pembangunan [cita-cita] yang telah disepakati; 

8) Membahas isu strategis yang belum masuk dalam basil 
Rembug Warga atau usulan prioritas Kelurahan; 

9) Menyusun dan menyepakati prioritas kegiatan di tingkat 
Kelurahan yang bersifat mendesak dengan skala Kelurahan 
atau lintas RW, yang belum ada pada usulan Rem bug Warga 
atau Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD; 

10) Membahas Daftar Panjang Usulan Kegiatan Kelurahan 
Bidang Infrastruktur yang merupakan gabungan dad 
seluruh Daftar Usulan Kegiatan Prioritas RW Bidang 
infrastruktur (Form RW. l) ditambah usulan diluar daftar 

usulan prioritas sebagai bahan masukan 
MUSRENBANGKEL, daftar usulan kegiatan dari Pokok­ 

Pokok Pikiran DPRD, serta prioritas pembangunan skala 
Kelurahan atau lmtas RW yang belum ada pada usulan 
Rembug Warga; 

ll) Memilab usu Ian kegiatan yang dapat didanai dari APBD Kota 
rnaupun diluar APBD Kota, yaitu yang berasal dari swadaya, 
PNPM, Pamsimas, CSR swasta, atau dari sumber lain; 
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12) Membahas usutan kegiatan yang diusulkan akan didanal 

dari APBD Kota, dengan memilah usulan kegiatan yang 

dapat dilaksanakan sebagai berlkut: 

a) kcgiatan Infrastruktur atau fisik atau konstruksi yang 

dilaksanakan oleh Perangkat Daerah; atau 

b) kcgiatan non fisik atau kegiatan Sosial, Budaya dan 

Ekonomi untuk peningkatan kcsejahteraan masyarakat 

13) Kegiatan pembangunan fisik atau konstruksi yang dapat 

dilak:sanakan oleh Perangkat Daerah adalah kegiatan 

konstruksi yang dilakukan di atas tanah/ lahan aset 

Pemerirrtah Kota atau aset milik urnum, bukan di atas 

tanah( lahan yang dimiliki oleh perorangan atau lembaga. 
Untuk kegiatan yang diusulkan melalui kegiatan Perangkat 

Daerah dipilah rnenjadi : 
a) Usulan Kegiatan INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN 

PERMUKIMAN KELURAHAN, dcngan ketentuan sebagai 
berikut: 
../ Merupakan usulan kegiatan fisik yang dapat didanai 

APBD melalui kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan 
yang merupakan kewenangan dan dapat 

dilaksanakan oleh Kecamatan; 
../ Merupakan usulan kegiatan dengan jumlah dana 

sampai dengan Rp. 150.000.000,- (seratus lima 
puluh juta rupiah); 

,1 Konatruksi pekerjaan fisik jalan dan saluran yang 
menjadi kewenangan Perangkat Daerah kecamatan, 
adalah untuk pekerjaan: 

• konstruks.i jalan lingkungan dengan lebar 
sampai dengan 2,5 meter; 

• konstruksi saluran Ungkungan pennukiman 
lebar sarnpai dengan 30 sentimeter . 

./ Usulan kegiatan infrastruktur tersebut dilaksanakan 
sebagai belanja modal sehingga hanya dapat 

dilakukan pada aset yang lercatat di Pemerintah Kota 
Semarang. 
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./ Usulan kegiatan ini akan dibahas pada 
MUSRENBANGCAM untuk masuk pada rancangan 
Rencana Kerja Perangkat Dacrah Kecamatan, pada 
kegiatan: 

• Pem berdayaan masyarakat dalam peningkatan 
kualitas jalan dan jembatan, yaitu untuk usulan 
pembangunan jalan dan jembatan 

• Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan 
kualitas saluran lingkungan permukiman, yaitu 
untuk usulen pembangunan saluran drainase 

./ Jumlah usulan yang disampaikan kc 
MUSRENBANGCAM sebanyak-banyaknya adalah 3 

(tiga) kali jumlah RW yang ada. .Jadi, misalnya di 
Keluraban A terdapat 10 (sepuluh) RW, maka jumlah 

usulan yang dapat disampaikan ke 
MUSRENBANGCAM sebanyak-banyaknya adalah 30 

(tiga puluh) usulan yang merupakan prioritas dengan 

skor nilai tertinggi. Jumlah dan lokasi yang 
diusulkan adalah berdasarkan prioritas, bukan 
sekedar bagi rata ke seluruh RW yang ada. Jumlah 
usulan yang disampaikan kc MUSRENBANGCAM 

adalah merupakan jumlab maksimal yang dapat 
diusulkan, sehingga dimungkinkan untuk 
mengusulkan kurang dari batasan maksimal jika 
memang di wilayah Kelurahan tidak membutuhkan 
usulan kegiatan lagi; 

./ Sisa usulan lain yang berasal dari Rembug Warga 
tetap masuk dalam rumusan Daftar Panjang Usulan 
Kegiatan di Musrenbang Kelurahan (Form Kel. 3), 

sebagai bahan pertimbangan untuk 
MUSRENBANGKEL tahun berikutnya. Usulan di luar 
prioritas sebanyak 3 (tiga) kali jumlab RW juga 
mcnjadl bahan pertimbangan dan dibahas pada 
MUSRENBANGCAM, jika rnernang mendesak untuk 
dilaksanakan serta menjadi daftar panjang (long list) 
di tingkat kecamatan; 
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./ Usulan yang disampaikan adalah usuJan dcngan 
teknologi sederhana dan resiko kegagalan konstruksi 
yang keel!. 

b] Usulan Kegiatan INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN 

PERMUKIMAN MELALUJ FASILITASI MUSRENBANG 

KECAMATAN, dengan ketentuan sebagai berikut: 

Merupakan usulan prioritas Kelurahan yang bersifat 
mendesak dan lintas wilayab RW yang 
membur.uhkan pendanaan diatas Rp. 150.000.000,­ 
(seratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 
200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); 

Usulan kegiatan .ini akan dibahas pada 
MUSRENBANGCAM untuk dimasukkan pada 
Rencana Kerja Perangkat Daerah Kec:amatan pada 
kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil 
Musrenbang; 

Jumlah usulan yang disampaikan ke 
MUSRENBANGCAM sebanyak-banyaknya adalah 3 
(tiga) usulan yang merupakan prioritas dengan skor 
nilai tertinggi; 

Jenis pekerjaan yang dapat diusulkan adalah 
pekerjaan-pekerjaan fisik sarana prasarana 
Infrastruktur (pembangunan jalan} jembatan, 
saluran, talud, taman RTH, pembangunan lapangan 
o1ahraga) yang berada di dalam lingkungan 
perumahan atau permukiman, selain usulan 
pemasangan Penerangan Jalan Um.um (PJU). Usulan 

PJU hanya dapat diusulkan dan dilaksanakan oleh 
Perangkat Daerah teknis (Dioas Perumahan dan 

Kawasan Permukiman); 

UsuJan kegiatan infrastruktur tersebut dilaksanakan 
sebagai belanja modal sehingga hanya dapat 
dilakukan pada aset yang tercatat di Pemerintab Kota 
Semarang. 
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PERMUKIMAN dengan kebutuhan pendanaan di atas 

Rp. 200.000.000,· (dua ratus juta rupiah). Usulan 

kegiatan ini akan dibahas pada MUSRENBANGCAM 

unluk dlmasukkao pada usulan Rencana Kerja 
Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan 

Permukiman tahun 2019; 
Konstruksi pekerjaan fisik jalan dan saluran yang 
menjadi kewenangan Perangkat Daerah Dinas 
Perurnahan dan Kawasan Permukiman, adalah 

unruk pekerjaan: 
konstruksi jalan lingkungan lebar diatas 
2,5 meter; 

usulan INFRASTRUKTUR JALAN, 

DAN JEMBATAN LINGKUNG.'\N 

Merupakan 

SALURAN 

Sisa usulan lain yang berasal dari Rembug Warga 

atau prioritas Kelurahan tetap dirnasukkan dalam 
Daftar Panjang Usulan Kegiatan, sebagai bahan 

pertimbangan untuk MUSRENBANGKEL tabun 

berllrutnya. 
Usulan hanya dapat dilaksanakan jika berada di atas 
tanah yang merupakan aset Pemerintah Kota 
Semarang. Jika usulan yang disampaikan 
membutuhkan ketersediaan Iahan, maka barns 

dijelaskan lokasi dan alamat jelasnya serta status 

kepemilikan lahannya; 
c) Usulan Kegiatan INFRAS'J'RUKTUR KEWENANGAN 

PERANGKAT DAERAH TEKNIS, deogan ketentuao 

sebagai berikut: 

Konstruksi pekerjaan fisik Jalan dan saluran yang 

menjadi kewenangan Perangkat Daerah kecamatan, 

adalah untuk pekerjaan: 

• konatruk1i jalan llngkungan dengan lebar 

lrurang atau sama dengan 2,5 meter; 
• konstruksl saluran lingkungan pe,:mukiman 

dengan lebar kurang atau sama dengan 30 

senttmeter. 
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permukiman Lehar diatas 30 sentimeter. 
Merupakan usulan JNFRASTRUKTUR JALAN, 

SALURAN DAN JEMBATAN DI LUAR LINGKUNGAN 

PERMUKlMAN dengan usulan anggaran di atas Rp, 

200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Usulan 

kegiatan ini akan dibahas pada MUSRENBANGCAM 

untuk dimasukkan pada usulan Rencana Kerja 

Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umurn tahun 

20l9; 

Merupakan usulan lNFRAS'l'RUKTUR T~<\JNNYA yang 
merupakan kebutuhan di wiJayah dengan usulan 

anggaran sesuai dengan kebutuban (tidak ada 

pembatasan usulan anggaran). Usulan kegiatan ini 
akan dibahas pada MUSRENBANGCAM untuk 

di.masukkan pada usulan Rencana Kerja Perangkat 
Daerah teknis infrastruktur yang terkait. Misal : 

pengadaan kontainer sampab, RTH kawasan 

perkotaan, dll. 
Merupakan usulan pemasangan lampu Penerangan 
Jalan Umum (PJU) dan usulan lain yang terkait 

dengan kewenangan yang hanya dapat dilaksanakan 

oleh Perangkat Daerab teknis dengan usulan 

anggaran sesuai dengan kebutuhan (tidak ada 

pembatasan usulan anggaran). Usulan kegiatan mi 

akan dibahas pada MUSRENBA1~GCAM untuk 

dimasukkan pada usulan Rencana Kerja Perangkat 

Daerah teknis infrastruktur yang terkait; 

Jumlah usulan yang disampaikan ke 

MUSRENBANGCAM sebanyak-banyaknya adalah 7 

(tajuh) usulan yang merupakan pricritas dengan 

skor nilai tertinggi: 
Sisa usulan lain yang berasal dari Rembug Warga 

atau pricritas Kelurahan tetap dimasukkan dalam 

Daftar Panjaog Usulan Kegiatan, sebagai bahan 

lingkungan saluran konstruksi 
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pertimbangan untuk MUSRENBANGKEL tahun 

bcrikutnya. 
.Jika usulan yang disampaikan membutuhkan 
ketersediaan Jahan, maka harus dijelaskan lokasi 
dan alarnat jclasnya serta status kepemilikan 

lahannya; 
141 JumJah usulan anggaran atas pekerjaan fisik infrastruktur 

yang diusulkan, antara lain dapat ditentukan dengan 
memerhatikan peraturan terbaru tentang Standarisasi 
Harga Satuan Bahan Bangunan, Upah dan Analisa 

Pekerjaan Pemerintah Kota Semarang. 
151 Usu.Ian Kegiatan Pemberdayaan Perernpuan Di Lingkungan 

Perrnukiman, dengan ketentuan sebagai berikut: 
../ Digunakan untuk mem.fasilitasi kegiatan-kegiatan 

perempuan di kelompok RT, RW ma:upun Kelurahan 
yang bertujuan: meningkatkan kualitas kehidupan 
perempuan, kesejahteraan perempuan, kemandirian 
perempuan serta dapat bermanfaa.t bagi pribadi, 

keluarga dan lingkungan; 

../ Total pagu anggaran per kelurahan adalah Rp. 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). 

16) Usulan Kegiatan Non Fisik atau Usulan Kegiatan Sosial, 
Budaya dan Ekonomi Lingkungan Permukiman (selain 
kegiatan Pernberdayaan Perempuan], dengan ketentuan 
sebagai berikut: 
../ Usulan kegiatan ini akan menjadi roasukan bagi 

penyusunan kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan dan 
Perangkat Daerah Teknis terkait pada ranca.ngan 
Rencana Kerja Perangkat Daerah; 

.., Usu1an kegiatan Sosial, Budaya dan Ekonomi 
merupakan kegiatan berbasis pemberdayaan 
masyarakat (di luar kegiatan pembangunan fisik] yang 
antara lain rneLiputi: 

Kegiatan yang mendukung upaya penanggulangan 
kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan 
masyarakat, rnisalnya kerja bakti bedah rumah, 
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pengetahuan, kampanye, atau sosialisasi kegiatan 

dan program pembangunan, misalnya sosialisasi 

Bank Sampah, sosialisasi Pola Hidup Sebat, dan lain­ 

lain; 

Kegiatan penunjang pernberdayaan lanjul usia 

{lansia), misalnya penguatan lansia melalui seminar/ 
sosialisasi, persiapan menghadapi masa pensiun, dll 

,/ Usulan uu harus benar-benar memperhatikan 

kemampuan, potensi warga dan kebutuhan nyata di 
wilayah.; 

./ Usulan yang mendukung pengembangan Kampung 
Tematik sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayah 
menjadi salah satu faktor prioritas usulan; 

" Usulan berupa pelatihan yang diusulkan harus 

merupakan pelatihan yang akan dimanfaatkan warga 
untuk meningkatkan kesejahteraan. 

informasi, penyebarluasao bernpa Kegiatan 

masyarakat, misalnya penguatan peranan pokmas, 

pcngembangan kelurahan sehat, peningkatan pola 
hidup sehat masyarakat, peningkatan ketentraman 

dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan 

lain-lain; 

pemberdayaan penunjang berupa Kegiatan 

pelatihan ketcrampilan usaha produktif, rintisao 

pembcntukan sentra-sentra kuliner/kerajinan, dan 

lain-lain; 

Kegiatan penunjang pengernbangan budaya/adat 
tradisi lokal, olahraga non profesional dan olahraga 
rekreasi, misalnya wayangan, warak dugderan, lomba 
Tari Jipin, sedekah bumi, sedekah laut, bersih desa, 

apitan, penyelenggaraan turnamen olahraga di tingkat 

kelurahan dan kecamatan, seleksi untuk lomba­ 
lomba yang diselenggarakan di tingkat kecamatan 
atau kota, dan lain-lain; 
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./ Usulan sosialisasi yang diusulkan merupakan 
kebutuhan informasi atau pengetahuan yang berguna 
bagi peningkatan kualitas hldup atau peningkatan 
kesejahteraan masyarakat, misal sosialisasi pola hidup 
schat, sosialisasi bahaya pcnyalahgunaan narkoba, 
sosialisasi Bank Sampah, pembcrdayaan & penguatan 

lansla dan lain-lain. 

1 7) Menyusun dan menyepakati rumusan hasil PRA 

MUSRENBANGKEL, yang terdiri dari: 
a) Daftar Identifi.kasi Poteosi Wilayah; 

b) Data Identifikasi Kampung Tematik; 
c) Rumusan arahan pembangunan (cita-cita) wilayah 

kelurahan yang telah disepakati; 
d) Rurnusan Daftar Panjang Usulan Kegiatan di 

Musrenbang Kelurahan; 
e) Rumusan Usulan Kegiatan lnfrastruktur Llngkungan 

Permukiman Kelurahan; 
f) Rumusan Usulan Kegiatan [nfrastruktur .Jalan, Saluran 

dan .Jembatan Lingkungan Permukiman melalui 
Fasilitasi Musrenbang Kecamatan; 

g) Rumusan Usulan Kegiatan Infrastruktur Kewenangan 

Perangkat Daerab Teknis; 
h) Rum.usan Usulan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan; 
i) Rumusan Usulan Kegiatan Sosial, Budaya dan Ekonomi 

Lingkungan Permukiman. 
18) Penyusunan rumusan-rumusan tersebut dilakukan dalam 

Rapat PRA MUSRENBANGKEL secara musyawarah mufakat 
dengan memerhatikan prineip-prinsip partisipatif. Langkah­ 
langkah yang dilakukan adalah sebaga.i berikut: 
a) Merumuskan kriteria dalam menentukan prioritas. 

Perurnusan kriteria prioritas untuk menyeleksi usulan 
kegiatan dapat menggunakan pendekatan yang 

sederhana dengan batasan/rurnusan : 
./ Kesesuaian dengan arahan (cita-cita) pembangunan 

wilayah Kelurahan berdasarkan potensi yang dimiliki 
di wilayah, kesesuaian dengan dokumen perencanaan 
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tata ruang (RTRW). kesesuaian dengan perencanaan di 
tlngkat Kota; 

../ Tingkat Kernendesakan: 
Kebutuhan tersebut tldak dapat ditunda dan apabila 

tidak segera d.itangani akan mengganggu aktivitas 

warga, mengganggu kesejahteraan rnasyarakat, atau 
menurunkan tingkat pendapatan. Semakin 
mendesak, semakin tinggi nilainya . 

../ Tingkat Kemanfaatan: 
Manfaat kebutuhan tersebut dirasakan oleh banyak 

orang atau kelompok, misalnya kelompok perempuan, 
kelompok miskin, kelompok rninoritas dan golongan 
muda. Sernakin banyak yang merasakan manfaatnya, 
semakin tinggi ni1ainya . 

../ Ketersediaan Sumber daya: 
Kebutuhan tersebut didukung oleh sumberdaya yang 

cukup untuk melaksanakannya. Semakin banyak 
surnber daya yang tersedia untuk melaksanakan 

kebutuhan tersebut, semakin tinggi nilainya. 

Proses penghitungannya dilakukan dengan scortnq 

rnenggunakan skala nilai sebagai berikut: 
1 : tidak mendesak/bermanfaat/mendukung 
2: kurang mendesak/bermanfaat/mendukung 
3: mendesak/bennanfaat/mendukung 
4 : sangat mendukung 

b) Untuk kegiatan yang akan diusulkan dibiayai dari APBD, 
prioritas kegiatan yang dihasilkan akan terbagi menjadi 
2 (dua), yaitu prioritas utama dan prioritas lanjutan . 
../ Pricrrtas Utama adalah prioritas yang a.kan diajukan 

pada MUSRENBANGCAM untuk diteruskan ke Forum 
Perangkat Daerah dan MVSRENBANGKOT (untuk 
menjadi kegiatan Perangkat Daerah atau melalui 
mekanisrne hibahj'bantuan sosial) atau diusulkan 

didanai dari kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan, 
yaitu melalui kegiatan-kegiatan Pemberdayaan 
Masyarakat Dalam Pembangunan Wilayah (eks 
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kontingensi) dan kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan 

Pembangunan Hasil MUSRENBANGCAM; 
../ Prioritas Lanjutan adalah prioritas daftar tunggu 

untuk tahun berikutnya 

c) Proses penentuan skor usula.n kegiatan dari Rembug 

Warga dilakukan secara online melalui sistem inforrnasi 

SIMPERDA yang dapat diakses pada alamat website 
www.simperda.semaranqkota.qo.id. Semua usulan 
Rembug Warga harus dimasukkan dalam SfMPERDA 

serta harus dilakukan penilaian t.erhadap seluruh 

usulan. 
19) Menyusun rurnusan kriteria tim delegasi Kelurahan ke 

MUSRENBA.1\JGCAJvt. 
20) Menyiapkan dokumen-dolrumen yang diperlukan pada saat 

pembahasan MUSRENBANGKEL, antara lain: 

a) Dokumen Usulan Prioritas Bidang [nfrastruktur serta 

Bidang Sosial, Budaya dan Ekonomi basil Rembug 

Warga dari seluruh RW; 

b] Daftar Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang berlokasi di 

wilayah Kelurahan; 

c) Data Poterisi Wilayah; 

d) Data-data kegiatan pembangunan fisik rnaupun non fisik 

yang akan dilaksanakan di wilayah Kelurahan oleh 

Perangkat Daerah Teknis dan Perangkat Daerah 

Kecamatan; 

e) Basil Rembug Warga Tahunan (RWT) BKM; 

I) Dokumen RPJM/Pronangkis Kelurahan; 

g) Data evaluasi program kegiatan yang sudah dan yang 

sedang dilaksanakan, terutama kegiatan-kegiatan yang 

akan dilakukan di tahun berjalan, baik yang bersumber 

dari APBD kota, APBD provinsi, maupun yang 

bersurnber dari PNPM atau swasta (CSR); 

h) Monografi Kelurahan (]uas wilayah, struktur organisasi 

Kelurahan, jurnlah penduduk, fasilitas sosial, fasilitas 

umum, sarana keagamaan); 

i] Peta tingkungan RW (potensi dan perrnasalahan): 

• 55 - 



3. Pelaksanaan MUSRENBANGKEL 

A. Dalam MUSRENBANGKEL, fokus acara adalah untuk merinci 

dan menyepakati prioritas usulan yang tertuang dalarn Daftar 

Skala Prioritas Kelurahan. Daftar ini merupakan daftar panjang 

yang harus rrtemuat seluruh usulan baik yang berasal dari 
Rernbug Warga., Prioritas Kclurahan dan Pokok-Pokok Pikiran 
DPRD; 

B. Setiap peserta harus sudah mendapatkan materi yang telah 
dipersiapkan oleh Tim Penyelenggara dan Fasilitasi. Materi 
dibagikan kepada peserta selarnbatnya pada saat pendaftaran 

pelaksanaan MUSRENBANGKEL. Materi yang berupa usulan 
kegiatan harus disajikan seluruh usulan [daftar panjang), tidak 
hanya usulan yang menjadi prioritas saja; 

C. Pelaksanaan MUSRENBANGKEL dilaksanakan paling lambat 
minggu keempat bulan Januari 2018; 

D. Mekanisme Pelaksanaan 
l) Pendaftaran peserta; 
2) Pernbukaan oleh Lurah 

3) Pengarahan Camat tentang informasi prioritas kegiatan 
pembangunan di Kecamatan pada tahun anggaran 
berikutnya, dan evaluasi program yang dilaksanakan pada 
tahun berjaJan; 

4) Pemaparan dari Bappeda tentang arahan kebijakan 
pembangunan atau skenario pembangunan di wilayah 
Kelurahan yang bersangkutan; 

j) Data jurnlah dan peta sebaran kelompok miskin kota; 
k) Peraturan-peraturan yang terkait dan diperlukan pada 

saat pelaksanaan MUSRENBANGKEL; 
I) Data kondisi sarana prasarana sekolah; 
m) Format-format iaian MUSRENBANGKEL; 
n) Foto-foto lokasi usulan untuk kegiatan fisik. 

2 I) PRA MUSRENBANGKEL dilaksanakan sebelum pelaksanaan 
MUSRENBANGKEL atau paling lambat pada minggu ketiga 

bulan Januari 2018. 
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merupakan daftar panjang (long !is~ seluruh Usulan 

Kegiatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman, baik 

kegiatan yang akan dilaksanakan dan merupakan 

kewenangan Perangkat Daerah Kecamatan maupun 

kewenangan Perangkat Daerah Teknis lainnya. 

b) Pemaparan dan pembahasan rumusan DAFTAR 

USULAN KEGIATAN lNFRASTRUKTUR LINGKUNGAN 

PERMUKIMAN KELURAHAN, yang merupakan usulan 

kegiatan yang akan diusulkan pada MUSRENBANGCAM 

dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kecamatan 

melalui kegiatan Pemberdayaan Masyarakat DaJam 

Peningkatan Kualitas Jalan dan .Jembatan; serta 

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas 
Saluran, dengan ketentuan: 

yang INFRASTRUKTUR, BIDANG K8LURAHAN 

rumusan DAFTAR 

or MUSRENBANG 

5) Pemaparan Lurah, yang berisi uraian hasil 
MUSRENBANGKEL tahun 201 7 yang akan direalisasi di 

tahun 2018, isu strategis dan permasalahan di Kelurahan, 

arahan pcmbangunan (cita-cita) yang ingin dilaksanakan di 

wilayah Kelurahan, serta rencana prioritas 

program/kegiatan Kelurahan di tahun 2019. Selain itu juga 
disampaikan kegiatan-kegiatan pembangunan di tahun 
2018 yang akan dilaksanakan di wilayah Kelurahan yang 
berasal dari kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan, 

Perangkat Teknis maupun yang berasal dari usulan pokok­ 

pokok pikiran DPRD; 

6) Pernaparan dan penjelasan mekanisme dan tata tertib 
MUSRENBANGKEL oleh Tim Penyelenggara dan Fasilitasi 

MUSRENBANG KEL; 

7) Pemaparan rumusan yang telah disusun pada tahapan PRA 

MUSRENBANGKEL dilanjutkan dengan pembahasan 
penentuan prioritas Kelur:ahan yang dipimpin oleh Kerua 
Tim Penyelenggara dan Fasilltasi dengan dapat dibantu oleh 
Lurah, dengan tahapan: 

a) Pemaparan dan pembahasan 

PANJANG USULAN KEGIATAN 
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./ Jumlah usulan yang disarnpaikan dengan form ini 

adalah sebanyak-banyaknya 3 (tigal kali jumlah RW 

yang ada; 

,1 Usulan yang disampaikan dengan form ini adaJah 
usulan kegiatan dengan jumlab dana sampai dengan 

Rp. 150.000.000,- (seratus Iima puluh juta rupiah) 

berdasarkan urutan prioritas pada form Usulan 

Kegiatan Infrastruktur Lingkunga.n Permukiman 

Kelurahan . 

./ Konstruksi pekerjaan fisik jalan dan saluran yang 
menjadi kewenangan Perangkat Daerah Kecarnatan, 
adaJah untuk pekerjaan: 

• konstruksi jalan lingkungan lebar sampai 

dengan 2,5 meter; 
• konstruksi saluran lingkungan perrnuki:man 

lebar sampai dengan 30 sentimeter . 
./ Usulan kegiatan infrastruktur tersebut dilaksanakan 

sebagai belanja modal sehingga hanya dapat 
·dilakukan -pad a aset yang tercatat di Pemerintah Kota 

Semarang. 

c) Pemaparan dan pembahasan rumusan DAFTAR 

USULAN KEGIATAN INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN 
PERMUKIMAN MELALUI FASJLITASI MUSRENBANG 

KECAMATAN, yang merupakan usulan kegiatan yang 

akan diusulkan ke MUSRENBANGCAM, dengan 
ketentuan kriteria: 

./ Merupakan usulan yang akan dilaksanakan oleh 

Perangkat Daerah Kecamatan (melalui kegiatan 

Fasilitasi Hasil Musrenbang); 
./ Merupakan usulan prioritas Kelurahan yang bersifat 

mendesak dan lintas wilayah RW yang 

membutuhkan pendanaan di atas Rp. 
150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) 
sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta 

rupiah); 
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infrastruktur (pembangunan jalan, jembatan, 
saluran, taJud, tam.an RTH, pembangunan lapangao 
olahraga] yang berada di dalam lingkungan 
pcrumahan atau perrnukiman, sclain usulan 

pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU). Usulan 
PJU hanya dapat diusulkan dan dilaksanakan oleh 

Perangkat Daerah teknis (Dinas Perumahan dan 
Kawasan Permukiman); 

./ Usulan kegiatan infrastruktur tersebut dilaksanakan 

sebagai belanja modal sebingga hanya dapat 
dilakukan pada aset yang tercatat di Pemerintah Kota 
Semarang . 

./ Konstruksi pekerjaan fisik jalan dan saluran yang 

menjadi kewenangan Perangkat Daerah Kecamatan, 
adalah untuk pekerjaan: 

• konstruksi jalan lingkungan lebar sampai 

dengan 2,5 meter; 
• konstruksi saluran llngkungan permukiman 

Iebar sampai dengan 30 sentimeter . 
./ Sisa usulan Jain yang berasal dari Rembug Warga 

atau prioritas Kelurahan tetap dimasukkan dalam 
Daftar Panjang Usulan Kegiatan, sebagai bahan 
pertimbangan untuk MUSRENBANGKEL tahun 
berikutnya; 

_,, Jika usulan yang disampaikan membutuhkan 

ketersediaan lahan, maka harus dijelaskan lokasi 
dan ala.mat jclasnya serta status kepemilikan 
lahannya. Usulan hanya dapat dilaksanakan jika 
berada di atas tanab yang merupakan aset 

Pemerintab Kota Semarang; 

prasarana saran a pekerjaan-pekerjaan Iisik 

./ Jumlah usulan yang disarnpaikan ke 
MUSRENBANGCAM sebanyak-banyaknya adalah 3 

(tiga) usulan yang merupakan prioritas dengan skor 

nilai tertinggi; 
./ Jenis pekerjaan yang dapat d.iusulkan adalab 
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• konsrruksi saluran lingkungan permukiman 
lebar diatas 30 sentimeter. 

Merupakan usulan INFRASTRUKTUR JALAN, 

SALURAN DAN JEMBATAN DI LUAR LINGKUNGAN 

PERMUKJMAN dengan usulan anggaran di ataa Rp. 
200.000.000,- (dua ratus juta rupiah]. Usulan 
kegiatan ini akan dibabas pada MUSRENBANGCAM 

untuk dimasukkan pada usulan Rencana Kerja 
Perangkat Oaerah Dinas Pekerjaan Umum tahun 
2019; 
Merupakan usulan tNFRASTRUKTUR LAINNYA yang 

merupakan kebutuhan di wilayah dengan usulan 

anggaran sesuai dengan kebutuban {tidal! ada 

pembatasan usulan anggaran). Usulan kegiatan ini 
akan dibahas pada MUSRENBANGCAM untuk 

dimasukkan pada usulan Rencana Kerja Perangkat 

Daerah teknis infrastruktur yang terkait. Misal : 
pengadaan kontainer sampah, RTH kawasan 
perkotaan, dll, 

meter; 

d) Pcmaparan dan pembahasan rumusan kegiatan 

Kegiatan INFRASTRUKTUR KEWENANGAN PERANGK/1.T 

DAERAH TEKNIS, dengan kctentuan sebagai berikut: 
Merupakan usulan INFRASTRUKTUR JALAN, 

SALVRAN DAN JEMBATAN LINGKUNGAN 
PERMUKIMAN dengan kebutuhan pendanaan di atas 
Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Usulan 
kegiatan ini akan clibahas pada MUSRENBANGCAM 

untuk dimasukkan pada usulan Rencana Kerja 

Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan 

Permukiman tahun 2019; 
Konstruksi pekerjaan fisik jalan dan saluran yang 
menjadi kewenangan Perangkat Daerah Dinas 

Perumahan dan Kawasan Permukiman, adaJah 
untuk pekerjaan: 

• konstruksijalan lingkungan lebardiatas 2,5 
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Merupakan usulan pemasangan lampu Penerangan 
Jalan Umum (PJU) dan usulan lain yang terkait 
dengan kewenangan yang hanya dapat dilaksanakan 
oleh Perangkat Daerah teknis dengan usulan 
anggaran sesuai dengan kebutuhan {tidak ada 
pembatasan usulan anggaran). Usulan kegiatan ini 
akan dibahas pada MUSRENBANGCAM untuk 

dimasukkan pada usulan Rencana Kerja Perangkat 
Daer-ah teknis infrastruktur yang terkalt; 

Usulan kegiatan infrastruktur tcrsebut dilaksanakan 
sebagai belanja modal sehingga hanya dapat 

dilakukan pada aset yang tercatat di Pemerintah Kota 
Semarang. 
Jumlah usulan yang disampaikan ke 
MUSRENBANGCAM sebanyak-banyaknya adalah 7 
(tujuh) usulan yang merupakan prioritas dengan 

skor nilai tertinggi; 
Sisa usulan lain yang berasal dari Rembug Warga 
atau prioritas Kelurahan tetap dimasukkan dalam 

Daftar Panjang Osulan Kegiatan, sebagai bahan 

pertimbangan untuk MUSRENBA.i~GKEL tahun 
berikutnya. 

Jika usulan yang disampaikan membutuhkan 
ketersediaan lahan, maka harus dijelaskan lokasi 

dan alamat jelasnya serta status kepemilikan 
lahannya; 

e) Usulan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Di 

Lingkungan Permukiman, dengan ketentuan sebagai 

berilrut: 

Digunakan untuk memfasilitasi kegiatan-kegtatan 
perempuan di kelompok RT, RW maupun Kelurahan 

yang bertujuan: meningkatkan kualitas kehidupan 

perempuan, kesejahteraan perempuan, kemandirian 

perempuan serta dapat berrnanfaat bagi pribadi, 
keluarga dan tingkungan; 
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Total pagu anggaran per kelurahan adalah Rp. 
50.000.000,- [lima puluh juta rupiah). 

f] Pemaparan dan pembahasan rumusan kegiatan non lisik 
atau DAFTAR USULAN KEGIATAN SOSIAL, BUDAYA 

DAN EKONOMI LfNGKUNGAN PERMUKIMAN, dengan 

memerhatikan: 

./ Usulan berupa pelatihan harus benar-benar 
mcmperhatikan kcmampuan dan potensi warga yang 
diusulkan. Tim Penyelenggara dan Fasilitasi harus 
memastikan bahwa dengan pclatihan yang diusulkan 
akan dapat dimanfaatkan warga untuk 

mcningkatkan kesejahteraannya serta ada tindak 

lanjut pemanfaatannya; 
./ Usulan berupa sosialisasi, kegiatan kebudayaan, dan 

lain-lain harus benar-benar memperhatikan 

kebutuhan dan nilai rnanfaatnya bagi warga; 
./ Usulan akan menjadi bahan pembahasan pada 

MUSRENBANGCAM dan menjadi bahan bagi 

penyusunan Renja Perangkat Daerab terkait; 
8} Peserta dapat memberikan tanggapan techadap rumusan 

yang disampaikan oleh Tim Penyelenggara dan Fasilitasi. 
Jika ada usulan prioritas kegiatan lain diluar rumusan yang 
dipaparkan, peserta diperkenankan untuk mengajukan 

usulan untuk selanjutnya dibahas di forum; 

9) Selanjutnya, pembahasan untuk menentukan tim delegasi 
Kelurahan. Tim delegasi Kelurahan terdiri dari Ketua LPMK 

dan Koordinator BKM scrta 3 (tiga) orang perwakilan yang 
disepakati dalam MUSRENBANGKEL dengan 

memperhatikan keterwakilan perempuan. Jika di Kelurahan 
tidak terdapat BKM, maka jumlah yang dipilih sejumlah 

empat orang. Penentuan delegasi Kelurahan dilakukan 
dengan tahapan sebagai berikut: 
"' Penyampaian dan kesepakatan kriteria tim delegasi 

Kelurahan. Untuk menentukan delegasi Kelurahan 
diharuskan pesertayang mempunyai kemampuan untuk 
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J. Keluaran MUSRENBANGKEL 
MUSRENBANGKEL menghasilkan dokumen rencana kerja 
pembangunan yang terdiri dari: 
1. Daftar Identifikasi Potensi Wilayah (Form Ke!. 1); 
2. Data Identifikasi Kampung Tematik (Form Kel. 2); 
3. Daftar Panjang Usulan Kegiatan di Musrenbang Kelurahan 

Brdang lnfrastruktur (Form Kel. 3); 
4. Serita acara pelaksanaan Hasil MUSRENBANGKEL (Form Kel. 

4); 

5. Usulan Kegiatan lnfrastruktur Lingkungan Permukiman 

Kelurahan (Form Kel. 5); 
6. Usulan Kegiata.n lnfrastruktur Lingkungan Permuk.iman rnelalui 

Fasilitasi Musrenbang Kecamatan (Form Kel. 6); 

memberikan penjelasan dan mcmahami mekanisme 

MUSRENBANG; 

./ Penentuan calon kandidat delegasi Kelurahan 

berdasarkan usulan peserta MUSRENBANG; 

./ Perni1ihan/pengambilan suara dan penetapan dclcgasi. 

J 0) Perumusan kesepakatan hasil MUSRENBANGKEL; 

11) Penandatanganan berita acara oleh Lurah, Ketua LPMK, 
Ketua dan Sekretaris Tim Penyeleoggara dan Fasilitasi 

MUSRENBANGKEL; 

12) Penutupan oleh Lurah; 

13) Hasil keputusan urutan prioritas MUSRENBANGKEL dapac 
Iangsung dimasukkan dan dicetak melalui SIMPERDA 
untuk ditandatangani pada saat pelaksanaan 
MUSRENBANGKEL. Hasil MUSRENBANGKEL selaojutnya 
dikirirnkan ke Kecamatan paling lambat 5 (lima) hari 

sebelum pelaksanaan MUSRENBANGCAM; 

14) Tidak diperkenankan ada perubahan hasil kesepakatan 
MUSRENBANGKEL dengan yang clikirimkan ke Kecamatan 
atau yang diinput pada SIMPERDA. Lurah, Ketua LPMK, 
serta Tim Penyelenggara dan Fasilitasi MUSRENBANGKEL 

bertanggungjawab terhadap hal ini. 
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L. Lampiran Dokumen 
Dokumen pelaksanaan MUSRENBANGKEL yang diserahkan ke 

Kecamatan sebagai bahan pembahasan MUSRENBANGCAM adalah: 

l. Berita Acara Hasil MUSRENBANGKEL (Form Kel.4); 
2. Usulan Kegiatan lnfrastruktur Lingkungan Permukiman 

Kelurahan (Form Kel.5); 
3. Usulan Kegiatan lnfrastruktur Lingk:uogan Permukiman melalui 

Fasilitasi Musrenbang Kecamatan (Form Kel.6); 

4. Usulan 'Kegiatan lnfrastruktur Kewenangan Perangkat Daerah 
Teknis (Form Kel.7); 

S. Usulan Kegia.tan Pemberdayaan Perempuan Di Lingkungan 
Perrnukiman (Form Kel. 8); 

6. Usulan Kegiatan Sosial, Budaya dan Ekonorni Lingkungan 
Permukiman (selain kegiatan Pemberdayaan Perempuan) (Form 

Kel. 9). 

K. Anggaran/Pendanaan 
Kegiatan pelaksanaan MUSRENBANGKEL berasal dari APBD Kota 

Semarang pada Perangkat Daerah Kecamatan. 

7. Usulan Kegiatan Infrastruktur Kewenangan Perangkat Daerah 

Teknis (Form Kel. 7); 
8. Usulan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Di Lingkungan 

Perrnukiman (Form Kel. 8); 
9. Usulan Kegiatan Sosial, Budaya dan Ekonomi Lingkungan 

Permulciman (selain kegiatan Pemberdayaan Perernpuan] (Form 

Ket. 9) 

10. Delegasi (perwakilan Kelurahan) untuk mengikuti 
MUSRENBANGCAM terdiri dari Ketua LPMK, Koordinator BKM 

dan maksimal 3 (tiga) orang yang dipilih oleh peserta 
MUSRENBANGKEL dengan mernerhatikan keterwakilan 

perempuan. Jika ill Kelurahan tidak terdapat BKM, maka 
jumlah yang diusulkan oleh peserta MUSRENBANGKEL 
berjumlah 4 (empat) orang. 
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Lurah / Tim 
Penyelenggara 
dan Fasilitasi 

Ketua RW / Tim 
Fasilitasi 

Rembug Warga 

Lu rah 

Lurah 

4 PRA 
MUSRENBANGKEL 
a. Pembahasan dan 

penetapan arahan 
(cita-cita) 
pembangunan 
wilayah Kelurahan 

b. Rekapitulasi hasil 
Rembug Warga 

C. Sinkronisasi dengan 
hasil Remhug 
Warga Tahunan 
BK.M 

d. Sinkronisasi dengan 
rencana kegiatan 
SKPD teknis, SKPD 
kecamai.an dan 
Pokok-Pokok 
Pikiran DPRD 

e. Penyusunan 
rumusan hasil 
MUSRENBANGKEL 

3 Pelaksanaan Rembug 
Warga 

2 Sosialiaasi 
pelaksanaan Rembug 
Warga 

1 Persiapan 
MUSRENBANGKEL: 
a. Pembentukan Tim 

Penyelenggara dan 
Fasilitasi 
M USRENBANGKEL 

b. Pembentukan tim 
Fasilitasi Rembug 
Warga 

c. Penetapan jadwaJ 
tahapan 
MUSRENBANGKEL 

DESEMBER JANUARI 
BULAN / MINGGU PELAKSANA / 

PENANGGUNG 
JAWAB 

lJRAIAN TAHAPAN NO 

Tabel3 
Usulan Jadwal Tahapan PeJaksanaan MUSRENBANGKEL 
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PELAKSANA I BULAN/ MINGGU 
NO URAIAN TAHAPAN PENANGGUNG DESEMBER JANUARI 

JAW AB 3 4 1 2 
5 PELAKSANMN Lurah / Tim 

MUSRENBANGKEL Penyelenggara 
6 Pengiriman basil Lurah / Tim 

MUSRENBANGKEL ke Penyelenggara 
Kecamatan 
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A CARA 
PENANGGUNG NO DURASI JAW AB 

i ± 5 menit Pernbukaan Lurah / Tim 
Penyelenggara 

2 ± 5 menit Pengarahan Camat Camat 

3 ± 5 menit Paparan dari Bappeda ten tang arahan Bappeda 
pembangunan dan skenario 
pengernbangan wilayah Kelurahan 

4 ± 10 menit Paparan dari Lu rah ten tang prioritas Lurah 
kegiatan di wilayah kelurahan yang 
mendasarkan pada ldentifikasi Potensi 
Wilayah 

5 ± 20 menit Pembahasan rumusan Daftar Panjang Lurah / Tim 
Usulan Kegiatan Bidang Infrastruktur di Penyelenggara 
Musren bang Kelurahan dan Fasilitasi 

6 ± lOmenit Pembahasan rumusan Daftar Usulan Lurah / Tim 
Kegiatan lnfrastruktur Lingkungan Penyelenggara 
Permukiman Kelurahan basil dan Fasilitasi 
pembahasan dari PRA MUSRENBAGKEL 

7 ± 10 menit Pembahasan rumusan Daftar Usulan Lurah/ Tim 
Kegiatan Infrastruktur Lingkungan Penyelenggara 
Permukiman melalui Fasilitasi dan Fasilitasi 
Musrenba:ng Kecamatan ha.sil 
pembahasan dari PRA MUSRENBAGKEL 

8 ± 10 rnenit Pembahasan rumusan Daftar Usulan Lurab / Tim 
Kegiatan Infrastruktur Kewenangan Penyelenggara 
Perangkat Daerab Tekois hasil dan Fasilitasi 
pembahasan dari PRA MUSRENBAGKEL 

9 ± 10 menit Pembahasan rumusan Daftar Usulan Lurah / Tim 
Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Di Penyelenggara 
Lingkungan Permu.kiman; serta Usulan dan Fasilitasi 
Kegiatan Sosial, Budaya dan Ekonomi 
Lingkungan Permukiman hasil 
pernbahasan dari PRAMUSRENBAGKEL 

10 ± 5 menit Pembahasan dan penetapan delegasi ke Lurah I Tim 
MUSRENBANGCAM Penyelenggara 

dan Fasilitasi 
I I ± 5 menit Penandatanganan Berita Acara Lurah / Tim 

Penyelenggara 
dan Fasilitasi 

12 ± 5 rnenlt Penutupan Lu rah 

Tabel4 
Pedoman Susunan Acara MUSRENBANGKEL 
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No Aspek Potensi Jenis dan .Jumlah Potcnsi Wilayah Uraian Pcnjelasan 
Jenis Jumlah/ Satuan 

I 2 3 4 5 
I INFRASTRUKTUR JaJan Lingkungan 

Jalan Kota 
Jalan Provinsi 
Taman 
Hutan Lindung 
Hutan Produksi 
Balai Perternuan 

Ternpat Penampungan Sementara 
Sarana Air Bersih Komunal 
Sanitasi Komunal 
Jcmbatan 
........................ (dan lain-lain, diisi denqan jenis 
potensi infrastruktur lain yang belutn iertulis} 
............................... 

Kelurahan 
Kecamatan 

DAFTAR IDENTIFJKASI POTENSI WILAYAH 

Form Kel. l 
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No Aspek Potcnsi Jenfa dan .Jumlah Potensi Wilayah 
Uraian Penjelasan 

Jenis Jumlah/Satuan 
2 SOSIAL BUDA YA PAUD 

TK 

SD/sederajat 

SMP / sederajat 

SMA/ sederajar 
Perguruan Tinggi Negeri/Swasta 
Posyandu 

Puskesmas 
Rumah Sakit 
Sanggar Kesenian 

Kelompok Kesenian 

Kelompok/ Organisasi Wanita 
Kelompok/ Pemberdayaan Lansia 

........................ (dan lain-lain, diisi deriqan jenis 
potensi sosial budaya lain yang belum. tertulisj 
................................ 

3 EKONOMI Koperasi 

IJMKM 

Obyek Wisata 
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Lurah . 
Mengetahui: 

Ketua LPMK . .Koordinator BKM . 

Sekretaris, Ketua, 

Tim Penyelenggara clan Fasilitasi MUSRENBANGKEL . 
Semarang, . 

No Aspek Potensi Jenis dan .Jumlah Potensi Wilayah 
Uraian Pcnjelasan Jenis Jumlah/ Satuan 

Pasar Tradisional 
Pasar Modern 
Pabrik 
........................ (dan lain-lain, diisi denganjenis 
potensi sosial budaua lain uana helum iertulist 
............................... 
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Diisi dengan nomor urut usulan 

Merupakan isian aspek potensi apa yang akan 

dijelaskan atau diuraikan di kolom-kolom 

selanjutnya 
Diisi dengan potensi yang dimiliki atau yang ada di 
wiJayab kelurahan yang rnerupakan aset atau 
modal yang dapal climanfaatkan untuk mcncapai 

arahan [cita-cita] pembangunan di wilayab 

Kelurahan, misalnya jalan lingkungan, pasar 

tradisional, dan lain-lain 
Diisi dengan jumlah clan satuan potensi yang 
disebutkan pada kolom 3, misaJnya 15 pabrik, 
1.231 meter, 59 unit, dan lain-lain, dan lain-lain 

Diisi dengan penjelasari terkait potensi yang 
disebutkan, misalnya "keberadaan pabrik dengan 

jumlah karyawan yang mencapai ribuan orang", 
"obyek wisata baru yang masih belurn 
berkembang", dan lain-lain. 

Kolorn 5 

Kolom 4 

Kolom 3 

Kolom l 

Kolorn 2 

Pet.unjuk Pengisian: 
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Lurah ........ 
Mengetahui: 

Ketua LPMK . Koordinator BKM . 

Tim Penyelenggara dan Fasilitasi MUSRENBANGKEL .. 
Semarang, . 

Sekretaris, Ketua, 

No Potensi Dalam Pelaksa.naa.n Permasalahan Dalam Pelaksanaan Pelibatan Non Pemerintah (rnisal 
Karnpung Tematik Kampung Tematik PTN/P'l'S, CSR, dll) 

Sosial Sosial 
Keterangan 

Budaya Ekonomi Infrastruktur Budaya Ekonomi [nfrastruktur Narna Lembaga Bentuk Bantuan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

: RT . 
RW . 

Kelurahan 
Kecamatan 
Usulan Ternarik 
Titik Lokasi 

DATA IDENTIFIKASI KAMPUNG TEMA'r!K 

Fonn Kel. 2 
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infrastruktur, misalnya "jalan akses sering tergenang 
banjir". 

Diisi dengan nama lembaga non pemerintah (PTN/PTS, 
CSR, dll} yang dapat dilibatkan untuk mendukung 
pelaksanaan Kampung Tematik. 
Diisi dengan bentuk/jenis bantuan yang dapat diberikan 
oleh lembaga tersebut pads kolom 8. 

Diisi dengan inforrnasi atau keterangan lainnya. 

ekonomi, 
internet". 
Diisi dengan permasalahan yang masih dihadapi yang 
menjadi kendala pengembangan wilayah di bidang 

misalnya "belurn ada pernasaran melalui 

Diisi dengan nomor urut 
Diisi dengan potensi dalarn pelal<sanaan kampung ternatik 
dari sisi bidang sosial budaya, misalnya "Terdapat Seni 
Budaya Kuda Lumping dengan 23 kelompok", 

Diisi dengan potensi dalam pelaksanaan kampung tematik 
dari sisi bidang ekonorni, misalnya "Dekat dengan Pusat 

Oleh-Oleh Semarang". 
Diisi dengan potensi dalarn pelaksanaan kampung tematik 
dari sisi bidang infrastruktur, misaJnya "Dekat dengan 

Pusat Oleh-Oleh Semarang". 
Diisi dengan permasalahan yang masih dihadapi yang 
menjadi keodala pengembangan wilayah di bidang sosial 
budaya misalnya "tidak ada sanggar tempat pertunjukan 

dan latihan seni". 
Diisi dengan permasalahan yang masih dihadapi yang 
menjadi kendala pengembangan wilayah di bidang 

Kolom 10 

Kolom9 

Kolom 8 

Kolom 7 

Kolom 6 

Kolom 5 

Kolom 4 

Kolom 3 

Kolom 1 
Kolom 2 

Petunjuk Pengisian: 
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Lurah ........ 
Mengetahui: 

Ketua LPMK .. Koordinator BKM . 

Semarang, . 
Sekretaris, Ketua, 

Tim Penyelenggara dan Fasilitasi MUSRENBANGKEL .. 

No Urut Usu Ian Usulan Kewenangan 
Prioritas Jenis Kegiatan Lokasi RW R'I' Volume Anggaran Baru I Keterangan Perangkat 

IRol Lama Daerah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 lO 

Kecamatan : , . 
Kelurahan 

DAFi'AR PANJANG USULAN KEGIATAN DI MUSRENBANG KELURAHAN BlDANG lNFRASTRUKTUR 

Form Kcl. 3 
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Diisi dengan jenis kegiatan yang diusulkan, misalnya 
"pavingisasi", "perbaikan talud", "pengerukan saluran", 

dan lain-lain. 
Diisi dengan lokasi tempat usulan seperti tersebut dalam 
kolom 2, misalnya "Jalan Lintang Trenggono V", dan lain­ 
lain. 

Diisi dengan nama RW tempat usulan misal : RW 1 atau 
dapat lebih dari 1 (satu) RW misal RW 5 & RW 7 

Diisi nama RT tempat usulan misal: RT 01 atau dapat lebih 

dari 1 (satu) R'r misal RT 01 & RT 03 
Diisi dengan volume pekerjaan dan satuan 
kegiatan Zpekerjaan yang diusulkan dalam kolom 2, 
misa!nya "737 meter persegi", 300 meter dan lain-lain . 
./ Konstruksi pekerjaan fisik jalan dao saJuran yang 

menjadi kewenangan Perangkat Daerah Kecamatan, 
adaJah untuk pekerjaan: 

Kolom 6 

Kolom 5 

Kolom4 

Kolom 3 

Kolorn 2 

Pctunjuk Pengisian: 
Kolom l Diisi dengan nomor urut prioritas yang mencakup bidang 

infrastruktur. 

Keterangan: 
F'onn ini merupakan Daftar Panjang (long list) usulan kegiatan fisik di 
lingkungan permukiman yang didanai APBD, baik yang merupakan 
kewenangan Perangkat Daerah Kecamatan maupun Perangkat Daerah 

teknis (Dinas). Usulan kegiatan infrastruktur tersebut akan 
dilaksanakan sebagai belanja modal sehingga hanya dapat dilakukan 
pada aset yang tercatat di Pemerintah Kota Semarang. 
Konstruksi pekerjaan fisik jalan dan saluran yang menjadi kewenangan 
Perangkat Daerah Kecamatan, adalah untuk pekerjaan: 
- konstruksi jalan lingkungan dengan lebar kurang atau sama dengan 

2,5 meter; 
konstruksi saluran di lingkungan permukiman dengao Iebar kurang 

atau sama dengan 30 sentimeter. 
Konstruksi pekerjaan Iisik jalan dan saluran dengan lebar lebih dari 

yang tersebut di atas merupakan kewenangan Perangkat Daerah teknis 
yang akan diusulkan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah Teknis. 
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Diisi dengan perkiraan jumlah anggaran yang dibutuhkan 

untuk melaksanakan usulan tersebut di kolom 2. 
Diisi BARU apabila usulan merupakan usulan baru, diisi 

dengan LAMA apabila usulan sudah pernah menjadi basil 
MUSRENBANGKEL sebelumnya serta belum pernah 
terealisasi, dan belum masuk pada rencana kegiatan tabun 

berjalan 
Diisi dengan hal-hal yang perlu dijelaskan terkait dengan 

usulan kegiatan dimaksud, misalnya: "jalan altematif 
menu ju Pelabuhan", "saluran tidak mengalir", "rnerupakan 
seniman lokal", "merupakan \ahan pemerintah", "Usulan 

Pokok-Pokok Pikiran DPRD", dan lain-lain. 

Diisi dengan -nama Perangkat Daerah sesuai dengan 
kewenangan (Kecamatan atau Perangkat Daerab Teknis). 

• konstruksi jalan lingkungan lebar sampai dengan 
2,5 meter; 

• konstrukai saluran lingkungan permukiman lebar 
sampai dengan 30 sentimeter . 

..,- Konstruksi pekerjaan fisik jalan dan saluran dengan 

Iebar di atas seperti yang tersebut di atas, maka menjadi 
kewenangan Perangkat Daerah teknis, 
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3. Berdaaarkan hasil tersebut di atas, rnaka hasil pelaksanaan 
MUSRENBANGK.EL cliserahkan ke Kecamatan paling lambat 5 
(llma) hari sebelum pelaksanaan PRA MUSRENBAl~GCAM, yang 
terdiri dari: 
- Berita Acara M USRENBANGKEL 
- Form-Form Usulan Kelurahan (sesuai Form- Form terlampirl 
- Daftar Hadir MUSRENBANGKEL. 

2. Telah menetapkan Daftar Usulan Kegiatan lnfrastruktur 
Lingkungan Permukiman Kelurahan; Usulan Kegiatan 
lnfrastruktur Lingkungan Pennukiman Melalui Fasilitasi 
Musrenhang Kecamatan; Usulan Kegiatan lnfrastruktur 
Kewenangan Perangkat Daerah Teknis, Usulan Kegiatan 
Pemberdayaan Perempuan di Llngkungan Permukiman; serta 
Usulan Kegiatan Sosial, Budaya dan Ekonomi Lingkungan 
Pernrukiman. 

a) .. 
b) 
c) 

Dengan hasil sebagai berikut 

1. Telah menetapkan 3 (tiga) orang delegasi perwakilao Kelurahan 
untuk mengikuti MUSRENBANGCAJ..1 (di luar Ketua LPMK dan 
Koordinator BKM), yaitu: 

Pada hari ini tanggal bulan tahun ( - - ) 
yang bertanda tangan clibawab ini Ketua dan Sekretaris Tim 
Penyelenggara telab rnengadakan MUSRENBANGKEL yang 
berpedoman pad.a Peraturan Walikota Semarang Nomor 57A Tahun 
2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Rem bug Warga dan Musyawarab 
Perencanaan Pembangunan Kelurahan dan Kecamatan Dalam Rangka 
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 
2019. 

Kelurahan ; . 
Kecamatan : .. 

BERlTA ACARA 
HAS[L MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN 

Form Ke!. 4 

- 77 - 



Lurah . KetuaLPMK ....... Koordinator BKM . 

MENG.ETAHUI: 

Semarang, .. 

Tim Penyelenggara dan Fasilitator MUSRENBANGl(EL . 

Demikian Serita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk dapat 
dipergunakan sebagaimana mestinya. 
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Lurah . 
MENGETAHUI: 

Ketua LPMK . Koordinator BKM . 

Semarang, . 
Sekretaris, Ketua, 

Tim Penyelcnggara dan Fasilltasi MUSRENBANGKEL . 

V· 
,k:1 
h 

No Urut Usulan Usulan Ba.ru Kewenai 

Prioritas Jenis Kegiatan Lokasi RW RT Volume Anggaran / Lama 
Keterangan Pe rang 

(Rp) Daers 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

JUMLAH 

Kecamatan : , , . 
Kelurahan 

USULAN KEGIATAN INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN PERMUKJMAN KELURAHAN 
Frn 111 Kl'I .. s 
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Kolom 2 

Kolom 3 

Kolom 1 
Kolotn 2 

Petunjuk Pengisian: 

Keterangan: 
Form ini rnerupakan usulan kegjatan fisik pricritas di liogkungao 
permukiman yang didanai APBD, yang akan dilaksanakan oleh 
Perangkat Daerah Kecamatan atau Perangkat Daerah Teknis. Usulan 
kegiatan ini akan clibahas pada MUSRENBANGCAM untuk masuk pada 
rancangan Rencana Kerja (Renja) Kecarnatan pada kegiatan (1) 

Pernberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas jalan dan 
jembatan, (2) Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas 
saluran lingkungan permukiman dengan kerangka anggaran 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV. 

Untuk usulan kegiatan infrastruktur tersebut akan dilaksanakan 
sebagai belanja modal sehingga hanya dapat dilakukan pada aset yang 
tercatat di Pemerintah Kota Semarang. 

Konstruksi pekerjaan fisik jalan dan saluran yang menjadi 
kewenangan Perangkat Daerah Kecamatan, adalah untuk pekerjaan: 
· konstruksi jalan lingkungan dengan lebar kurang atau sama dengao 

2.s meter; 

- konstruksi saluran di Iingkungan permukiman dengan lebar kurang 
atau sarna dengan 30 sentimeter. 

Konstruksi pekerjaan fisik jalan dan saluran dengan .lebar di atas seperti 

yang tersebut di atas, maka menjadi kewenangan Perangkat Daerah 
teknis. 

Dusi dengan nomor urut prioritas usulan kegiatan. 
Dusi dengan jenis kegiatan infrastruktur yang diusulkan 
misalnya "pavingisasi'', "perbaikan talud", "pengerukan 
saluran", "pembangunan talud tebing", dan lain-lain. 
Jumlah total usulan yang dicantumkan sebanyak­ 
banyaknya adaJah 3 (tiga) kali jumlah RW, dan 

merupakan usulan dengan nilai prioritas tertinggi. 
Diisi dengan lokasi tempat usulan seperti tersebut dalam 
kolom 2, misalnya "Jalan Lintang Trenggono V", "Jalan 
Brotojoyo Timur", "Jalan Menggersari", dan lain-lain. 

Diisi dengan nama RW tempal usulan misal : RW l atau 
dapat lebih dari 1 [satu] RW misal RT 3 & RW 7 
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Dusi dengan perkiraan jumlah anggaran yang dibutuhkan 

untuk melaksana.kan usulan terse but di kolom 2. 

Besaran ni1ai pagu adalah sampai dengan Rp. 
150.000.000,· (seratus lima puluhjuta rupiah) per usulan, 

Diisi BARU apabila usulan merupakan usulan baru, diisi 
dengan LAMA apabila usulan sudab pemah meajadi hasil 

MUSRENBANGKEL sebelumnya serta belum pemah 
terealisasi, dan belum masuk pada rencana kegiatan tahun 

berjalan 

Diisi dengan hal-hal yang perlu dijelaskan terkait dengan 

usulan kegiatan dimaksud, misalnya: "jalan altematif 

menuju Pelabuhan", "saluran tidak mengalir", "kondisi 

jalan rusak berat dan tidak dapat dilewati", "merupakan 
Jahan pemerintah", "Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD", 

dan lain-lain. 
Diisi dengan nama Perangkat Daerah sesuai dengan 
kewenangan (Kecamatan atau Perangkat Daerah Teknis). 

meter; 
konstruksi saluran lingkungan permukiman lebar 

sampai dengan 30 centimeter. 
Konstruksi pekerjaan fisik jalan dan saluran dengan le bar 

di· atas seperti yang terse but di atas, maka menjadi 

kewenangan Perangkat Daerah teknis. 

Diisi narna RT tern pat usu Ian mis al : RT O 1 atau dapat lebih 
dari 1 (satu) RT rnisal RT O I & RT 03 

Diisi dengan volume pekerjaan dan satuan 
kegiatan/pekerjaan yang diusulkan dalam kolom 2, 

misalnya ''737 meter persegi", "19 meter kubik", "l unit" 

dan lain-lain. 

Konstruksi pekerjaan fisik jalan dan saluran yang menjadi 
kewenangan Perangkat Daerah Kecamatan adalah untuk 

pekerjaan: 

- konstruksi jalan tingkungan lebar sampai dengan 2,5 
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Kolom 10 

Kolom 9 

Kolom 8 

Kolom 7 

Kolom 6 

Kolom 3 



Lurah . 
MENGETAHUI: 

Ketua LPMK . Koordinator BKM . 

Semarang, . 
Sekretaris, Ketua, 

Tim Penyelenggara MUSRENBANGKEL .. 

No Urut Usulan Usulan Baru Kewenangan 
Prioritas Jenis Kegiatan Lokasi RW RT Volume Anggaran I Lama Keterangan Perangkat 

IRP) Daer ah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

USULAN KEGIATAN INFRASTRUKTUR LlNGKUNGAN PERMUKJMAN MELALUJ FAS!LITASI MUSRENBANG KECAMATAN 
Kelurahan 
Kecematan 

Form Kel. 6 
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misalnya "Jalan Lintang Trenggono V", "Jalan Brotojoyo Timur", 
"Jalan Menggersari", dan lain-lain. 
Diisi dengan narna RW ternpat usulan misal : RW O 1 atau dapat lebih 
dari 1 (satu) RW misal RT 02 & RW 04 

Kolom 4 

Kolom 3 

Petunjuk Pengisian~ 
Kolom 1 Diisi dengan nornor urut prioritas usulan kegiatan. 
Kolom 2 Diisi dengan jenis kegiaran yang diusulkan, dengan kriteria: 

• Merupakan usulan prioritas Xelurahan yang bersifat mendesak 
dan lintas wilayah RW; 

• Jenis pekerjaan yang dapat diusulkan, adalah pekerjaan fisik 
infrastruktut (pembangunan jalan, jembatan, saluran, talud, 
taman RTH, lapangan olahraga), 

• Tidak tennasuk usulan pemasangan Penerangan Jalan Umum 
(PJU). Usulan PJU hanya dapat diusulkan dan dilaksanakan oleh 
Perangkat Daerah teknis (Dinas Perumahan dan Kawasan 
Pennukiroan); 

• Jumlah total usulan yang dicantumkan sebanyak-banyaknya 
adalah 3 (tiga) usulan rnerupakan prioritas dengan skor nilai 

tertinggi. 
Diisi dengan lokasi tempat usulan seperti tersebut dalam kolom 2, 

Keterangan: 
Fann Ini merupakan usulan kegiatan fisik di lingkungan permukiman yang didanai 
APBD, yang akan dilakaanakan oleh Perangkat Daerah Kecamatan atau Perangkat 
Daerah Teknis. Usulan kegiatan ini akan dibahas pada MUSRENBANGCAM untuk 
masuk pada rancangan Rencana Kerja (Renja) Kecarnatan pada kegiatan Fasilitasi 
Pelaksanaan Pernbangunan Hasil Musrenbang atau melalui Rencana Kcrja (Renja) 
Perangkat Daerah Teknis. 

Untuk usulan kegiatan infrastruktur tersebut akan dilaksanakan sebagai 
belanja modal sehingga hanya dapat dilakukan pada aset yang tercatat di 
Pemerintah Kola Semarang. 

Konstruksi pekerja.an fisik jalan dan saluran yang menjadi kewenangan 
Perangkat Daerah Kecamatan, adalah untuk pekerjaan: 
- konstruksi jalan lingkungan dengan lebar kurang atau sama dengan 2,5 meter; 

konstruksi saluran di lingkungan permukiman dengan lebar kurang atau sama 
dengan 30 sentimeter. 

Konstruksi pekerjaan fisik jalan dan saluran dengan lebar di atas seperti yang 
tersebut di atas, maka menjadi kewenangan Perangkat Daerah teknis. 

- 83 - 



Diisi nama RT ternpat usulao misal : RT 01 atau dapat lebih dari 1 

(satu) RT rnisal RT 01 & RT 03 
Diisi dengan volume pekerjaan dan satuan kegiatan/pekcrjaan yang 

diusulkan dalam kolom 4, misalnya "737 meter persegi", "19 meter 

ku bile", "l unit" clan lain-lain. 
Konstruksi pekerjaan fisik jalan dan saluran yang menjadi 

kewenangan Perangkat Daerah Kecamatan adalah untuk pekerjaan: 

• konstruksi jalan lingkungan lebar sampai dengan 2,5 meter; 

· konstruksi saluran lingkungan permukiman lebar sarnpai 

dengan 30 centimeter. 
Diisi deogan perkiraan jumlah anggaran yang dibutuhkan unruk 

melaksanakan usulan tersebut di kolom 2. Usulan anggaran yang 

dapat diusulkan adalah d.iataa Rp. 150.000.000,· (seratus lima 

puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,· (dua ratus juta 
rupiah); 

Diisi BARU apabila usulan merupakan usulan baru, diisi dengan 

LAMA apabila usulan sudah pernah menjadi basil 

MUSRENBANGKEL sebelurnnya serta belum pemah terealisasi, dan 

belum masuk pada rencana kegiatan tahun berjalan 

Diisi dengan hal-hal yang perlu dijelaskan terkait dengan usulan 

kegiatan dirnaksud, misalnya: "jalan altematif menuju Pelabuhan", 

"saluran tidak mengalir", "kondisi jalan rusak berat dan tidak dapat 

dilewati", "merupakan lahan pernerintah", "Usulan Pokok-Pokok 

Pikiran DPRD", dan lain-Jain. 

Diisi dengan nama Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan 

(Kec.amatan atau Perangkat Daerah Teknis). 
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Kolom 10 

Kolom .9 

Kolom 8 

Kolom 7 

Kolorn 6 

Kolom 5 



Lurah ........ 
MENGETAHUI: 

Ketua LPMK .. Koordinator BKM . 

Semarang, . 
Sekretaris, Ketua, 

Tim Penyelenggara MUSRENBANGKEL .. 

1. 
No Urut Usulan Usulan Baru Kewenangan Jenis Kegiatan Lokasi RW RT Volume Anggaran Keterangan Prioritas (Rp) I Lama Perangkat Daere 

1 '2 .J 4 5 6 7 8 9 JO 

USULAN KEGTATAN INFRASTRUK1'UR KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH TEKNJS 
Kelurahan 
Kccamatan 

Form Kel. 7 
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Mcrupakan usulan !NFRASTRUKTUR LAJNNYA yang merupakan 
kebutuhan di wilayah dengan usulan anggaran sesuai dengan 
kebutuhan (tidak ada pernbatasan usulan anggaran). Usulan 
kegiatao ini akan dibahas pada MUSRENBANGCAM untuk 
dirnasukkan pada usulan Rencana Kerja Perangkat Daerah teknis 
infrastruktur yang terkait. Misal : pengadaan kontainer sarnpah, 
RTH kawasan perkotaan, dll. 

Konstruksi pekerjaan fisik jalan dan saluran yang menjadi 
kewenangan Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan 
Pennukiman adalah untuk pekerjaan: 

konstruksi jalan lingkungan lebar diatas 2,5 meter; 
konstruksi saluran lingkungan pennukiman lebar diatas 
30 centimeter. 

• Merupakan usulan INFRASTRUKTUR JALAN, SALURAN DAN 
JEMBATAN DI LUAR LINGKUNGAN PERMUKJMAN dengan 
usulan anggaran di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus Jul.a 
rupiah). Usulan kegiatan mi a.kan dibahas pada 
MUSRENBANGCAM untuk dimasukkan pada usulan Rencana 
Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum tahun 2019; 

Diisi dengan nomor urut prioritas usulan kegiatan. 
Diisi dengan jenis kegiatan yang diusulkan, dengan kriteria: 
• Merupakan usulan INFRASTRVKTUR JALAN, SALURAN DAN 

JEMBATAN LINGKUNGAN .PERMUKIMAN dengan kebutuhan 
pendanaan di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). 
Usulan kegiatan ini akan dibahas pada MUSRENBANGCAM 
untuk dimasukkan pada usulan Rencana KerjaPerangkat Daerah 
Dinas Pernmahan dan Kawasan Permukiman tahun 2018; 

Kolom l 
Kolom 2 

Petunjuk Pengisian: 

Ketcrangan: 
Form ini rnerupakan usulan kegiatan fisik di lingkungan permukiman yang didariai 
APOD mclalui kegiatan di Perangkat Dacrah Teknis. Usulan kegiatan ini akan 
dibahas pada MUSRENBANGCAM untuk masuk pada rancangan Rencana Kerja 
{Rcnja) Perangkat Daerah Teknis. 

Untuk usulan kegiatan infrastruktur/ flsik tersebut akan dilaksanakan 
sebagai belanja modal sehingga hanya dapat dilakukan pada aset yang tercatat di 

Pernerintah Kata Semarang. 
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Diisi dengan perkiraan jumlab anggaran yang dibutuhkan untuk 

melaksanakan usuJan tersebut di kolom 2 

Diisi BARU apabila usulan merupakan usulan baru, diisi dengan 

.LAMA apabila usulan sudab pernah menjadi hasil 

MlJSRENBANGKEL sebelumnya serta belum pernah terealisasi, dan 

belum masuk pada rencana kegiatan tahun berjaJan 

Diisi denga.n hal-hal yang perlu dijelaskan terkait dengan usulan 

kegiatan dimaksud, misalnya: "jalan altematif menuju Pelabuhan", 

"saluran tidak mcngalir", "kondisi jalan rusak berat dan tidak dapat 

dilewati", "merupakan lahan pemerintah", "Usulan Pokok-Pokok 
Pikiran DPRD", dan lain-lain. 

Diisi dengan nama Perangkat Daerah Teknis Lainnya yang 
m,•mhirl,mni 11~1-'R., ;r-'1·,1,·-,J.;···~ 

Merupakan usulan pemasangan lampu Penerangan Jalan Umum 

(PJU) dan usulan lain yang terkait dengan kewenangan yang 

hanya dapat dilaksanakan oleh Perangkal Daerah teknis, dengan 

usulan anggaran sesuai dengan kcbutuhan [tidak ada 

pembatasan usulan anggaran). Usulan kegiatan ini akan dibahas 

pada MUSRENBANGCAM untuk dimasukkan pada usulan 

Rencana Kerja Perangkat Daerah teknis terkait; 

Jumlah total usuJan adalah 7 (tajuh) usulan merupakan prioritas 

dengan skor nilai tertmggi. 

Diisi dengan lokasi tempat usulao seperti tersebut dalam kolom 2, 
misalnya "Jalan Lintang Trenggono V", "Jalan Brotojoyo Timur", 
.,, Jalan Menggersari'', dan lain-Jain. 

Diisi dengan nama RW ternpat usulan misal : RW 01 atau dapat lebih 

dari 1 (satu) RW misal RT 02 & RW 04 
Diisi nama RT ternpat usulan misal : RT 01 atau dapat lebih dari 1 

(satu) RT misal RT 01 & RT 03 
Diisi dengan volume pekerjaan dan satuan kegiatan/pekerjaan yang 

dlusuJkan daJam kolom 4, misalnya "737 meter persegi", "19 meter 

kubik", "1 unit" dan lain-lain. 

• Konstruksi pekerjaan fisik jalan dan saluran yang menjadi 

kewenangan Perangkat Daerah Dinas Perumaban dan Kawasan 

Permukiman adalah untuk pekerjaan: 

- konstruksi jalan lingkungan le bar diatas 2,5 meter; 

- konstruksi saluran lingkungan permukiman lebar diatas 30 

centimeter. 
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Kolorn 10 

Kolom 9 

Kolom 8 

Kolom 7 

Kolom 6 

Kolorn 5 

Kolom 4 

Kolom 3 



Lurah ........ 
MENGETAHU!: 

Ketua LPMK .......... Koordinator BKM . 

Semarang, . 
Sekretaris, Ketua, 

Tim Penyelenggara MUSRENBANGKEL . 

No Urut Usu Ian Usulan Baru 
Prioritas Jen.is Kegiatan Lokasi RW RT Volume Anggaran / Lama Keterangan 

(Rp) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Kelurahan 
Kecarnatan 

USULAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI LrNGKUNGAN PERMUKJMAN 

Form Kel. 8 
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Diisi BARU apabila usulan merupakan usulan baru, diisi 

dengan LAMA apabila usulan sudah pernah menjadi hasil 

MUSRENBANGKEL sebelumnya serta belum pemah 
terealisasi, dan belum masu.k pada rencana kegiatan tahun 

berjalan. 

Diisi dengan hal-hal yang perlu dijelaskan terkait dengan 
usulan kegiatan dima.ksud. 

Total anggaran per kelurahan adalah Rp. 50.000.000,­ 
(lima puluh juta rupiah). 

Diisi dengan perkiraan jumlah anggaran yang dibutuhkan 
untuk melaksanakan usulan tersebut di kolom 2. 

Diisi dengan volume pekerjaan dan satuan 

kegiatan/pekerjaan yang diusulkan dalam kolom 4, 
misalnya 1 kali kegiatan sosialisasi dengan peserta ± 100 
orang", ul2 kali pelatihan dengan peserta :t 30 orang", dan 

lain-lain. 

Diisi nama RT tempat usulan misal : RT 01 atau dapat lebih 
dari 1 (satu) RT misal RT O 1 & RT 03 

Diisi dengan narna RW tempat usulan misal : RW 1 atau 
dapat lebih dari l (satu) RW misal RW 5 & RW 7 

Diisi dengan lokasi t.empat usuJan seperti tersebut dalam 

kolom 2. 

Diisi dengan jenis kegiatan pernberdayaan perempuan di 
lingkungan permukiman. Misal: pelatihan, sosialisasi dll. 

Kolom 9 

Kolom8 

Kolom 7 

Kolom6 

Kolorn 5 

Kolom 4 

Koloru 3 

Kolom2 

Petuojuk Pengisian: 
Kolom 1 Diisi dengan nomor urut prioritas usulan kegjatan. 

Kcterangan: 
Form ini digunakan untuk rnemfasilitaei kegiatan-kegiatan perempuan 
di kelornpok RT, RW mau.pun Kelurahan yang bertujuan: meningkatkan 
kualitas kehidupan perernpuan, kesejahteraan perempuan, kernandirian 
perempuan serta dapat bermanfaat bagi pribadi, keluarga dan 

lingkungan. 
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Lurah . 
MENGETAHVl: 

Ketua LPMK . Koordinator BKM . 

Semarang, . 
Sekretaris, Ketua, 

Tim Penyelenggara MUSRENBANGKEL . 

.ill 
No Urut Usulan Usulan Barn Kewenangan Jenis Kegiatan Lokasi RW RT Volume Anggaran Keterangan Prioritas (Rp) / Lama Perangkat Daer 

/ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Kelurahan 
Kecamatan 

USULAN KEGIATAN SOSJAL, BUDAYA DAN EKONOMI LlNGKUNGAN PERMUKIMAN (selain kegiatan Pemberdayaan Perempuan) 

Form Kel. 9 
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Diisi BARU apabila usulan merupakan usulan baru, diisi 

dengan LAJMA apabila usulan sudah pernah menjadi hasil 

MUSRENBANGKEL sebelurnnya serta belum pernah 
terealisasi, dan belum masu.k pada rencana kegiatan tahun 

berjalan 

Diisi dengan perki.raan jumlah anggaran yang dibutubkan 

untuk melaksanakan usulan tersebut di kolom 2. 

Diisi dengan volume pekerjaan dan satuan 

kegiatan/pekerjaan yang diusulkan dalam kolom 4, 

rnisalnya 1 ka1i kegiatan sosialisasi dengan peserta ± 100 

orang", "12 kali pelatihan dengan peserta ± 30 orang", ~1 

kali kegiatan wayangan dengan peserla ± 200 orang", dan 

lain-lain. 

Diisi nama RTtempat usulanmisal: RT 01 atau dapat Jebih 

dari 1 (satu) RT rnisal RT O 1 & RT 03 

Diisi dengan nama RW tempat usulan rnisal : RW 1 atau 

dapat lebih dari 1 (satu) RW misal RW 5 & RW 7 

Diisi dengan jenis kegiatan sosial, budaya atau ekonomi 
terkait peningkatan kualitas hidup, pemberdayaan 
masyarakat ataupun perbaikan ekonomi masyarakat 

[selain kegiatan pemberdayaan perempuan). Misal: 

pelatihan pendidikan, Iasilitasi pembentukan kelompok 
kerja Kelurahan Sehat, pelatihan tenaga kerja, sosialisasi 

& fasilitasi pemasaran, pemberdayaan lansia, dlL 

Diisi dengan lokasi tempat usulan seperti tersebut dalam 

kolom 2, misalnya "Kampung Batik", "Kelompok 
Masyarakat Mawar", "Kelornpok Penggerak Ekonomi", dan 

lain-lain. 

Diisi dengan nomor urut prioritas usulan kegiatan. 

Kolorn 8 

Kolom 7 

Kolom 6 

Kolom S 

Kolom 4 

Kolom 3 

Kolom 2 

Kolom 1 

Petunjuk Pengisian: 
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Diisi dengan nama Perangkat Daerah Tek:nis Lainnya yang 
membidangi pekerjaan soaial, budaya atau ekonomi. 

Diisi dengan hal-hal yang perlu dijelaskan terkait dengan 

usulan kegiatan dimaksud, misalnya: "merupakan ajang 

mendukung seniman & kesenian lokal", "tingginya angka 
penurunan kesehatan", "Usulan Pokok-Pokok Pikiran 

DPRD", dan lain-lain. 
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Kolom 10 

Kolom 9 



2. Membahas dan menyepakati Daftar Skala Prioritas 
Pembangunan di Kecamatan dari hasil MUSRENBANGKEL clan 
prioritas Kecamatan lainnya; 

B. Tujuan 

Tujuan pelaksanaan MUSRENBANGCAM adalah unruk: 

1. Mendorong peran da.n partisipasi rnasyarakat dalam perumusan 
dan pengambilan keputusan bersama pemerintah dalam 
penyusunan perencanaan pembangunan tahunan di tingkat 
Kecamatan 

A. Pengertian 
MUSRENBANGCAM adalah forum musyawarab tahunan para 
pemangku kepentingan di tingkat Kecarnatan untuk menyusun dan 

menyepakati prioritas kegiatan sebagai dasar penyusunan Rencana 
Kerja Perangkat Daerah Kecamatan serta sebagai bahan 
MUSRENBANGKOT yang akan menjadi masukan bagi penyusunan 

Rencana Kerja Pemerintab Daerah di Lingkungan Pemerintab Kota 
Semarang. Pemangku Kepentingan (stakeholders) Kecamatan adalah 
pihak yang berkepentingan dengan kegiatan prioritas dari Kelurahan 
untuk mengatasi permasalahan iii wilayah Kecamatan serta pihak­ 
pihak yang berkaitan dengan dan atau terkena dampak basil 
musyawarah. 

PETUNJUK TEKNIS 
PEDOMAN PELAKSANAAN 

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN 
KECAMATAN 

LAMPIRAN m 
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG 
NOMOR 57A TAHUN 2017 
TENT ANG 
PEDOMAN PELAKSANJ\AN REMBUG WARGA DAN 
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN 
KELURAHAN DAN KECAMATAN DALAM RANGKA 
PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH 
DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2019 
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E. Peserta 
Peserta MUSRENBANGCAM m.ewakili masyarakat dan 

lembaga/ organisasi kemasyarakatan serta pemangku kepentingan 
pembangunan lainnya yang ada di wilayah Kecamatan, yang terdiri 

dari: 
l . Unsur Pimpinan Wilayah Kecamatan: Ca.mat, Komandan Rayon 

Militer (Danramil), dan Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) 

setempat. 
2. Anggota DPRD Kota Semarang pada Daerah Pemiliban (Dapil) 

kecamatan 
3. Unsur Pemerintah Kecamatan: 

a. Sekretaris Carnat; 
b. Para Kepala Seksi yang ada di Kecamatan; 
c. Perwakilan Puskesrnas yang ada di wilayah Kecamatan; 

d. Unit Pelaksana Teknis Dinas/Bagian di kecamatan. 

D. Masukan 
Masukan dari l'vfUSRENBANGCAM adalab: 

l. Hasil MUSRENBANGKEL sesuai form-form yang ditetapkan. 
2. Kegiatan Perangkat Daerah di tahun 2018 dan. rencana kegiatan 

di tabun 2019 yang berlokasi di wilayab kecamatan. 
3. Pokok-pokok pi.k.i.ran DPRD yang ada di wilayah kecamatan. 

4. Daftar Usulan Prioritas Kecamatan. 

C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 
l. MUSRENBANGCAM dilaksanakan selarnbatnya pada minggu ke- 

2 {kedua) bulan Februari 2018. 
2. MUSRENBANGCAM dilaksanakan di Aula/Balai/Gedung 

Kecamatan/ Keluraban atau tempat lain yang memungkinkan 
untuk menampung seluruh peserta MUSRENBANGCAM. 

3 . .Melakukan koordinasi. konfirmasi, dan klarifikasi usulan 

program tingkat Kecamatan; 

4. Mensinkronkan perencanaan di tingkal Kecamatan dcngan 

kebljakan arahan pcmbangunan di tingkat Kota; 

5. Menetapkan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan oleb 

Perangkat Daerah Kecamatan maupun yang akan diusulkan 

pada Forum Perangkat Daerah dan/atau MUSRENBANGKOT. 
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F'. Narasurnber 

1. Unsur Narasumber 

Narasumber dalarn pelaksanaan MUSRENBANGCAM terdiri dari 

Camat, Kapolsek, Danramil, Anggota DPRD yang berasal dari 
Dapil atau yang bertempat tinggal di wilayah Kecamatan 
bersangkutan, Tim Pendamping MUSRENBANGCAM, Perwakilan 
Perangkat Daerah Kota Semarang, Kepala Unit Pela.ksana Tugas 
Dinas/Badan di tingkat Kecamatan. 

4. Unsur Perwakilan Kelurahan: 
a. Lurah; 

b. Ketua LPM K; 

c. Koordinator BKM Kelurahan; 
d. Delegasi yang ditunjuk pada saat MUSRENBANGKEL. 

5. Unsur Masyarakat : 

a. Tokoh masyarakat; 
b. Organisa.si masyarakat di tingkat Kecamatan [ormas 

keagamaan, KNPJ, Karang Taruna, PKK, koordinator LPMK, 

koordinator BKM Kecamatan, dan lain-lain); 

c. Kelornpok-kelornpok pemberdayaan masyarakat di tingkat 
kecamatan atau Kota (Forum Komuni.kasi Kecamatan Sehat, 
Kelompok Pengelola Bank Sampah, Kelompok Tani, 
Kelompok Budaya, Komunitas Kreatif, dan Iain-Iain]; 

d. Tokob dan kelompok kornunitas kepemudaaan; 
e. Tokoh/kelompok perempuan; 

(. Kelompok pengusaha kecil/sektor informal; 
g. LSM yang berdomisill dan beraktifitas di Kecamatan 

terse but; 
h. LSM pemantau; 

i. Kelompok profesi (dokter, guru, pengusaha, dan lain-lain); 
J. Pengurus Partai Politik di tingkat Kecamatan; 

k. Komite Sekolah dan Kepala sekolab negeri dan swasta yang 
ada di wilayah Kecamatan, 
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H. Peran dan Fungsi Pelaku Kegiatan 
1. Narasumber 

a. Menyampaikan kebijakan dan program pembangunan 
Pemerintah Kota Semarang; 

b. Menjawab jika ada pertanyaan yang roenyangkut kebijakan 
dan program Pemerintah Kota Semarang. 

2. Camat 
a. Persiapan MUSRENBANGCA.M 

• Bertanggungjawab terhadap rangkaian pelaksanaan 
MCJSRENBANGCAM; 

• Memfasilita.si dan mernbentuk Tim Penyelenggara 

MUSRENBANGCAM; 

• Memfasilitasi rapat Persiapan MUSRENBANGCAM; 

• Menyusun prioritas-prioritas Kecamatao yang 
rnerupakan kegiatan dalam skala Kecamatan atau linlas 
Kelurahan. Usulan prioritas ini ber sarna deogan hasil 

MUSRENBANGKEL akan dibahas pada PRA 

MUSRENBANGCAM dan pelaksanaan 
MUSRENBANGCAM untuk menjadi baban pertimbangan 
dalam Daftar Skala Prioritas Kecamatan; 

G. Penyelenggara 

Untuk mendukung penyiapan dan pelaksanaan MUSRENBANGCAM, 

maka dibentuk tim penyelenggara MUSRENBANGCAM yang 

melibatkan unsur masyarakat dan pemerintah Kecamatan dengan 
Camat sebagai penanggungjawabnya. Tim Penyelenggara 
MUSRENBANGCAM dibenruk dan ditetapkan oleh Camat pada saat 

pelaksanaan PRA MUSRENBANGCAM, yang terdiri dari Ketua, 
Sekretaris dan beberapa anggot.a sesuai kebutuhan. 

2. Tugas Narasurnber 
a. Menyampaikan dan mernberikan informasi yang perlu 

diketahui peserta sebagai bahan daJam proses pengambilan 
keputusan MUSRENBANGCAM; 

b. Camat mernaparkan dan menyampaikan Program/Kegiatan 

Prioritas Rencana Kerja Kecamatan. 
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MUSRENBANG dari Pemerintab Kota Semarang maupun 
Kepala seksi atau pelaksana teknis di Kecamatan; 

e. Mernbantu tim Pendamping MUSRENBANGCAM dalam 

menjalankan tugasnya; 
f. Menyiapkan tempat/ ruang rapat yang representatif; 
g. Menyediakan konsumsi rapat: 
h. Membuat daftar hadir dan notulensi acara: 

i. Menyiapkan handout/kit peserta dan membagikannya pada 
saat pendaftaran peserta. 

Pendamping Tim d. Melakukan koordinasi dengan 

c. Mengidenti.fikasi, menetapkan d3,11 menyebarkan undangan 
ke seluruh peserta MUSRENBANGCAM; 

a car a agenda dan 

3. Tim Penyelenggara 

a. Merekapitulasi basil dari seluruh MUSRENBANGKEL, Usulan 
Prioritas Kecamatan serta pokok-pokok 'pikiran DPRD yang 
ada di wilayah kecamatan; 

b. Menyusun jadwal kegiatan 
MUSRENBANGCAM; 

• Apabila diperlukan, dapat menunjuk Tim 

Pemandu/Pendukung dari unsur masyarakat atau staf 
Kecamatan/Kelurahan yang memiliki kompetensi dalam 
proses pendampingan perencanaan partisipatif untuk 
mernbantu pelaksanaan dan perumusan hasil 

MUSRENBANGCAM; 

• Berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang terkait 
dengan pengisian form MUSRENBANGCAM. 

b. Pelaksanaan MUSRENBANGCAM 

./ Membuka acara MUSRENBANGCAM; 

./ Menyampaikan paparan prioritas program/kegiatan 
Kecamatan; 

./ Menandatangaoi berita acara pelaksanaan 
rvruSRENBANGCAM dan usulan prioritas Kecamatan; 

./ Membentuk tim delegasi Kecamatan sebagai perwakilan 

pada MUSRENBANGKOT; 
./ Menutup pelaksanaan MUSRENBANGCAM. 
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4. Delegasi Kelurahan 

a. Mernberikan penjelasan/klarifikasi mengenai usulao program 
dari Ke1urahan; 

b. Memberikan masukan/pendapat pada saat pembahasan. 

5. Peserta Lainnya 

Memberikan masukan/pendapat/saran pada saat pembahasan. 

6. Pemantau 
Memberikan pendapat, saran atau masukan pada saat 

berlangsungnya MUSRENBANGCAM dengan ijin dari pimpinan 
rapat MUSRENBANGCAM. 

l. Tahapan Pelaksanaan 

MUSRENBANGCAM merupa.kan kelanjutan dari rangkaian 
pelaksanaan MUSRENBANGKEL dan bagian dari 
MUSRENBANGKOT. Mekanisme pelaksanaan MUSRENBANGCAM 

terdiri dari tahapan Persiapan MUSRENBANGCAM, pelaksanaan 

PRA MUSRENBANGCAM, dan Pelaksanaan MUSRENBANGCAM. 

Camat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan keseluruhan 
tahapan MUSRENBANGCAM. Atur acara pelaksanaan seluruh 
tahapan MUSRENBANGCAM berpedornan pada Peraturan ini. 

1. Persiapan MUSRENBANGCAM 
a. Rapat persrapan MUSRENBANGCAM adaJah rapat yang 

dila.ksanakan untuk mempersiapkan pelaksanaa.n tahapan 

MUSRENBANGCAM yang dipimpin oleh Camat dengan peserta 
dari perwakilan LPMK, BKM, Lurah, staf Kecamatan dan 
delegasi kelurahan 

j. Mempersiapkan data dan dokumen yang diperlukan pada 

saat pembahasan MUSRENBANGCAM, antara lain: 

./ Draft awal keputusan hasil MUSRENBANGCAM 

./ Daftar usulan prioritas dari Kelurahan; 

./ Peta-peta pendukung; 

./ Data kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat 

Daerah Kecamatan dan Perangkal Daerah teknis di 
tahun anggaran 2018; 

./ Dokumen Rencana Strategis Kecamatan; 

./ Format-format isian MUSRENBANGCAM. 
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berasal dari Dapil kecamatan melalui Pokok-Pokok 
Pikiran DPRD; 

f) Mempersiapkan rnateri untuk pelaksanaan PRA 

MUSR~NBANGCAM dan pclaksanaan 
MUSRENBANGCAM; 

g) Menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan pada 

saat pembahasan PRA .MUSRENBANGCAM dan 

MUSRENBANGCAM, antara lain; 

- Usulan-usulan prioritas hasil MUSRENBANOKEL; 

- Data evaluasi program kegiatan yang sudah dan yang 
sedang dilaksanakan, terutarna kegiatan-kegiatan 

yang akan dilakukan di tahun bcrjaJan, baik yang 

MUSRENBANGCAM. Jadwal dan tahapan pelaksanaan 

MUSRENBANGCAM harus diumumkan kepada 
masyarakat paling larnbat (7) tujuh bari sebelum 
pelaksanaan; 

MUSRENBANGCAM dan 

tata tertib dan mekanisme b) Menyusun rumusan 
pembahasan PRA 

MUSRENBANGCAM; 

c) Menetapkan jadwal dan daftar yang diundang pada 

b. Dalarn rapat persiapan MUSRENBANGCAM dilakukan 
keglatan sebagai berikut; 
1) Mernbenruk dan rnenetapkan Tim Penyelenggara 

MUSRENBANGCAM, yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan 
beberapa anggota, dengan melibatkan unsur rnasyarakat 
dan unsur perocrlntahan Kecamatan. Tim Pcnyelenggara 
MUSRENBANGCAM d.itetapkan dengan Surat Keputusan 

Camat paling !ambat pada minggu kc-4 (kecmpat) bulan 
Januari 2018. Tim Penyelenggara mempunyai tugas: 
n) Melaksanakan seluruh proses MUSRENBANGCAM, 

mulai dari tahap perslapan, pelaksanaan dan pasca 
pelaksanaan M USRENBANGCAM; 
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2. Pelaksanaan PRA MUSRENBANGCAM 
a. PRA MUSRENBANGCAM merupakan forum pembahasan untuk 

mempersiapkan materl yang akan dibahas pada 
MUSRENBANGCAM. Rapat PRA MUSRENBANGCAM dipimpin 

oleh Ketua Penyelenggara MUSRENBANGCAM dengan Camat 

sebagai narasurnber dan pengarah; 
b. Peserta PRA MUSRENBANGCAM adalah Camat, Lurah, seluruh 

LPMK kelurahan, seluruh BKM kelurahan, seluruh delegasi 

kelurahan, perwakilan dad organisasi di tingkat Kecamat.an, 

i) Menyiapkan tempat/ruang rapat yang representatif dan 

dapat menampung seluruh peserta MUSRENBANG; 

j) Menyediakan konsumsi rapat; 
k) Membuat daftar hadir dan mencatatjalannya diskusi. 

2) Koordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya dan Kepala 
cabang atau pelaksana teknis Perangkat Daerah di 

Kecamatan. 

bersurnber dari APBD kota, APBD Provinsi, maupun 

yang bersumber dari PNPM atau swasta (CSR); 
Monografi Kecamatan [luas wilayah, struktur 

organisasi Kecamatan, jumlah penduduk, fasilitas 
sosial, fasilitas umum, sarana keagamaan); 

- Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan; 
- Dokumen perencanaan tingkat kola dan dokumen 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); 

- Data jumlah dan peta sebaran keluarga miskin di 

wilayah Kecamatan; 
- Peraturan-peraturan yang terkait dan diperlukan 

pada saat pelaksanaan MUSRENBANGCAM; 

· Format-format isian MUSRENBANGCAM; 
- Kornpilasi foto-foto lokasi usulan untuk kegiatan 

fisik. 

h) Menyiapkan seluruh peralatan yang dibutuhkan dalam 
pelaksanaan seperti: whiteboard, spidol dan penghapus, 
sound system, staples, paper clip, kertas piano dan lain­ 

lain; 
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Puskesmas di wilayah Kecamatan, UPTD/B dan delegasi 

kelurahan; 
c. Dalam PRA MUSRENBANGCAM dilaksanakan kegiatan sebagai 

berikut: 
1) Menyusun dan membahas isu strategis dan prioritas 

permasalahan di wilayah Kecamatan yang bersifat lintas 
Kelurahan atau mcrnbutuhkan pembiayaan yang besar dan 
yang belum masuk dan dianggap prioritas untuk 

dilaksanakan, terma.suk usulan pokok-pokok pikiran DPRD 
yi1.ng berlokasi di kecamatan bersangkutan; 

2) Mernilah usulan-usulan yang termasuk ke dalam kategori 
hibah dan bantuan sosial, kernudian mengarahkan peserta 
(perwakilan warga) yang rnengusulkan unruk meneruskan 

sesuai dengan peraturan yang berlaku; 
3) Merekapitulasi Usulan Kegiatan Infrastruktur Lingkungan 

Permukiman Kelurahan (Form KeL 5) dari seluruh 

Kelurahan dan menyusunnya menjadi rurnusan Daftar 
Skala Prioritas Pembangunan Infrastruktur Lingkungan 
Permukiman Kelurahan Pada Kegiatan Pemberdayaan 
Masyarakat (Form Cam-3); 

4) Berdasarkan basil rekapitulasi pada poin 3 tersebut. 
selanjutnya dilaksanakan pembahasan dan penentuan 

prioritas yang dilakukan dengan adil dan berdasarkan 
kriteria sebagai berikut: 

- Tingkat Kemendesakan, yaltu keburuhan tersebut 
tidak dapat ditunda dan apabila tidak segera 
ditangani akan mengganggu aktivitas warga, 
mengganggu kesejahteraan roasyarakat, atau 

menurunkan tingkat pendapatan. Semakin 
mendesak, semakin tinggi nilainya; 

- Tingkat Kemanfaatan, yaitu kebutuhan tersebut 
manfaatnya dirasakan oleh banyak orang atau 
kelompok, misalnya kelompok perempuan, kelompok 
miskin. kelompok minoritas dan golongan muda. 
Semakin banyak yang rnerasakan manfaalnya, 

sernakin ti.nggi nilainya; 
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. Tingkat Ketersediaan Sum her Daya, yaitu Kebutuhan 

tersebut didukung oleh sumberdaya yang cukup 
untuk melaksanakannya. Semakin banyak sumber 
daya yang tersedia untuk mclaksanakan kebutuhan 

tersebut, semakin tinggi nilainya. 
Proses penghitungannya dilakukan dengan skoring 

menggunakan skala nilai sebagai berikut: 
1 : tidak mendesak/bermanfaat/mendukung 
2: kurang mendesak/bermanfaal/mendukung 

3: mendesak/bermanfaat/mendukung 
4 : sangat mendukung 

Proses skoring dilakukan secara on.line melalui SIMPERDA. 

Penilaian harus dilakukan terhadap semua usulan dari 
Kelurahan yang terdapat pada form Kel-5. Proses penentuan 

prioritas ini dilakukan tidak semata bagi rata anggaran, 

namun berdasarkan kebutuhan nyata yang ada di tingkat 

kecamatan dan keluraban; 
5) Merckapitulasi Usulan Kegiatan lnfrastruktur Lingkungan 

Permukiman melalui Fasilitasi Musrenbang Kecarnatan 

(Form Kel-6) dari seluruh Kelurahan dan merumuskannya 
dalam Daftar Skala Prioritas Pembangunan lnfrastruktur 
Lingkungan Permukiman Melalui Fasilitasi Musrenbang 
Kecamatan (form Cam.4), dengan ketentuan: 

· Usulan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerab 
Kecamatan melalui kegiatan Faeilitasi Hasil Musrenbang 
Kecamatan dengan usulan anggaran diatas Rp. 

150.000.000,· (seratus Iima puluh juta rupiah) sampai 
dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah} yang 
merupakan kewenangan Perangkat Daerah Kecamatan; 

- Jenis pekerjaan yang dapat diusulkao adalab pekerjaan­ 

pekerjaan fisik sarana prasarana infrastruktur 
(pembangunan jalan, jembatan, saluran, talud, taman 
RTH, pembangunan Japangan olahraga) yang berada di 
dalam lingkungan perumahan atau permukiman, selain 

usulan pemasangan Penerangan Jalao Umum (PJU) dan 

usulan kegiatan lain yang hanya dapat dllaksanakan oleh 
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Perangkat Daerah teknis sesua.i kewenangannya. Usulan 
PJU hanya dapat diusulkan dan dilaksanakan olch 
Perangkat Daerah teknis (Dinas Perumahan dan Kawasan 

Pcrmukiman); 
Untuk usulan kegiatan infrastruktur tersebut akan 
dilaksanakan sebagai belanja modal sehingga hanya 
dapat dilakukan pada aset yang tercatat di Pemerintah 

Kota Semarang. 
. Konstruksi pekerjaan flsik jalan dan saluran yang menjadi 

kewenangan Perangkat Daera.h Kecamatan adalah untuk 

pekerjaan: 

* konstruksi jalan lingkungan dengan lebar kurang 
atau sama dengao 2,5 meter; 

" konstruksi saluran lingkungao permukiman 
dengan lebar kurang atau sama dengan 30 
sentimeter. 

Sisa usu1an lain yang berasal dari Rembug Warga atau 
prioritas Kelurahan tetap dimasukkan dalam Daftar 
Panjang Usulan Kegiatan, sebagai bahan pertimbangan 

untuk MUSRENBANGKEL tahun berikutnya. 
· Rumusan Daftar Skala Prioritas Pembangunan 

Tnfrastruktur Lingkungan Permukirnan melalui Fasilitasi 
Musrenbang Kecamatan (Form Cam.4) disusun 
berdasarkan basil rekapitulasi MUSRENBANGKEL, 
prioritas Kecamatan dan pokok-pokok pikiran DPRD 
dengan rnelakukan penilaian terhadap seluruh usulan. 
Pcnilaian dila.kukan melalui SIMPERDA dengan 
mcnggunakan kriteria sebagai berikut: 

* Tingkat Kemendesakan, yaitu kebutuhan tersebut 

tidak dapat dirunda dan apabila tidak segera 

ditangani akan mengganggu aktivitas warga, 
mcngganggu kesejahteraan masyarakat, atau 

menurunkan tingkat pendapatan. Semakin 
mendesak, semakin tinggi nilainya; 

+ Tingkat Kemanfaatan, yaitu kebutuhan tersebut 
manfaatnya dirasakan oleh banyak orang atau 
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kelompok, misalnya kelornpok perempuan, 

kelompok misk:in, kelompok minoritas dan golongan 

muda. Semakin banyak yang merasakan 

manfaatnya, semakin tinggi nilamya; 

* Tingkat Ketersediaan Sumber Daya, yaitu 

Kebutuhan tersebut didukung oleh sumberdaya 

yang cu.kup untuk melaksanakannya. Semakin 

banyak sumber daya yang tersedia untuk 

melaksanakan kebutuhan tersebut, semakin tinggi 

nilainya 
Proses penghitungannya d.ilakukan dengan scoring 

menggunakan skala nilai sebagai berikut: 

1 : tidak mendesak/bennanfaat/mendukung 

2 : kurang mendesak/bermanfaat/ mendukung 

3 : mendesak/bermanfaat/mendukung 

4 : sangat mendukung 

Selain usulan berupa pembangunan/ peningkatan jalan dan 

saluran, kecamatan juga dapat mengusul.kan kegiatan lain 

dalam lingkup kelurahan/ kecamatan, misalnya 

pembangunan taman di permukiman, pembangunan sarana 

prasarana olahraga kelurahan/ kecamatan, dan lain-lain. 

Pada form ini, kecamatan tidak dapat mengusulkan 

kegiatan yang mcnjadi kewenangan Perangkat Daerah 

teknis, misalnya pemasangan Penerangan Jalan Umum 

{PJU), pemasangan ram bu-ram bu lalu lintas. Selain itu pada 

form irri Kecamatan juga tida.k dapat mengusulkan kegiatan 

yang mernerlukan kajian teknis terlebih dulu atau yang 

rnerniliki keterkaitan dengan kebija.kan dan sistem di tingkat 
kota, misalnya pembelian pompa banjir, pembangunan 

rumah pompa dan lain-Jain; 
6) Merekapitulasi Usulan Kegiatan Infrastruktur Kewenangan 

Perangkat Daerah Teknis (Form Ke!. 7) dari seluruh 

kelurahan yang merupakan usulan kegiatan 

pembangunan/peningkatan jalan, saluran dan jembatan di 

dalarn lingkungan permukiman atau perumahan yang 
merupakan kewenangan Dinas Perumahan dan Kawasan 
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7) Merekapitulasi Usulan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan 

Di Llngkungan Permukiman (Form Kel. 8) dari seluruh 
kelurahan dan merumuskannya dalam Daftar Skala 
Prioritas Kegiatan Pemberdayaan Perernpuan Di Lingkungan 
Permukiman (form Caro.61, dengan ketentuan: 

Jumlah yang dapat diusulkan untuk dibahas pada 

MUSRENBANGKOT tidak lebih dari 2 (dua) kali jumlah 
kelurahan. Untuk usulan lain tetap masuk daftar panjang 
(long Lis~ yang dihimpun oleh Perangkat Daerah Kecamatan, 
dan rnenjadi pertimbangan bagi Perangkat Daerah teknis 
dalam menyusuo Reocana Kerja Perangkat Daerah. 

Untuk usulan kegiatan infrastruktur akan dilaksanakan 
sebagai belanja modal sehingga hanya dapat dilakukan 

pada aset yang tercatat di Pemerintah Kota Semarang. 

Permukirnan dengan usulan anggaran di atas Rp. 

200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang diusulkan untuk 
dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan 
Permukiman, yang selanjutnya dirumuskan dalam Daftar 
Skala Prioritas Pembangunan lnfrastruktur Jalan, Saluran 
dan .Jcmbatan Linglrungan Permukiman Oleh Di.nas 
Perumahan dan Kawasan Permuki.man {Form Cam.5). 

Usulan akan dibahas pada Forum Perangkat Daerah/ 
MUSRENBANGKOT. Penyusunan rumusan dilakukan 
dengan melakukan penilaian terhadap sclurub usulan dari 
Kelurahan dan usulan prioritas Kecamatan. Penilaian 

dilakukan terhadap semua usulan melalui SIMPERDA 
dengan menggunakan kriteria sebagai berikut: 

Kesesuai.an dengan prioritas pembangunan daerah; 
Kepenti.ngan rnendesak dan lintas Kelurahan; 

Mendukung pencapaian priori.tas pernbangunan 

daerah 

Mendukung pemenuhan hak dasar masyarakat lintas 

Keluraban 
Mendukung nilai tarnbah pendapatan lintas 

Kelurahan. 
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8) Merekapitulasi UsuJan Kegiatan Sosial, Budaya dan 
Ekonomi Lingkungan Permukirnan (Form Kel. 9) dan 
memilahnya menjadi: 
- UsuJan kegiatan Sosial, Budaya dan Ekonomi Lingkungan 

Perrnukiman yang dapat dilaksanakan oleh Perangkat 
Daerah Kecamatan dan dirumuskan dalam Daftar Skala 

Prioritas Kegiatan Bidang Sosial, Budaya dan Ekonomi 
(non Fisik) Kecamatan (Form Cam. 7). 

Dari Kerangka Anggaran Kegiatan Pembangunan Hasil 

MUSRENBANGKEL dan MUSRENBANGCAM 
sebagairnana tecsebut pada lampiran Peraturan ini, yang 
dapat dialokasikan untuk kegiatan non fisik adalah 
adalah sebesar 15% sampai dengan 25% dari kerangka 

anggaran untuk Kecamatan. 

Dari pagu anggaran non fisik tersebut, dialokasikan 
sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah] 
khusus untuk kegiatan pemberdayaan lanjut usia (lansia) 
di masing-masing Kecarnatan. 

Kegiatan-kegiatan dari usulan ini selanjutnya akan 
menjadi kegiatan pada Perangkat Daerah Kecamatan pada 
rekening kegiatan FASlLITASI KEGlATAN 

KEMASYARAKATAN HASIL MUSRENBANG. 

Usulan kegiatan Sosial, Budaya dan Ekonomi merupakan 
kegiatan berbasis pemberdayaan masyarakat (di luar 
kegiatan pernbangunan fisik dan usulan hibah dan 

banluan sosial) yang rneliputi: 

Digunakan untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan 
pcrcmpuan di kelompok RT, RW maupun Kelurahan 

yang bertujuan: meningkatkan kualitas kehidupan 
perempuan, kesejahteraan perernpuan, kemandirian 
perempuan serta dapat bermanfaat bagi pribadi, 
keluarga dan lingkungan; 
Total anggaran per kelurahan adalah Rp. 50.000.000,­ 

(lima puluh juta rupiah. 
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• Kegiatan yang mendukung upaya penanggulangan 
kerniskinan dan peningkatan kesejahteraan 
masyarakat, rnisalnya kerja bakti bedah rumah, 
pelatihan keterampilan usaha produktif, rintisan 
pernbentukan sentra-sentra kuliner/kerajinan, clan 

lain-lain; 
• Kegiatan penunjang pengembangan budaya/adat 

tradisi Iokal, olahraga non profesional dan olahraga 

rekreasi, misalnya wayangan, warak dugderan, 
lomba Tari Jipin, sedekah bumi, sedekah taut, bersih 
desa, apitan, penyelenggaraan turnamen olahraga di 

tingkat kelurahan dan kecamaian, seleksi untuk 
lomba-lornba yang diselenggarakan di tingkat 

kecarnatan atau kota, dan lain-lain; 

• Kegiatan berupa penunjang pemberdayaan 
masyarakat, misalnya penguatan peranan pokrnas, 

pengembangan kelurahan sehat, peningkatan pola 
hidup sehat masyarakat, peningkatan ketentraman 
dan .ketertiban umum, perlindungan masyarakat, 

pemberdayaan lansia, dan lain-lain; 

• Kegiatan berupa penyebarluasan informasi, 
pengetahuan, kampanye, atau sosialisasi kegiatan 
dan program pembangunan, misalnya sosialisasi 
Bank Sampah, sosialisasi Pola Hidup Sebat, dan 
lain-lain. 

Dalam pela.ksanaan kegiatan non Iisik sesuai kriteria 

usulan tersebut di atas, Kecamatan dapat melibatkan 
Perangkat Daerah teknis dan atau instansi teknis lainnya 
selak.u tim teknis, instruktur atau narasumber kegiatan. 

- Usulan kegiatan Sosial, Budaya dan Ekonomi yang 
mernbutuhkan anggaran yang besar dan spesifikasi teknis 
tertentu (misa1nya karena jumlah peserta banyak, 
membutuhkan peralatan bantu spesifik, dan lain-lain) 
diusulkan ke Perangkat Daerah teknis terkait melalui 
Daftar Skala Prioritas Pembangunan lnfrastruktur, Sosial, 
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- Merupakan usulan INFRASTRUKTUR JALAN, SALURAN 

DAN JEMBATAN D[ LUAR LINGKUNGAN PERMUKIMAN 

dengan usulan anggaran di atas Rp. 200.000000,- (dua 
Talus juta rupiah). Usulan kegiatan ini akan dibahas pada 
MUSRENBANGCAM untuk dimasukkan pada usulan 

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum 

tahun 2019; 
- Merupakan usulan INFRASTRUKTUR LAINNYA yang 

merupakan kebutuhan di wilayah dengan usulan 
anggaran sesuai dengan kebutuhan (tidak ada 
pembatasan usulan anggaran). Usulan kegiatan ini akan 

dibahas pada MUSRENBANGCAM untuk dimasukkan 
pada usulan Rencana Kerja Perangkat Daerab teknis 
infrastruktur yang terkait. Misal : pengadaan kontainer 
sarnpah, RTH kawasan perkotaan, dll. 

pembangunan/peningkatan jalan, saluran clan jembatan di 
dalam lingkungan permukiman atau perumahan dan 
merumuskannya dalam Daftar Skala Prioritas 
Pembangunan Infrastruktur, Sosial, Budaya dan Ekonomi 
Kewenangan Perangkat Daerah Teknis (form Cam.8), dengan 

kriteria: 

kegiatan usulan selain yang kelurahan 

Budaya dan Ekonomi Kewenangan Perangkar Daerah 

Teknis (form Cam.8). 

Penilaian dilakukan rerhadap semua usulan melalui 
S[MPERDA dengan menggunakan kriteria sebagai berikut: 

Kesesuaian dengan prioritas pembangunan daerah; 
Kepentingan rnendesak dan lintas Kelurahan; 
Mendukung pencapaian prioritas pembangunan 

daerah 
Mendukung pemenuhan hak dasar masyarakat lintas 

Kelurahan 
Mendukung nilai tambah pendapatan lintas 

Kelurahan. 
9) MerekapituJasi Usulan Kegiatan lnfrastruktur Kewenangan 

Perangkat Daerah Teknis (Form Kel.7) dari selurub 
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- Mcrupakan usulan pemasangan lampu Penerangan Jalan 
Umum (PJU) atau usulan fisik lainnya yang hanya dapat 
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah teknis yang rnemiliki 
kewcnangan, dengan usulan anggaran sesuai dengan 
kcbutuhan (tidak ada pembatasan usulan anggaran). 

Usulan kegiatan ini akan dibahas pada 
MUSRENBANGCAM untuk dimasukkan pada usulan 

Rencana Kerja Perangkat Daerah teknis infrastruktur 

yang terkait: 

- Usulan kegiatan Sosial, Budaya dan Ekonomi yang 
membutuhkan anggaran yang besar dan spesifikasi teknis 

tertentu [misalnya karena jumlah peserta banyak, 
mernbutuhkan peralatan bantu spesifik, dan lain-lain). 

Usulan kegiatan ini akan dibahas pada 
MUSRENBANGCAM untuk dimasuk.kan pada usulan 
Rencana Kerja: Perangkat Daerah yang terkait; 

- Usulan yang clisampaikan harus memerhati.kan apakab 
usulan tersebut termasuk kegiatan yang dapat 

clilaksanakan Perangkat Daerah atau harus dilaksanakan 
dengan mekanisme hibah/bansos. 

Rumusan-rumusan tersebut di atas menjadi bahan 
pembahasa:n MUSRENBANGCAM. 

3. Pelaksanaan MUSRENBANGCAM 

a. Fokus acara MUSRENBANGCAM adalah untuk mendapatkan 

prioritas Kecamatan sebagai bahan penyusunan Renja 

Perangkat Daerab Kecamatan dan usulan untuk clisampaikan 
pada MUSRENBANGKOT; 

b. Setiap peserta MUSRENBANGCAJ.\1 yang hadir harus 

mendapatkan materi/bahan MUSRENBANGCAM yang 

dibagikan selambatnya pada saat pendaftaran. Materi yang 
dibagikan harus merupakan daftar panjang usulan (long list) 

basil rekapitulasi dan pembahasan dari PRA 
MUSRENBANGCAM. Tidak diperkenankan hanya 

menyampaikan usulan prioritas yang akan 
didanai/dilaksanakan saja; 
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c. MUSRENBANGCAM merniliki fungsi untuk membahas dan 

menyepakati usulan prioritas Kelur'ahan sesuai dengan tugas 

dan fungsi masing-masing Perangkat Dacrah; 
d. MUSRENBANGCAM mcmiliki fungsi untuk melakukan 

verifikasi kembali dan pcnajaman usulan kebutuhan kegiatan 
prioritas atau mendesak yang diambil dari usulan kebutuhan 

prioritas Kelurahan maupun dari prioritas Kecamatan; 
e. MUSRENBANGCAM berwenang menetapkan usulan 

kebutuhan prioritas rencana pembangunan dari Kelurahan 
dan rencana kerja (Renja) Kecamatan. 

f. Lingkup pernbahasan MUSRENBANGCAM' meliputi seluruh 

urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai 
UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah beserta 
perubahan-perubahannya dan aturan-aturan pelaksanaannya 

g. Mekanisme pelaksanaan 'MUSRENBANGCAM adalah sebagai 

berikut: 
1) Pendaftaran peserta, dilakukan pada saat pelaksanaan 

MUSRENBANGCAM. Delegasi Kelurahan harus 

menunjukkan salinan Berita Acara MUSRENBANGKEL 

yang menyebutkan penunjukan delegasi Kelurahan; 
2) Pembukaan oleh Camat dan dilanjutkan dengan 

pemaparan Camat yang berisi: 

• Hasil MUSRENBANG tahun 2017 yang akan 
direalisasi oleh Kecamatan dan Perangkat Daerah 
teknis di tabun 2018, terrnasuk kegiatan-kegiatan 
yang berasal dari Pokok-Pokok Pikiran DPRD; 

• Permasalahan yang masih dihadapi di wilayah yang 
meliputi bidang mfrastrukrur, sosial, budaya dan 
ekonomi; 

• Arahan (cita.-cita) pembangunan di wilayah 

kecamatan serta skenario pengembangan kota di 

wilayah kecamatan; 

• Evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan 
hasil MUSRENBANG sebelurnnya, Carnal harus 
menyampa1kan seluruh perrnasalahan yang muncul 
dalarn pelaksanaan kegiatan hasil MUSRENBANG 
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Permukiman melalui Fasilitasi Musrenbang 

Kecamatan (Form Cam. 4). Penetapan rumusan 
rnenjadi keputusan MUSRENBANGCAM dilakukan 
secara musyawa.rah . 

./ Pembahasan rumusan Daftar Skala Prioritas 

Pembangunan lnfrastruktur Llngkungan 
Permukiman oleh Dinas Perumahan dan Kawasan 

Permukiman (Form Cam. SJ. Penetapan rumusan 
menjadi keputusan MUSRENBANGCAM dilakukan 
secara musyawarah . 

./ Pernbahasan rurnusan Daftar Skala Prioritas 
Kegiatan Pemberdayan Perernpuan di Lingkungan 

Permukiman (Form Cam. 6). Penetapan rurnusan 

menjadi keputusan MUSRENBANGCAM dilakukan 

secara musyawarah. 

Skala Priorttas 

Lingkungan Infrastruktur Pembangunan 
./ Pembahasan rumusan Daftar 

Pemberdayaan Masyarakat (Form Cam.3). Penetapan 

rurnusan menjadi keputusan MUSRENBANGCAM 
dilakukan secara musyawarab . 

Infrastruktur Lingkungan 
Kelurahan pada Kegiatan 

Pernbangunan 
Perrnukiman 

permasalahan terscbut tidak muncul lagi; 

• Prioritas kegiat.an yang akan dilaksanakan dan 
diusulkan di tahun 2019; 

3) Penyampaian Arah Kebijakan Pembangunan Kota 
Semarang untuk tahun 2019 oleh tim dari Pemerintah 

Kata Semarang 
4) Pembaha.san Rancangan Rencana Pembangunan 

Kecamatan yang dipimpin oleh Ketua Tim Penyelenggara 
dengan dibantu Camat, dengan tahapan sebagai berikut: 

./ Pembahasan rumusan Prioritas Pembangunan 

Kecamatan yang dilakukan secara musyawarab . 
./ Pembahasan rumusan Daftar Skala Prioritas 

beserta langkah-langkah perbaikan 
dan akan dilaksanakan agar 

sebclumnya 

yang telah 
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pembangunan fisik, maka pelaksana kegiatan wajib memasang 

informasi di lokasi pekerjaan yang berisi tentang spesifikasi, 

pelaksanaan 

./ Pembahasan rumusan Dafrar Skala Prioritas 
Kegiatan Bidang Sosial, Budaya, dan Ekonomi (Non 

Fisik) Kecamatan {Form Cam. 7). Penetapan rumusan 
menjadi keputusan MUSRENBANGCAM dilakukan 
seca.ra musyawarah . 

./ Pemaparan dan pernbahasan rumusan Daftar SkaJa 

Prioritas Pcmbangunan Infrastruktur, Sosial, Budaya 
dan Ekonomi Kewenangan Perangkat Daerah Teknis 
(Form Cam. 8). Penetapan rumusan menjacli 
keputusan MUSRENBANGCAM dilakukan secara 

musyawarah . 

./ Peserta Musyawa.rah Kecamatan diperkenankan 

mengajukan usulan kegiatan yang belum masuk 

dalam rumusan dan dibahas dalarn forum. 
5) Penetapan Delegasi MUSRENBANGCAM, untuk 

mengikuti MUSRENBANGKOT, sekurang-kurangnya 3 
(tiga) orang dengan memperhatikan keterwakilan 
perempuan, 
Delegasi setiap Kecamalan clitegaskan harus memenuhi 
persyaratan sebagai berikut : 

./ Memiliki kernampuan pemahaman wilayah dan 
kebutuhan dari masyarakat; 

./ Memiliki kemampuan untuk memperjuangkan dan 
mengawal kepentingan masyarakat yang diwakilinya; 

./ Memahami seluruh usulan yang akan d:iperjuangkan 
pada level MUSRENBANGKOT. 

6) Penandatanganan berita acara oleb perwakilan peserta 
dan disetujui oleh Camat. 

Setelah selesai hasil kesepakatan bersama Musyawa.rah 

Rencana Pembangunan, selanjutnya dibuat Berita Acara 
Penetapan yang ditandatangani oleh perwakilan peserta 
dan diketahui oleh Camat. 

71 Penutupan oleh Camat; 
h. Untuk meningkatkan akuntabilitas 
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J. Keluaran MUSRENBANGCAM 

MUSRENBANGCAM menghasiJkan: 

1. Daftar Skala Prioritas Pembangunan Infrastruktur 
Lingkungan Permukiman Kelurahan pada Kegiatan 
Pemberdayaan Masyarakat (Form Cam.3), 

Merupakan rekapitulasi hasil MUSRENBANGKEL yang 

disusun kembali berdasarkan prioritas Kecarnatan. Daftar 
rencana kegiatan ini akan dilaksanakan melalui kegiatan 

PEMBERDAYAAN MASYARA.KAT DALAM PENINGKATAN 

KUALJTAS JALAN DAN JEMBATAN; a.tau PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT DALAM PENJNGKATAN KUALlTAS SALURAN, 

yang merupakan kegiatan pada Perangkat Daerab 

Kecamatan (bukan hibah). 

Usulan kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai belanja 
modal sehingga hanya dapat dilakukan pada aset yang 
tercatat di Pemerintah. Kota Semarang. 

Usulan yang masuk pada kriteria ini adalah usulan dengan 
nilai kegiatan tidak lebih dari Rp. 150.000.000,- (seratus 

lima puluh juta rupiah) dan merupakan kewenangan 
Perangkat Daerah Kecamatan. Untuk yang bukan 

merupakan kewenangan. Perangkat Daerah Kecamatan, 
maka akan dimasukkan dalam form CAM.5. 

Kerangka anggaran di Kecaroatan untuk kegi.atan ini 
berpedoman pada Lampiran Peraturan ini, baik untuk yang 
merupakan kewenangan Kecamatan maupun kewenangan 
Perangkat Daerah Teknis. Kerangka anggaran tersebut 

waktu dan lainnya sesuai ketentuan pelaksanaan dan 
penatausahaan kcgiatan yang berlaku di lingkungan 
Pcmerintah Kata Semarang; 

i. Pembahasan MUSRENBANGCAM dapat cillakukan secara 
online pada SIMPERDA yang dapat diakses pada alamat 

http://WWW.simperda.semarangkota.go.id. 

j. Pernasukan data hasil MUSRENBANGCAM pada SrMPERDA 

dilaksanakan paling Jambat 5 (lima) hari setelah pelaksanaan 

MUSRENBANQCAM. 
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Form ini merupakan usulan kegiatan yang merupakan 
kewenangan Perangkat daerah Dinas Perumahan dan Kawasan 
Permukiman, dengan ketentuan: 

Merupakan kewenangan Dinas Perumahan dan Kawasan 
Permukiman. 
Merupakan usulan unruk dibahas pada MUSRENBANGKOT. 
Usulan yang dimasukkan pada form ini terdiri dari: 

./ Usulan kegiatan infastruktur di daJam llngkungan 
perumahan dan permukiman dengan anggaran 

3. Daftar Skala Prioritas Pembangunan lnfrastruktur Jalan, 
Saluran dan Jembatan Lingkungan Permukiman oleb Dinas 
Perumahan dan Kawasan Permukim.an (Form Cam.SJ, 

adalah anggaran akumulasi anggaran tiap Kelurahan 
dengan memperbatikan alokasi tiap Kelurahan sebagaimana 
tercantum dalam Lampi ran Peraturan ini yang akan menjadi 
kegiatan pada Renja Kecamatan atau Perangkat Daerah 

scsuai dcngan kewenangannya. 
2. Daftar Skala Prioritas Pembangunan Infrastruktur 

Lingkungan Permukiman melalui Faailitasi Musrenbang 
Kecamatan (Form Cam. 4) 

Merupakan usulan kegiatan infrastruktur di dalam 
lingkungan perumahan dan permukiman prioritas dan 

bersifat lintas Kelurahan dengan baiasan nilai diatas Rp. 
150.000.000'- [seratus lima puluh juta rupiah) aampai 
dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang 

merupakan kewenangan Perangkat Daerah Kecamatan. 
Untuk usulan yang bukan merupakan kewenangan 

Kecamatan, maka akan ditampung pada form CAM.S dan 
selanjutnya akan menjadi bahan untuk Renja Perangkat 
Daerah teknis. Kerangka anggaran untuk 'usulan Fasilit.asi 
Haail MUSRENBANGCAM berpedoman pad.a Lampiran 
Peraturan ini. 
Usulan kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai belanja 
modal sehingga hanya dapat dilakukan pada aset yang 
tercatat <ti Pemerintah Kota Semarang. 
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kegiatan diataa Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta 
rupiah) dan merupakan kewenangan Dinas 
Perumahan dan Kawasan Pcrmukiman. Usulan 
dengan kriteria terscbut yang dapat diusulkan 
sebanyak-banyaknya 2 x jumlah Kelurahan; 

./ Usulan kegiatan infastruktur di dalam lingkungan 
perumahan dan permukirnan dengan anggaran 
kegiatan s/ d Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh 
juta) yangberasal darl form Cam.3 dan Kel.5 yang 

merupakan kewenangan Dinas Perumaban dan 

Kawasan Permukiman. 
~ Usulan kegiatan infastruktur di dalam lingkungan 

perumahan dan permukiman dengan anggaran 
kegiatan s/d Rp. 200.000.000 (dua ratus juta) 
yang berasal dari form Cam.4 dan Kel.6 yang 

merupakan kewenangan Dinas Perumahan dan 

Kawasan Permukiman. 
Usulan kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai belanja 
modal sebingga hanya dapat dilakukan pada aset yang 
tercatat di Pemerintah Kota Semarang. 

4. Daftar Skala Prioritas Kegiatan Pemberdayaan Perempuan di 
Lil\gkungan Permukiman (Form Cam. 6) 

Meru_pakan rekapitulasi 'hasil MUSRENBANGKEL yang 
disusun kembali berdasarkan prioritas Kecamatan.. 
Total alokasi anggaran per keluraban adalah Rp. 
50.000.000,· (lima puluhjuta rupiah). 

5. Daftar Skala Prioritas Kegiatan Bidan.g Sosial, Budaya dan 
Ekonomi (non Fisik) Kecamatan (Form Cam. 7), 

Merupakan rekapitulasi hasil MUSRENBANGKEL yang disusun 
kem bali berdasarkan prioritas Keca.matan. 

Dialokasikan sebesar Rp. 40.000.000,- [empat puluh juta) 

per-Kecamatan untuk kegiatan khusus pemberdayaan 

lansia. 
6. Daftar Skala Prioritas Pembaogunan lo!rastruktur, Sosial, 

Budaya, dao Ekonomi Kewenangao OPD Teknis (Form Cam. 
8) 
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L. La:mpiran Dokumen 
Dokumen hasil pelaksanaan J\1USRENBANGCAM (Berita Acara dan 
Form Kee. 2 s/d Form Kee. 7) dikirirnkan ke Walikota Semarang 
melalui Kepala Bappeda Kota Semarang selarnbarnya 7 (tujuh) hari 

setelah pelaksanaan MUSRENBANGCAM, dengan dilampiri daftar 
hadir dan notulensi MUSRENBANGCAM. 

Merupakan rekapitulasi hasil MUSRENBANGKEL yang disusun 
kernbali berdasarkan prioritas Kecamatan. Usulan yang 
disarnpaikan adalah: 

Merupakan usulan INFRASTRUKTUR JALAN, SALURAN 
DAN JEMBATAN DI LUAR LINGKUNGAN PERMUKIMAN 

dengan usulan anggaran di atas Rp. 200.000.000,- (dua 
ratus juta rupiah). Usulan kegiatan ini akan dibahas pada 
MUSRENBANGCAM untuk dimasukkan pada usulan 

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Urnum 
tahun 2019; 

Merupakan usulan fNFRASTRUKTUR LAINNYA yang 
merupakan kebutuhan di wilayah dengan usuJan anggaran 
sesuai dengan kebutuhan (tidak ada pembatasan usulan 

anggaran). 
Merupakan nsulan pemasangan Iampu Penerangan Jalan 
Umum (PJU) atau usulan fisik lainnya yang banya dapat 
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah teknis yang memiliki 
kewenangan, dengan usulan anggaran sesuai dengan 

kebutuhan (tidak ada pembatasan usulan anggaran); 
Usulan kegiatan infrastruktur tersebut dilaksanakan 
sebagai belanja modal sehingga hanya dapat dilakukan 
pada aset yang tercatat di Pemerintah Kota Semarang. 
Usulan kegiatan Sosial, Budaya dan Ekonomi yang 
membutuhkan anggaran yang besar dan spesifikasi teknis 
tertentu (misalnya karena jumlah peserta banyak, 
membutuhkan peralatan bantu spesifik, dan lain-lain). 

K. Anggaran / Pendanaan 
Pendanaan dari kegiatan pelaksanaan MUSRENBANGCAM berasal 
dari APBD Kota Semarang pada Perangkat Daerah Kecamatan. 
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Tabel 5 
Usulan Jadwal Tahapan Pelaksanaan MUSRENBANGCAM 

PELAKSANA / JANUARI FEBRUARI 
NO URAlAN TAHAPAN PENANGGUNG 3 4 l 2 3 4 

JAWAD 
1 Persiapan Camat 

MUS REN BANOCAM 
a. Pembentukan 

Tim 
Penyelenggara 

b. Penyiapan 
pelaksanaan 
PRA 
MUSRENBANG 
CAM dan 
MUSRENBANG 
CAM 

2 Pelaksanaan Lurah 
MUSRENBANGKEL 

3 PRA MUSRENBANG Camat / Tim 
a. Rekapitulasi Penyelenggara 

basil 
MUSRENBANG 
CAM 

b. Penetapan 
jadwal dan 
agenda 
MUSRENBANG 
CAM 

c. Penyusunan dan 
Pembahasan 
rumusan hasiJ 
MUSRENBANG 
CAM 

4 l?ELAKSANMN Camat / Tim 
MUSRENBANGCAM Penyelenggara 

5 Pengiriman hasil Camat / Tim 
MUSRENBANGCAM Penyelenggara 
ke Bappeda 



NO DU RAST. A CARA PENANGGUNG 
JAWAB 

1 :t 5 menit Pembukaan Crunat / Tim 
Penyelenggara 

2 ± 10 menit Paparan dari Camat Camal 
3 ± 10 menit Paparan dari Tim Pendamping Kola Tim Pendamping 

Kota 
4 ± 20 menit Pembahasan rumusan Daftar Skala Camat / Tim 

Prioritas Pembangunan lnfrastruktur Penyelenggara 
Lingkungan Permuklman Kelurahan pada 
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (Fann 
Cam. 3) 

5 ± 20 menit Pembahasan rurnusan Daftar Skala Camat I Tim 
Prioritas Pembangunan Infrastruktur Penyclcnggara 
Lingkungan Permukirnan melalui Fasilitasi 
Musrenbang Kecamatan (Form Cam. 4) 

6 ± 20 menit Pembahasan rumusan Daftar Skala Ca.mat I Tim 
Prioritas Usulan Pembangunan Penyelenggara 
Infrastruktur Jalan, Saluran, dan 
Jembatan Llngkungan Permukiman oleh 
Dinas Perumaban dan Kawasan 
Perrnukiman (Form Cam-5) 

7 ± 20 menit Pembahasan rumusan Daftar Prioritas Camat I Tim 
Usulan Kegiatan Pemberdayaan Penyelenggara 
Perempuan di Lingkungan Permukiman 
(Form Cam. 6) dan Daftar Prioritas Usulan 
Kegiatao Bidang Sosial, Budaya dan 
Ekonomi (non Fisik) Kecamatan (Form 
Cam. 7) 

8 ± 20 menit Pembahasan rumusan Daftar Skala Camat I Tim 
Prioritas Pembangunan lnfrastruktur, Penyelenggara 
Sosial, Budaya dan Ekonorni Kewenangan 
Perangkat Daerah Teknis (Form Cam. 8) 

9 ± 5 menit Penandatangaoan Berita Acara Carnal I Tim 
Penyelenggara 

10 ± 5 menit Penutupan Camat 

Tabel 6 
Pedoman Susunan Acara MUSRENBANGCAM 
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Semarang, , . 
Carnal . 

Uaulan 
No Uraian Permasalahan Jen.is Kegiatan Lokasi Volume Anggaran Keterangan 

(Rp) 
1 2 3 4 5 6 7 

Kecamatan 
DAFTAR USULAN PRIORITAS KECAMATAN 

Form Cam. J 

- 119 - 



Oiisi dengan nomor trrut usulan 
Diist dengan uraian pcrmasalahan yang mcndasarl 
rnunculnya usulan kegiatan, misalnya "Terdapat 

tebing jalan yang rawan longs or di sepanjang Jalan 
Wisma sari"; "saluran sepanjang Jalan 
Ronggowarsito di perbatasa.n Kecamatan 

Semarang Utara dan Semarang Timur tiap hari 
banjir dan rob", "pemuda sering mabuk-rnabukan 
dan tawuran antar pernuda", dan lain-lain 
Diisi dengan jenis kegiatan yang merupakan 
usulan penyelesaian permasalaban yang tersebut 

pada kolom 2, misalnya "rehabilitasi talud jalan 

Wismasari", "normalisasi saluran Jalan 

Ronggowarsito Kee. Semarang Utara - Semarang 

Selatan", dan lain-lain 
Diisi dengan lokasi tempat trsulan seperti tersebut 

dalam kolom 3, misalnya "Perbatasan RW 4 dan 5", 
"Jalan Ronggowarsito", dan lain-lain 
Diisi dengan volume pekerjaan yang diusulkan 

dalam kol.om 3, misalnya "300 meter persegi", "77 
meter kubik", dan lain-lain. 
Diisi dengan perkiraan jumlah anggaran yang 

dibutub.kan untuk melaksanakan usulan tersebut 
di kolom 3 

Diisi dengan hal-hal yang perlu dijelaskan terkait 
dengan usulan kegiatan dimaksud, misalnya: 

"Harus segera dilaksanakan karena ada 58 KK 
yang rawan longsor", "Akses Utama ke Pelabuhan 
Taojung Emas", dan lain-lain. Untuk usulan yang 
berasaJ da.ri Pokok-Pokok Pikiran DPRD, maka 
pada kolom ini diisi "usulan pokok-pokok pikiran 
DPRD Pada kolom keterangan juga dapat 
dicantumkan Perangkat Daerah teknis uotuk 
melaksanakan usulan jika merupakan 

kewenangan Perangkat Daerah teknis. 

Kolom 7 

Kolorn 6 

Kolom 5 

Kolom 4 

Kolom 3 

Kolom 1 

Kolom 2 

Petunjuk Pengisian: 
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Berdasarkan hasil tersebut, 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan 
MUSRENBANGCAM segera diserahkan ke WALJKOTA Semarang Cq 
BAPPEDA Kota Semarang yang terdiri dari: 

Berita Acara MUSRENBANGCAM. 
Jsian form-form seperti yang diatur pada Peraturan Walikota 
Semarang Nomor 57 A Tahun 2017 ten tang Pedoman Pelaksanaan 
Rembug Warga dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 

Dengan hasil sebagai berikut: 
l. Telah menetapkan 3 (tiga) orang delegasi perwakilan Kecamatan 

untuk mengikuti MUSRENBANGKOT (di luar Camat), yaitu : 
a) . 
b) . 
c) . 

2. Telah menetapkan Daftar Skala Prioritas Pembangunan 
Infrastrukrur Lingkungan Permukiman Kelurahan pada Kegiatan 
Pemberdayaan Masyarakat; Daftar Skala Prioritas Pernbangunan 
lnfrastruktur Lingkungan Perrnukiman .melalui Fasilitasi, 
Musrenbang Keca:matan; Daftar Skala Prioritas Usulan 
Pembangunan lnfrastruktur Jalan, Saluran dan Jembatan 
Liogkungan Perrnukima.n oleh Dioas Perumahan dan Kawasan 
Permukiman; Daftar Skala Prioritas Kegiatan Pemberdayaan 
Perempuan Di Lingkungan Pennukiman; Daftar Skala Prioritas 
Kegiatan Bidang Sosial, Budaya dan Ekonomi {non Fisik) Kecamatan; 
Daftar Skala Prioritas Pembangunan lnfrastruktur, Sosial, Budaya, 
dan Ekonorni Kewenangan OPD Teknis; 

3. Usulan yang terkait dengan Pera.ngkat Daerah teknis lainnya akan 
disarnpaikan dan menjadi bahan pembahasan pada MUSRENBANG 
tingkat Kota Semarang untuk penyusunan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2019. 

Pada hari irri Tanggal Bulan Tahun ( - - ) 
yang bertanda tangan dibawah ini Ketua dan Sekretaris Tim 
Penyelenggara MUSRENBANGCAM , telah mengadakan 
MUSRENBANGCAM yang berpedoman pada Peraturan Walikota 
Semarang Nomor 57A Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Rem bug Warga dan Musyawarah Perencanaan Pernbangunan Kelurahan 
dao Kecamatan DaJam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Kota SemarangTahun 2019. 

BERITA ACARA 
HASIL MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN 

KECAMATAN KOTA SEMARANG 

F'onn Cam. 2 
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Mengetahui: 
Camat . 

Sekretaris, Ketua, 

Tim Penyelenggara MUSRENBANGCAM . 

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk dapat 
dipergunakan seperlunya. 

Kelurahan dan Kccarnatan Dalam Rangka Penyusunan Rencana 
Kerja Pernerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2018; 
Rancangan Rencana Kcrja (RENJA) Perangkat Daerah 
Kecarnatan Tahun 2019, yang disusun sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku 
Daftar Hadir MUSRENBANGKEL dan MUSRENBANGCAM 
Notulensi MUSRENBANGKEL dan MUSRENBANGCAM 

- 122 - 



Mengetahui: 
Camat . 

Sekretaris, Ketua, 

Semarang, .. 
Tim Penyelenggara MUSRENBANGCAM . 

No Urut Jenis Usulan Usulan Baru Lokasi Kelurahan RW RT Volume Anggaran Keterangan Priori las Kegiatan / Lama (Rp) 
l 2 3 4 5 6 7 8 9 lO 

JUMLAH 

DAFTAR SKALA PRIORlTAS PEMBANGUNAN lNFRASTRUKTUR LINGKUNGAN PERMUK!MAN KELURAHAN 
PADA KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYA.RAKAT 

Kecamatan: .. 

Form Cam. 3 
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misalnya "Jalan Lirrtang Trenggono V", "Jalan Brotojoyo Timur", 

"Jalan Menggersari", dan lain-lain. 

Diisi dengan narna Keluraban 

Diisi dengan nama RW tempat usulan misal : RW 1 atau dapat lebih 
dari 1 (satu) RW misal RW 3 & RW 9 

Diisi nama RT ternpat usuJan misal : RT O 1 atau dapat lebih dari 1 

(saruJ RT rnisal RT O l & RT 03 

Diiai dengan volume pekerjaan dan satuao kegiatan/ pekerjaan yang 
diusulkan dalam kolom 2, misalnya "737 meter persegi", "19 meter 
kubik", "I unit" dan lain-lain. 

Diisi dengan perkiraan jumlah anggarao yang dlbutuhkan untuk 

melaksanakan usulan tersebut di kolom 2. 

Dengan nilai pagu makaimal Rp. 150.000.000,- (seratus 1ima 

puluh juta rupiah) per usulan. 

Diisi BARU apabila usulan merupakan usulan baru, diisi dengan 

.LAMA apabila usulan sudah pernah menjadi hasil 

MUSRENBANGCAM sebelurnnya serta belum pernah terealisasi, 

dan belum masuk pada rencana kegiatan tahun berjalan 
Diisi dengan hal-hal yang perlu dijelaskan terkait dengan usulan 

kegiatan dimaksud, misalnya: "jalan altematif menuju Pelabuhan", 
"saluran tidak mengalir", "kondisi jalan rusak berat dan tidak dapat 

dilewati", "merupaka.n lahan pemerintah", "usulan Pokok-Pokok 

Pikiran DPRD'', dan lain-Jain. 

Kolorn 10 

Kolom 9 

Kolom 8 

Kolom 7 

Kolom 6 

Kolom 4 

Kolom 5 

Diisi dengan nomor urut prioritas usulan kegiatan 

Diisi dengan jenis kegiatan yang diusulkan, misalnya "pavingisasi", 

"perbaikan talud", "pengerukan saluran", "pembangunan talud 

tebing", dan lain-lain. 

.Jurnlah usulan yang dicantumkan sebanyak-banyaknya adalah 3 

(tigal kalijumlah RW, dan merupakan usulan dengan nilai prioritas 

tertinggi. 

• Konstruksi pekerjaan fisik jalan dan saluran yang menjadi 
kewenangan Perangkat Daerah Kecarnatan adalah untuk 
pekerjaan: 

• konstrukei jalao lingkungan dengan Jebar kurang atau sama 
dengan 2,5 meter; 

• konstruksi saluran lingkungan permukiman dengan lebar 
kurang atau sama dengan 30 centimeter. 

Kolom 3 - Diisi dengan lokasi tempat usulan seperti tersebut dalam kolom 2, 

Kolorn 1 
Kolom 2 

Petunjuk~gisian: 
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Mengetahui: 
Carnat .. 

Tim Penyelenggara MUSRENBANGCAM . 
Semarang, . 

Sekretaris, Ketua, 

No Urut Jenis Us:ulan Usulan Baru 
Prioritas Kegiatan Lokasi Kelurahan RW RT Volume Anggaran I Lama 

Keterangan 
(Rp) 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

JUMLAH 

DAFrAR SKALA PRIORITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN PERMUKIMAN 
MELALUI FASILITASJ MUSRENBANG KECAMATAN 

Kecamatan: . 

Form Cam. 4 
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Diisi dengan nomor urut prioritas usulan kegiatan 
Diisi derigan jenis kegiatan terkait pekerjaan infrastruktur di dalam 
lingkungan perumahan dan permuklman dengan usulan anggaran 
diatas Rp. 150.000.000,- (serarus lima puluh juta rupiah) sampai 

dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). 
Diisi dengan lokasi tempat usulan seperti t.ersebut dalam kolom 2, 
misalnya "Jalan Lintang Trenggono V", "Jalan Brotojoyo Timur", 

"Jalan Menggersari", dan Iain-lain. 
Diisi dengan nama Kelurahan 
Diisi dengan nama RW tempat usuJan misal : RW O l atau dapat 
lebih dari 1 [satu] RW misal RW 1 & RW 9 

Diisi nama RT tempat usulan misal : RT 01 atau dapat lebih dari l 

(satu) RT rnisal RT O l & RT 03 
Diisi dengan volume pekerjaan dan saruan kegiatan/pekerjaan 
yang diusulkan dalam kolom 2 .misaJnya "737 meter persegi", "19 
meter kubik", "1 unit" dan Jain-Jain. 

• Konstruksi pekerjaan fisik jalan dan saluran yang menjadi 
kewenangan Perangkat Daerah Kecamatan adalah untuk 
pekerjaan: 

.. konstruksi jalan lingkuogao dengan lebar kurang atau 
sama dengan 2,5 meter; 

• konstruksi saJuran lingkungan permukiman dengan lebar 
kurang atau sama dengan 30 centimeter. 

Diisi dengan perkiraan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk 
melaksanakan usulan tersebur di kolom 2 diusulkan dengan pagu 
per kegiatan adalah diatas Rp. 150.000.000,- (seratus Lima puluh 
juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta 

rupiah). 
Diisi BARU apabila usulan merupakan usulan baru, diisi dengan 
LAMA apabila usulan sudab pernah menjadi hasrl 
MUSRENBANGCAM sebelumnya serta belum pernah terealisasi, 
dan belum masu.k pada rencana kegiatan tahun berjalan 

Kolom 9 

Kolom 8 

Kolom 7 

Kolom 6 

Kolom 4 
Kolom 5 

Kolom 3 

Kolom 1 

Kolom 2 

P.etunjuk Pengisian: 

- 126 · 



Oiisi dengan hal-hal yang perlu dijelaskan tcrkait dengan usulan 

kcgiatan dimaksud, misalnya: "[alan alternatifmenuju Pe]abuhan", 

"saluran tidak rnengalir", "kondisi jalan rusak berat dan tidak 

dapar dilewati", "merupakan lahan pemerintah", "Usulan Pokok­ 

Pokok Pikiran DPRD", dan lain-lain. 
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Mengetahui: 
Camat . 

Sekretaris, Ketua, 

Semarang, . 
Tim Penyelenggara MUSRENBANGCAM , . 

No Urut Usulan Usulan Baru Jenis Kegiatan Lokasi Kelurahan RW RT Volume Anggaran Keterangan Prioritas 
(Rpl / Lama 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 JO 

JUMLAH 

DAFTAR SKALA PRJORITAS USULAN PEMBANGUNAN lNFAAS'rRUI<TUR JALAN, SALURAN DAN JEMBATAN 
LINGKUNGAN PERMUK[MAN OLEH DlNAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 

Kecarnatan: , . 

Form Cam. 5 
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Diisi dengan lokasi ternpat usulan seperti tersebut dalam kolom 2, 

misalnya \Jalao Lintang Trenggono V", "Jalan Brotojoyo Timur", 

"Jalan Menggersari", dan lain-lain. 

Diisi dengan nama Kelurahan 

Diisi dengan nama RW tempat usulan rnisal : RW 1 atau dapat lebih 

dari I (satu} RW ro.isal RW 5 & RW 7 
Diisi nama RT tempat usulan misal : RT O 1 a tau dapat lebih dari 1 

(satu) RT rnisal RT O l & RT 03 

Konstruksi pekerjaao Iisik jalan dan saluran yang menjadi 

kewenangan Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan 

Permukirnan adalah untuk pekerjaan: 

* konstruksi jalan lingkungan lebar diatas 2,5 meter; 

* konstruksl saJuran lingkungan permukiman lebar diatas 30 
centimeter. 

Diisi dengan nomor urut prioritas usulan kegiatan 
Diisi dengan jenis kegiatan yang diusulkan terkait pekerjaan jalan, 

saluran dan jembatan di dalam lingkungan perumahan clan 

permukiman, yang terdiri dari: 
./ Usulan kegiatan infastruktur di dalam lingku.ngan 

perumahan dan permukiman dengan anggaran kegiatan 

diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan 

merupakan kewenangan Dinas Perumahan clan Kawasan 
Permukiman. Usulan dengan kriteria tersebut yang dapat 

diusulkan sebanyak-banyaknya 2 xjumlah Kelurahan; 

./ Usulan kegiatan infastruktur di dalam linglrungan 

perumahan dan permukirnan dengan anggaran kegiatan s/ d 
Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta) yang berasal 

dari form Cam..3 dan Kel.5 yang merupakan kewenangan 

Dlnas Perumahan dan Kawasan Permukiman . 
./ Usulan kegiatan infastruktur di dalam lingkungan 

perumahan dan perrnukiman dengan anggaran kegiatan s/d 

Rp. 200.000.000 (dua ratus juta] yang berasaJ dari form 

Cam.4 dan Kel.6 yang merupakan kewenangan Dinas 

Perumahan clan Kawasan Permukiman. 

Kolom 6 

Kolom 4 

Kolom S 

Kolom 3 

Kolom 1 
Kolom 2 

Petunjuk Pengisian: 
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Diisi dcngan volume pekerjaan dan satuan kegiatan/pekerjaan yang 
diusulkan dalam kolom 2, rnisalnya "737 meter persegi", "19 meter 
kubik", "1 unit" dan lain-lain. 
Diisi dengan pcrkiraan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk 
melaksanakan usulan tersebut di kolom 2. 
Diisi BARU apabila usulan merupakan usulan baru, diisi dengan 
LAMA apabila usulan sudah pernah menjadi hasil 
MUSRENBANGKCAM sebelurnnya serta belum pernah terealisasi, 
clan belum masuk pada rencana kegiatan tahun berjalan 
Diisi dengan hal-hal yang perlu dijelaskan terkait dengan usulan 
kegiatan dimaksud, m.isalnya: "jalan alternatif menuju Pelabuhan", 
"saluran tidak mengalir'', "kondisi jalan rusak berat dan tidak dapat 
dilewati", "merupakan lahan pemerintah", "Usulan Pokok-Pokok 
Pikiran DPRD"dan lain-lain. 
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Kolom 1.0 

Kolom 9 

Kolom 8 

Kolom 7 



Mengetahui: 
Carnal . 

Sekretaris, Kerua, 

Semarang, . 
Tim Penyelenggara MUSRENBANOCAM , . 

No Urut Usu tan Usulan Baru 
Priori las Jenis Kegiatan Lokasi Kelurahan RW RT Volume Anggaran I Lama 

Kelerangan 
(Rp) 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

JUMLAH 

Kecarnatan 
DAFTAR SKALA PRJORTTAS KEOIATAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Dl LINGKUNGAN PERMUKIMAN 

Form Cam. 6 
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Diisi dengan hal-hal yang perlu dijelaskan terkait dengan usulan 

kegiatan dimaksud. 

Diisi BARU apabila usulan merupakan usulan baru, diisi dengan 

LAMA apabila usulan sudah pemah rnenjadi basil 

MUSRENBANGKEL sebelumnya serta belum pernah terealisasi, dan 

belum masuk pada rencana kegiatan tahun berjalan 

Dirsi dengan perkiraan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk 

melaksanakan usulan tersebut di kolom 2. 

Diisi dengan volume pekerjaan dan saruan kegiatan/pekerjaan yang 
diusulkan dalam kolom 4, rnisalnya I kali kegiatan sosialisasi dengan 

peserta ± 100 orang", "12 kali pelatihan dengan peserta :t 30 orang", 

dan lain-lain. 

Diisi nama RT tern pat usulan misal : RT O 1 atau dapat lebih dari 1 

(satu) RT misal RT OJ & RT 03 

Diisi dcngan nama Kelurahan. 
Diisi dengan narna RW tempat usulan rnisal : RW 1 atau dapat lebih 

dari 1 [satu] RW misal RW 5 & RW 7. 

Diisi dengan nomor urut prioritas usulan kegiatan. 

Diisi dengan jenis kegiatan pernberdayaan perempuan. Misal: 

pelatihan, sosialisasi dll 
Diisi dengan lokasi tempat usulan seperti tersebut dalam kolom 2. 

Kolom 10 

Kolom 9 

Kolom 8 

Kolom 7 

Kolom 6 

Kolom 4 

Kolorn 5 

Kolom 3 

Kolom 1 

Kolom 2 

Petunjuk Pengisian:_ 
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Mengetahui: 
Camat . 

Sekretaris, Ketua, 

Semarang, . 
Tim Penyelenggara MUSRENBANGCAM . 

No Urut Usulan Usulan Baru 
Prioritas Jenis Kegialan Lokasi Kelurahan RW RT Volume Anggaran 

/ Lama 
Keterangan 

(Rp) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

JUMLAH 

Kecamatan 
DAFTAR SKALA PRJORlTAS K.EGIATAN BIDANG SOSLAL, BUDAYA DAN EKONOMI (NON F!SIK) KECAMATAN 

Form Cam. 7 
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Diiai dengan hal-hal yang perlu dijelaskan terkait dengan usulan 

kegiat.an dimaksud, misalnya: "merupakan ajang mendukung 

seniman & kesenian lokal", "tingginya angka penurunan kesehatan", 

"Usulan Pokok-Pokok Pik.iran DPRD", dan lain-lain. 

- Dialokasikan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) 

per-Kecamatan untuk kegiatan khusus pemberdayaan Iansia. 

Diisi BARU apabila usulan merupakan usulan baru, diisi dengan 
LAMA apabila usulan sudab pernah menjadi hasil 

MUSRENBANGKEL sebelumnya serta belum pernah terealisasi, dan 

belum masuk pada rencana kegiatan tabun berjalan 

Diisi dengan volume pekerjaan dan satuan kegiatan/pekerjaan yang 

diusulkan dalam kolom 4, misalnya 1 kali kegiatan sosialisasi dengan 

peserta ± 100 orang", "12 kali pelatiban dengan peserta ± 30 orang", 

"1 kali kegiatan wayangan dengan peserta ± 200 orang", dan lain-lain. 

Diisi dengan perkiraan jurnlah anggaran yang dibutuhkan untuk 
melaksanakan usuran tersebut di kolorn 2. 

Diisi nama RT tempat usulan misal : RT O I atau dapat lebih dari l 

(satu) RT misal RT O l & RT 03 

Diisl dengan nama Kelurahan. 
Diisi dengan nama RW tempat usulan misal : RW 1 atau dapat lebih 
dari l (satu) RW misaJ RW 5 & RW 7. 

Diisi dengan nomor urut prioritas usulan kegiat.an. 

Diisi dengan jenis kegiatan sosial, budaya atau ekonomi terkait 
peningkatan kualitas hidup, pemberdayaan masyarakat ataupun 

perbaikan ekonorni masyara.kat. Misal: pelatihan pendidikan, 

fasilitasi pembentukan kelompok kerja Kelurahan Sehat, pelatihan 
tenaga kerja. sosialisasi & fasilitasi pernasaran dll. 

Diisi dengan lokasi tempat usulan seperti tersebut dalam kolom 2, 

misalnya "Kampung Batik", "Kelompok Masyarakat Mawar", 
"Kelompok Penggerak Ekonomi", dan lain-lain. 

Kolom 10 

Kolom 9 

Kolom 8 

Kolom 7 

Kolom 6 

Kolom 4 

Kolom 5 

Kolom 3 

Kolorn 1 

Kolom 2 

Petunjuk Pengisian: 
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Mengetahui: 
Camat . 

Sekretaris, Ketua, 

Semarang, . 
Tim Penyelenggara MUSRENBANGCAM . 

No Urut Anggaran Usulan Baru Keteran Kewenangan 
Jenis Kegiatan Lokasi Kelurahan RW RT Volume Perangkat Prioritas (.Rp) f Lama gan Dae rah 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 

JUMLAH 

DAFTAR SKALA PRIORJTAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, SOSJAL, BUDAYA, DAN EKONOMJ 
KEWENANGAN OPD TEKNIS 

Kecamatan: . 

F'orm Cam. 8 
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Diisi, dengan nomor urut pricritas usulan kegiatan. 

Diisi dengan jenis kegiatan yang diusulkan terkait pekerjaan 

infrastruktur DILUAR pekerjaan "jalan, saluran dan jernbatan" di 

luar lingkungan permukiman, pekerjaan infrastruktur fisik 

lainnya, serta usulan PJU dan kewenangan Perangkat Daerah 

teknis lainnya. 
Diisi den.gan lokasi tempat usulan seperti tersebut dalam kolom 2, 

misalnya "Persimpangan Jalan Brotoyudo", "Jalan Brotojoyo 

Timur", "Bundaran Tulus Harapan", dan lain-lain. 

Diisi dengan nama Kelurabao. 
Diisi dengan nama RW tempat usulan misal : RW 1 atau dapat lebih 

dari 1 (satu} RW misal RW 5 & RW 7. 

Diisi nama RT ternpat usulan misal: RT 01 atau dapat lebih dari l 

(satu) RT misal RT O 1 & RT 03. 

Diisi dengan volume pekerjaan dan satuan ke_giatan/pekerjaan 

yang diusulkan dalam kolom 2, misalnya "10 ti.tik PJU", "20 unit" 

dan lain-lain. 

Diisi dengan perkiraan jumlah anggaran yang dibutubkan untuk 

melaksanakan usulan tersebur di kolom 2, usulan pagu 

disesuaikan dengan kebutuhan. 

Diisi BARU apabila usulan merupakan usulan bani, diisi dengan 

LAMA apabila usulan sudah pernah menjadi hasil 

MUSRENBANGCAM sebelumnya serta belum pemah terealisasi, 

dan belum masuk pada rencana kegiatan tahun berjalan. 

Diisi dengan hal-hal yang perlu dijelaskan terkait dengan usulan 

kegiatan climaksud, misalnya: "lalu intas sudah terlalu padat", 

"kondisi rawan kecelakaan", "belum ada penerangan", "Usulan 

Pokok-Pokok Pikiran DPRD", dan lain-lain. 

Diisi dengan nama Perangkat Daerah Teknis yang berwenang Kolom 11 

Kolom 10 

Kolom 9 

Kolom 8 

Kolom 7 

Kolom 6 

Kolom 4 

Kolorn 5 

Kolom 3 

Kolom 1 

Kolom 2 

Petunjuk Pengisian: 
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NO KECAMATAN / KELURAHAN JUMLAH (Rp) 

A. SEMARANG SELATAN 

l Bulustalan 558.300.000 

2 Barusari 589.000.000 

3 Randusari 602.800.000 

4 Mugasari 596.600.000 

5 Pleburan 574.800.000 

6 Wonodri 620.900.000 

7 Peterongan 622.400.000 

8 Lamper Kidul 636.100.000 

9 Lamper Lor 636.100.000 

10 Lamper Tengah 685.100.000 

JUMLAH 6.122.100.000 

B. SEMARANG UTARA 

1 Bulu Lor 753.400.000 

2 Plombokan 731.500.000 

3 Panggung Kidul 682.600.000 

4 Panggung Lor 817.000.000 

l. KELURAHAN 

KERANGKA ANGGARAN 
KEG!ATAN PEMBANGUNAN HASIL MUSRENBANGKEL DAN 

MUSRENBANGCAM TAHUN 2019 

LAMPIRAN rv 
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG 
NOMOR 57 A TAHUN 2017 
TENTANG 
PEDOMAN PELAKSANAAN REMBUG WARGA DAN 
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN 
KELURAHAN DAN KECAMATAN DALAM RANGKA 
PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERlNTAH 
DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2019 
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NO KECAMATAN / KELURAHAN JUMLAH (Rp) 

s Kuningan 941.000.000 

6 Purwosari 812.000.000 

7 Dadapsa.ri 855.000.000 

8 Bandarharjo 934.000.000 

9 Tanjung Mas 1.029.400.000 

JVMLAH 7.555.900.000 

C. SEMARANG BARAT 

1 Kembangarum 875. 700.000 

2 Manyaran 847.200.000 

3 Ngemplak Simongan 745.800.000 

4 Bongsari 763.000.000 

5 Bojong Salaman 699.600.000 

6 Ca bean 510.300.000 

7 'Salaman Mloyo 683.100.000 

8 Gisikdrono 858.400.000 

9 Kalibanteng Kidul 647.900.000 

IO Kalibanteng Kulon 690.500.000 

11 Krapyak 645.600.000 

12 Tambakharjo 845.600.000 

13 Tawangsari 8)2.700.000 

14 Karang Ayu 643.500.000 

15 Krobokan 754.300.000 

16 Tawangmas 751.600.000 

JUMLAH 11.774.800.000 

D. SEMARANG TIMUR 

1 Karangturi 539.700.000 

2 Karangtempel 624.100.000 

3 Rejosari 856.000.000 

4 Sarirejc 724.900.000 
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NO KECAMATAN / KELURAHAN JUMLAH (Rp) 

5 Kebonagung 646.500.000 

6 Bugangan 734.200.000 

7 Mlatiharjo 692.300.000 

8 Mlatibaru 723.200.000 

9 Rejomulyo 714.200.000 

10 Kemijen 88J. 700.000 

JUMLAH 7.136.800.000 

E. SEMARANG TENGAH 

l Pelrunden 510.300.000 

2 Karang Kidul 524.600.000 

3 Jagalan 561.400.000 

4 Brumbungan 518.900.000 

5 Miro to 515.500.000 

6 Gabahan 551.600.000 

7 Kranggan 506. 700.000 

8 Purwodinatan 62 !. 700.000 

9 Kauman 494.500.000 

10 Bangunharjo 490.500.000 

11 Kembang Sari 503.300.000 

12 Pandan Sari 495.900.000 

13 Sekayu -529.600.000 

14 Pindrikan Kidul 493.100.000 

15 Pindrikan Lor 517.500.000 

JUMLAH 7.835.100.000 

F. GUNUNGPATl 

l Gunungpati 1.060.500.000 

2 Plalangan 1.026.200.000 

3 Sumurejo 1.033.000.000 

4 Pakintelan 1.034.200.000 
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NO KECAMATAN / KELURAHAN JUMLAH (Rp) 

5 Mangunsari 1.007.500.000 

6 Patemon 1.000.900.000 

7 Ngijo 1.009.900.000 

8 Nongkosawit 954.800.000 

9 Cepoko 1.015.700.000 

10 Jatirejo 947.700.000 

11 Kandri 1.044.800.000 

12 Pongangan 996.500.000 

13 Kalisegoro 954.700.000 

14 Sekaran 1.050.000.000 

15 Sukorejo 1.070.700.000 

16 Sadeng 1.042.300.000 

JUMLAH 16.249.400.000 

G. TUGU 

l Jrakah 80] .000.000 

2 Tugurejo 958.100.000 

3 Karang Anyar 904.200.000 

4 Randugarut 915.900.000 

5 Mangkang Wetan 967.100.000 

6 Mangunharjo 988.600.000 

7 Mangkang Kulon 993.200.000 

JUMLAH 6.528.100.000 

H. MIJEN 

l Cangkiran 997.600.000 

2 Bubakan 913.800.000 

3 Karangmalang 901.500.000 

4 Polarnan 901.800.000 

5 Purwosari 1.045.400.000 

6 Tambangan 968.100.000 
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NO KECAMATAN / KELURAHAN JUMLAH (Rp) - -· 7 Jatisari 976.400.000 

8 Mijen 1.026. 700.000 

9 .Jatibarang 880.700.000 

10 Kedungpane 1.002.900.000 

I I Pesantren 1.032.300.000 

12 Ngadirgo 1.022.200.000 

13 Wonolopo 1.070. 500.000 

14 Wonoplumbon 1.112.800.000 

JUMLAH 13.852. 700.000 

I. GENUK 
l Muktiharjo Lor 827.400.000 

2 Gebangsari 874. 100.000 

3 Genuksari 941.400.000 

4 Bangetayu Kulon 884.200.000 

5 Bangetayu Wetan 988.700.000 
6 Sembungharjo 917.500.000 
7 Penggaron Lor 990.300.000 
8 Kudu 932.500.000 
9 Karangroto 985.300.000 

10 Banjardowo 905.400.000 

11 Trimulyo 949.800.000 
12 Terboyo Wetan 865.800.000 

13 Terboyo Kulon 879.200.000 

JUMLAH 11.94] .600.000 

I J. GAJAHMUNGKUR 

1 Sampangan 744 .900.000 

2 Bendan Duwur 860.900.000 

3 Karangrejo 743.700.000 

4 Gajah Mungkur 838.500.000 
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NO KECAMATAN / KELURAH/\.N JUMLAH !RpJ I 
5 Bendan Ngisor 800.100.000 
6 Petompon 719.500.000 

7 Bendungan 684.600.000 

8 Lempongsari 695.700.000 

JUMLAH 6.087. 900.000 

K. T8MBALANG 

1 Rowosari 1.335.000.000 
2 Meteseh 1.375.200.000 
3 Kram as 1.036.100.000 
4 Tembalang 912.200.000 
s Bulusan 865.800.000 
6 Mangunharjo 984.500.000 
7 Sendangmulyo 1.304.800.000 
8 Sambiroto 868.800.000 
9 Jangli 899.600.000 
IO Tandang 1.139.600.000 
11 Kedungmundu. 862.600.000 
12 Sendangguwo 1.009.600.000 

JUMLAH 12.593.800.000 

L. CANDISARI 

l .Jatingaleh 817.000.000 
2 Kara.nganya.r Gunung 839.200.000 
3 Jomblang 1.021. 700.000 
4 Candi 806.400.000 
5 Kaliwiru 734. 700.000 
6 Wonotingal 739.900.000 
7 Tegalsari 747.000.000 

JUMLAH 5.705.900.000 
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NO KECAMATAN / KELURAHAN JUMLAH (Rp) 

M. BANYUMANIK 

1 Pudakpayung 1.064.500.000 

2 Gedawang 936.500.000 

3 .Jabungan 1.077.400.000 

4 Padangsari 982.300.000 

5 Banyumanik 909.500.000 

6 Srondol Wetan 1.033.600.000 

7 Pedalangan 928.600.000 

8 Sumur Bolo 878.600.000 ,__ 
9 Srondol Kulon 900.500.000 

10 Tinjomoyo 994.000.000 

11 Ngesrep 923.500.000 

JUMLAH 10.629.000.000 

N. NGALIYAN 

l Podorejo 1.078. 900.000 

2 Wates 1.041.500.000 

3 Bringin 1.009. 700.000 

4 Ngaliyan 1.006.500.000 

5 Bambankerep 903.500.000 

6 Kali pan cur 940.200.000 

7 Purwoyoso 1.018.400.000 

8 Tambakaji 1.037.700.000 

9 Gondoriyo 1.062.200.000 

10 Woncsari 1.059.700.000 

JUMLAH 10.158.300.000 

0. GAYAMSARl 

1 Pandean Lamper 806.900.000 

2 Ga yam sari 711.600.000 

3 Siwalan 686.500.000 
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NO KECAMATAN 
JUl\llLAH MAKSIMAL 

(Rp) 

l Semarang Selatan 1.827.800.000 

2 Semarang Utara 2.372.000.000 

3 Semarang Barat 2.684.200.000 . 
4 Semarang Timur 2.122.500.000 

5 Semarang Tengah 1.686.700.000 

6 Ounungpati 4.002.600.000 

7 Tugu 2.328.900.000 

2. KECAMATAN 

NO KECAMATAN / KELURAHAN JUMLAH (Rp) 

4 Sarnbirejo 746.400.000 

5 Sawah Besar 874.900.000 

6 Kaligawe 857. l 00. 000 

7 Tambakrejo 892.200.000 

,JUMLAH 5.575.600.000 

P. PEDURUNGAN 

1 Gem ah 832.700.000 

2 Pedurungan Kidul 857.000.000 

3 Plamongansari 949.900.000 

4 Penggaron Kidul 936.700.000 

5 Pedurungan Lor 804 500.000 

6 Tlogomulyo 989.700.000 

7 Pedurungan Tengah 915.300.000 

8 Palebon 912.200.000 

9 Kalicari 791.400.000 

10 Tlogosari Kulon 1.158.300.000 

11 Tlogosari Wetan 787.800.000 

12 Muktiharjo Kidul 1.347.200.000 

JUMLAH 11.282. 700.000 

TOTAL l 51.029.700.000 
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NO KECAMATAN 
JU MLAH MAKSlMAL 

(Rp) 
8 Mijen 3.562.000.000 

9 Genuk 3.134.700.000 

10 Gajahmungkur 2.073.400.000 

11 Ternbalang 3.451.800.000 

12 Candi sari 2.090.100.000 

13 Banyurnanik 3.009.000.000 

14 Ngaliyan 3.000.000.000 

15 Gayamsari 2.052.300.000 

16 Pedurungan 3.071.100.000 
.. 

TOTAL 42.469.100.000 
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